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BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

a. bahwa untuk meningkatkan keandalan dan relevansi

laporan keuangan serta dapat dibandingkan antar
periode dan antar entitas, diperlukan pedoman
berupa kebijakan akuntansi untuk penyusunan
laporan kcuangan entitas akuntasi dan entitas
pelaporan guna menerapkan sistem akuntansi
pemerintah berbasis akrual;

. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 166 Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Lamongan tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Lamongan;

Undang-undang Dasar Negara 1945 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959);
Undang-Undang 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat I Surabaya
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Dacrah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-dacrah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679):

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2023 Nomor 5),;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.

Daerah adalah Kabupaten Lamongan,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Lamongan,

Bupati adalah Bupati Lamongan.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD,
adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan  urusan  peémerintahan  yang
menjadi kewenangan Daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah
Dacrah yang dapat dinilai dengan uang serta segala
bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban daerah
tersebut.



10.

11,

12,

13.

14.

15.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjabawan, dan pengawasan keuangan
daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran
transaksi dan kejadian keuangan, penyajian
laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
adalah konsep dasar penyvusunan dan
pengembangan Standar Akuntansi pemerintahan,
dan merupakan acuan bagi Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan
keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan
keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu
masalah yang belum diatur dalam Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya
disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah.

Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian
sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan,
dan elemen lain untuk tewujudkan fungsi akuntansi
sejak analisis transaks: sampai dengan pelaporan
keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah
prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang
dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman
dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah daerah.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima
atau dibayar.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas
untuk melaksanakan fungsi bendahara umum
daerah.



16,

17,

18,

19,

20,

21,

22.

23.

24.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD
adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah
daerah yang melaksanakan urusan pemerintah
daerah.

Pejabat  Pengelola Keuangan  Daerah yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala PD yang
mempunyal tugas melaksanakan pengelolaan APBD
dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari  keuntungan, dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya
kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa
dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi
bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban,
ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan,
pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan
termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan
vang bersangkutan.

Pengukuran adalah proses penectapan nilai uang
untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam
laporan keuangan.

Pengungkapan adalah penyajian informasi secara
lengkap dalam laporan keuangan yang dibutuhkan
oleh pengguna.

Entitas Akuntansi adalah wunit pemerintahan
pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas
pelaporan,

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang
terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu
laporan keuangan yang merupakan gabungan
keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi
sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan
tunggal.



BAB 11
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

Kebijakan akuntansi di bangun atas dasar kerangka
konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah
yang mengacu pada kerangka konseptual standar
akuntansi pemerintahan.

Pasal 3

Kebijakan akuntansi digunakan sebagai dasar
pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas aset,
kewajiban, ckuitas, pendapatan, belanja,
pembiayaan, pendapatan laporan operasional, dan
beban serta penyusunan laporan keuangan.

Pasal 4

Kebijakan akuntansi mengatur penyajian laporan
keuangan untuk tujuan umum dalam rangka
meningkatkan perbandingan laporan keuangan baik
terhadap anggaran antar periode maupun antar
entitas akuntansi,

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 5

(1) Kebijakan akuntansi disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
a. BABI : KEBIJAKAN PELAPORAN

KEUANGAN.

- memuat komponen laporan
keuangan dan keterbatasan
laporan keuangan.

b. BABIl : KEBIJAKAN AKUNTANSI

TERKAIT AKUN.,

- memuat Kebijakan Akuntansi
Kas dan Setara Kas, Piutang,
Investasi, Persediaan, Aset
Tetap, Dana Cadangan, Aset
Lainnya, Kewajiban, Ekuitas,
Pendapatan, Beban, Belanja,
dan Transfer, Pembiayaan,
SiLPA/SiKPA/SAL, dan
Transaksi Transitoris,



(2)

e, BABYV

c. BABII

d. BABIV

g. BAB VIl

h. BAB VII:

. KEBIJAKAN AKUNTANSI
KOREKSI KESALAHAN,
PERUBAHAN KEBIJAKAN

AKUNTANSI, DAN PERISTIWA

LUAR BIASA.

- memuat Kebijakan Akuntansi
Koreksi Kesalahan,
Perubahan Kebijakan
Akuntansi, dan Peristiwa Luar
Biasa.

: KEBIJAKAN AKUNTANSI DI

BLUD

- memuat Kebijakan Akuntansi
Pendapatan-LRA, Belanja,
Pembiayaan, Pendapatan-LO,
Beban, Kas dan Setara Kas,
Investasi, Penggabungan
Laporan Keuangan BLUD ke
dalam Laporan Keuangan
Entitas Akuntansi/Entitas
Pelaporan, dan Penghentian
Satuan Kerja BLUD menjadi
Satuan Keija Biasa.

: PERJANJIAN KONSESI JASA

ATAU PEMBERI KONSESI.

-  memuat Definisi, Pengukuran,
Pengakuan, Penyajian, dan
Pengungkapan.

: KEBIJAKAN AKUNTANSI

PENERIMAAN DAN

PENGELUARAN DAERAH YANG

TIDAK MELALU REKENING KAS

UMUM DAERAH.

-  memuat Definisi, Pengukuran,
Pengakuan, Penyajian dan
Pengungkapan.

KEBIJAKAN MASA MANFAAT

ASET TETAP.

- memuat Tabel Masa Manfaat.

KEBIJAKAN PENAMBAHAN

MASA MANFAAT ASET TETAP.

- memuat Tabel Penambahan
Masa Manfaat.

Kebijakan Akuntansi scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan  Peraturan  Bupati  ini
penempatannya dalam Berita Daerah
Lamongan.

Kabupaten

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 15 November 2023

BUPATI LAMONGAN,
td.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 15 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.

MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 NOMOR 52

Salinan sesuii dengan aslinya

[ “KEPALA

M.RK

NIP. 19710615 200312 1 007

G UKUM,



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN

BAB |

KEBIJAKAN PELAPORAN KEUANGAN

A. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri dari :

1. Neraca
Neraca  merupakan komponen laporan  keuangan  yang
menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai
aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan
informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,
surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan
yvang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. LRA
menyajikan informasi mengenai ikhtisar sumber, alokasi dan
penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh
PD/SKPKD/Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan.
Informasi terscbut berguna bagi para pengguna laporan dalam
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya
ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap
anggaran Pemerintah Daerah. LRA menggunakan basis kas dalam
pencatatannya.

3. Laporan Operasional (LO)
LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan
informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas
pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping
melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi
keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yvang
merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.
Berbeda dengan LRA, LO menggunakan basis akrual dalam
pencatatannya.

4. Laporan Arus Kas (LAK)
LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan
informasi penerimaan, pengeluaran, dan perubahan kas dan setara
kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan



aktivitas operasi, investasi, pendanaan, aset non keuangan dan non

anggaran.

. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan

sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada

periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung
menambah /mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

. Laporan Perubahan SAL (LPSAL)

LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan

secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut

Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa

Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi

Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran

Lebih Akhir.

. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi
penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan
dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK,
dan LPE. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam
memahamidan membandingkannya dengan laporan keuangan
entitas lainnya, CalLK sekurang-kurangnya disajikan dengan
susunan sebagai berikut:

a. informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi
regional/ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah
APBD Kabupaten Lamongan, berikut kendala dan hambatan
yang dihadapi dalam pencapaian target;

b. ikhtisar pencapaian kinerja keuangan sclama tahun pelaporan;

c. informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan
atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

d. pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang
timbul schubungan dengan penerapan basis akrual atas
pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan
basis kas;

e. informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan
keuangan.

f. daftar dan schedule.

Termasuk pula dalam CalK adalah penyajian informasi yang
diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan-
pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar
laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau
komitmen-komitmen lainnya.



Dari ke tujuh laporan keuangan di atas, berikut akan dijelaskan
laporan keuangan yang harus dibuat oleh masing-masing entitas yang
ada di Pemerintah Daerah bescrta dengan contoh laporan keuangan
tersebut.

l. Laporan Keuangan SKPD
Laporan keuangan yang harus dibuat oleh masing-masing PD vang
ada di Pemerintah Daerah adalah:

a. Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

NERACA
SKPD..
Par 31 Desambes 20X1 dan 20X0
(dalam Rupésh)
s S "URATAN | catsn Saoxt O RULR0xe T
ASET |
ASET LANCAR
Kas di Bandanara Penenmaan XX xxx ; xxx
Kas di Bandanhara Pengeluaran o0 200 XXX
Kas di BLUD o 00K ‘ XX
Kas Dana BOS e XX XXX
Kas Dana Kapitasi pada FKTP oK 00X XX
Kas Lainnya oex XX XX
Setara Kas xxx X XX
Investsel Jargka Pendek
Piutang
Piutang Pajak Daeran xXxx xxx XXX
Piutang Retribusi Daerah oo xxx K%
Phtang Hasid Pengelolaan Keksynan Daarah yang
Dipsahkan e o
Piutang Lain-lan PAD yang Sah XXX XX
Uang Muka X xAX
Penysnan Putang Pendapatan XXX XXX XAK
Beban Dvayar Dimuka XXX XXX
Parsedia, 0K XXX XXX
[ WMIAHASETUANCAR o 7 SRR
ASET TETAP
Tanan KAX Hxx AR
Peralatan dan Mesin e XXX XXX
Gedung dan Bangunan XXX XXX Xxx
Jalan, Ingasi, dan Jaringan XXX XXX XX
Aset Tetap Lannya XXX XXX XXX
Konstruksi dalam Pengensan ®XX XX PEES
A umulasi Pm%n XXX XXX XK
: ; XX HXX wizooeie
ASET LAINNYA
Tagihan Penjuslan Angsuran AKX XK
Tuntulen Gamti Kerugian Daerah XXX xxx XK
Kemtraan dengan Pihak Ketiga XXX X X
Aset Tidak Seswujud XXX xXX XX
Akumulasi Amortisass Aset Tidak Berwujud XXX XXX 0%
Asel Lan-ain XXX XXX 00
XXX XXX XX
PROPERTI INVESTASI
Propedts Investas: xxx XX 00
Akumulasi Peayusutan | Investas: 30X XXX X
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) XXX o
Utang Bunga 0 o
Bagian Lancar Utang Jangks Panjang X o




. -

ERUITA:

b. Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SKPD..
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tabhun yang Berakhir sampas Dengan 31 Desemnber 20X1 dan 20X0

(dakam Rupiah
XX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX Xxx XXX XXX
XXX XXX Xxx XXX Xxx
Pangeioiaan Kesaysan
Daerah yarg Cipsahkan
Lar-ain Pendapatan Asl XXX XXX XXX XXX XXX
Dowrah yarg Sah
JUNLAH PENDAPATAN . 1 3 E o
ASU DAERAH HXX XXX XXX XXX XXX
BELANJA
BELANJA OPERASI
Belars Pagawai EXX XAX XXX XXX XXX
Beania Barang dan Jxsa XXX xxx XXX XXX XXX
Seans Bunga XXX XXX XXX XXX XXX
Bedans Subwdi XXX XXX XXX XXX XXX
Befania Hbah XX XxXx XXX xXxx xxx
Beans Bantuan Sos XX XXX XXX XXX XXX
JUNLAH BELANJA XXX Ve T -
| OFERAS: e s 2 G s SR
BELANJA MODAL
Bt Modal Tenen XXX XXX XxX XXX XXX
Beana Modal Peralatan XA Xxx Xxx xXxx xXxXx
dan Masn
Belania Modal Gegung XXX XXX AXX XXX XAX
dan Bangunan
Beani Modal Jalan, XAX xXxx XXX XXX XAX
Ingasl dan Jarngan
Belang Azt Tetap A0 XXX RXX XXX XXX
Lannya = =
AUNLAN BELANIA 008 XXX XXX XXX Er -
m e
JUMLAH BELANJA O XX W XXX K
SURFLUS DAN DEFISIT KAX XKX AKX XXX XXX i I
N




d. Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAM KABUPATEN LAMONGAN

Laporan Operasional
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN OPERASIONAL
SKPD.
Untux Tanun yang Berakhir sampa Dengan 31 Desember 20X1 gan 20X0
(datam Rupéah)
URAIAN FAEE AR
KEGIOTAN OPERASIONAL
PENDAPATAN
PENOAPATAN ASLI DAERAH
Pagk Dasmh XXX XXX ERS S XX XXX
Ratribusi Daprah XXX XXX X XX XXX
XXX AxX X o XXX
XXX XXX ey XXX XXX
o e B |
BERAN OPERAS!
Baban Pagasai XXX XXX Xex XXX XXX
Beben Berang dan Jase XXX XXX XX XXX XXX
Betan Bu XXX XXX XX XXX XXX
Betzars Sobsid| Xxx XXX Xxx XXX XAX
Batan Mibah XXX XXX KX XX XXX
Batan Bamusn Sosal XXX KAX XX XXX
Becar Penyishan Plutang XXX X KRN XEX
Becan Pe utan dan Amortisas XXX XXX KAX XAX XXX
AT BEBAN GPERRG BT TR ivg -
S X 0L o
v o bl O SRutie™ 4 sy L2 o LA SK 4 s v -
SURPLUSIDEFISIT DARI KEGIATAN
NON OPERASIONAL
Surphas Peaualan Aset Non Lancer KEAX XXX XAX *AX
Surphss  Penysessan  Kewajan xxXx XXX
Jargks Pamjang
Cefist Penjunian Aset Nov Lancar XXX XXX XXX XXX
Defish  Penysfesaian  Kewajoan xxx X0 X
Jargka Parjang
giis L vy o
POS LU
Percapatan Luar Bass XXX XXX XXX
Behan Luar Siass X g_x_; XXX
POS LUAR B 7 I 73 X

SKPD
LAPORAN PERUBAHAN EXWNTAS
Untuk Tahun yang Berakhir sampail Dargan 31 Desamber 20X1 dan 20X0
{dalam Ruplah)

EKUITAS AWAL XX XXX xAX
SURPLUS/DEFISITL0 XXX AXX XXX
RK KONSOLIDASI KASDA DAN SKPD XXX XXX
RK KONSOLIDASI ASET XXX XXX
DAMEAK KUMULATIF FERUBAMAN XXX XEX XXX
KEBIJAKANKESALAHAN MENDASAR

Koreksi Nilsi Piutang Pajak P33 o

Koreksi Nila Amortisas: XAX XXX




- - - - '&u e a m . m -
Koreksi Pembukuan Rekening Ekutas XXX 633
TahunSebeluimnya
Koreks Nisi Persadisan Barang Pakal Habis XXX XXX
Koreks! Penyisihan Piutang XXX X
Korakel Panyisihan Plutang Lainnya XXX XX
Koreksi Panyisihan Dana Berqulir XXX KXx
Koeoksi Akumulasi Asst Tidak Berwujud XXX XXX
Koreis| Utang Belanja xXaxX X%

Koreksi Panysnaan Mods! XXX XX

Koreksi Nilai Asst Tetap XXX XXX
aian Nial Penyusutan Aset T XXX XX

EXUITAS AKHIR _ - S e

e. CalK

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah

sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

BAB Il IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPKD

2.1 [Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian
Target yang telah ditetapkan

BAB [l PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan
Ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah

BAB IVPENJELASAN ATAS [INFORMASI-INFORMASI NON-

KEUANGAN SKPD

BAB V PENUTUP

2. Laporan Kcuangan SKPKD
Laporan keuangan yang harus dibuat oleh SKPKD adalah:
a. Neraca

NERACA
SKPKD
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

(datam Ruplah)
URAIAN Casan | w1 | 700

ASET
ASET LANCAR
Kas dan Bank




—_ —— — PO 5 N
L e URAIAN Catatan | 20Xt | 20%0
Kas di Kas Dasrah xxx XX XN
Kas di Bendahara Penerynaan XXX XXX Ao
Kas di Bencahara Pangekiaran AX XXX XXX
Kas di BLUD XXX X% xxx
Kas Lainnys XXX XXX xxx
Setara Kas % Xxx Xx
Iovestasl Janga Pendek
Piutang
Putang Pajak Daerah XXX XXX XXX
Pulang Retribusi Daerah L XX XXX
Piutang Hasil Pengelotsan Kekayasn Daeran yang G
Dipisahkan o ooy
Putang Lain-tain PAD yang Sah XXX XX
Putang Transfer Pemerintah Pusat-Oana Penmbangan XXX Xxx X
Pustang Transfer Antar Daerah XXX Xxx
Putang Lainnya XX XXX xxx
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang X% XXX XXX
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Pan@ang XXX Xxx
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran XXX A%y
Bagian Lancas Tuntutan Gami Kenugisn Daerah o XXX XK
Lang Muks XX XXX
Penyisiban Piutang Pendapatan XA XHX X
Baban Dibayar Dimuka XXX Xy
Pemﬁ'unn XXX XXX XXX
' < oo 0 :
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investas: Nonpermanen
Investasi Jangka Panjang Nonpermanean XXX Xk
Investasi datam Obigasi XXX XX
Invesias dasam Proyek Pembangunan XXX Hxx
Dana Barguir XXX XXX EEe)
Depasito Jangka Pan@ang XX XX
Investas: Permanen XXX XXX
Pcnyonaan Mocal daerah 0% XX XXX
JUMLAH INVESTAST JANGKA PANJANG 00 e T
ASET TETAP
Tanah X% XXX Eees
Peralatan dan Mesin XXX XXX Xxx
Gedung dan Bangunan XXX XXX XXX
Jasan, Irigasd, dan Janngan XXX XXX XXX
Asel Telap Lainnya XXX XXX XXX
Konstruksi dalam Pangesjaan XXX XXX A
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
'g‘v @ ’ﬂ .
ASET LAINNYA
Tagihan Penjuaan Angswan XXX xXx
Tuntuten Gant Kemugisn Dasrsh xx% xXX X%y
Kemnitiaan sengan Pinak Ketiga XxX XXX XXx
Asel Ticak Berwujud X2 Pt HHX
Akumulasi Amartisasl Aset Tdak Berwujud AKX XX A
Aset Lain-dain EEes ion oy
Akumulas Pmywan Aut Lannya
Fadilit XXX XXX Xx
PROPERT! INVESTASI
Propavh lnmia« AHX XXX KN
*XX XXX XXK
V )
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
WUlang Perhitungan Fhak Ketga (PFK) XXX XXX
Uiang Bunga e i
Bagian Lancat Utang Jangka Panjang xux 0
Pendapatan Daenma Dimuka HHx XXX Xxx
Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Katiga xxx XXX XXX
Utang Trarsfec o |

Al JANGKA PAN




E SRS URAIAN . 0X1 | 20%0
ang Calam Neger e X0
> . 3 XX ARX
 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG e R ! T T
‘ IMLAH KEWAJIBAN 0= XEX
X0 XX XXX
¥ 1) =] o )
b. Laporan Realisasi Anggaran
LAPORAN REALISAS! ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
SKPKD
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
Untuk Tahun yang Barskive sampal Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
(calam Rupish)
e === = = . Wran v ’ ! =
Uraian Catatan Fraem e » =
e i ol 2061
ATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAN
Pendapstan Pajok Doerah XXx XXX Xax XXX XEx
Pendnpatan Retrbus Daerah XX XX xXxx XXX XA
Pendapaian Mast Pengeican XX XXX XXX XX XXX
Kebkagaan Daerah yang Dipsankan
Lain-lain Pencapatan Asli Daerahy yang XXX XN XX XAX AN
San
JUMLAM PENDAPATAN ASLI , " Bl ’
BAERAN XXX XXX XX XXX o
PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-
DANA PEFRIMBANGAN
Oana Bag Hasl Paak XXX XXX XXX XXX KAX
Cana Bag Hasl Bukan Paak/Sumpbser XXX XXX XXX XXX XX
Caya Alam
Dana Adckus Umum AXX XX XXX XXX XX
Dana Ackas Krnasus AXX AXX XXX AXX XXX
LT RRETR PRS2 AUE 4 AN
JUMLAM PENDAPAY;N TRANEFER s TR o B ~"mﬂ§]
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-
LAINNYA
Dang Ctonors Knusus can Dona XXX XAX
Tarmbahan Infrastrokr
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH S T
PUSAT-LAINNYA XXX R
TRANSFER PEMERINT AN PROPINS|
Pandigatsn Bagi nast Pagk XXX XXX xax
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH m A m
PROPINSI At b
TOTAL PENDAPATAN THANSFER XX XK
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAM
Pordnpatan Hibah XX XX XX XX XN
Perdagstan Cana Dorarat XXX AXX Xax XXX XXX
Lar-lain Pergapatan XXX XXX XAX XXX XXX
JUMLAH LAINCAIN PENDAPATAN = O
YANG SAH g2 XXX XXX Lo I I O
JUMLAM PENDAPAT AN XXX XAK_ 00 L S
BELANJA
BELANJA OPERASI
Beanja Pegawai XXX XXX XXX XXX XX
Belanja Earang dan Jass XX AR XXX XXX KX
Beanja Sunga AXK XXX KxX XXX XXX
Beanja Subsa XX XXX HX XX XXX
Beanja Hbah xnX AXX XXX XAX AX
Beanja Eantuan Sosial XAX XXX XXX XXX XXX
JUNLAH BELANJA OPERASE XXX XXX TR it |
BELANJA MODAL
Beanga Mogsl Tenah XXX XXX XXX XXX X
Beanjs Modal Pesiatan dan Mesin XXX XXX XX XXX X
Beanis Model Gedung dan Dangunon XXX XXX XHx XXX X
Badnja Moddl Jalen, Figas dan XXX XXX X XXX XX
Jarngan
Geoanja Asel Telsp Lannys XXX XAX X ‘
JUMUAH BELANJA MODAL XXX XXX ﬁ & &
BELANJA TIDAK TERDUGA
Baans Toak Tenuga XXX XXX AXX %
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA XXX 3 - o o
JUMLAH BELANJA XXX 2 T T e A




BELANJA TRANSFER
BELANJA BAGHE HASIL
Beanias Bagl Hasil Pajsk Dasrah Xxx
Beanja Bagl Hasi! Retibus Dasran XXX
JUMILAN BELANJA BAG! MASIL
BELANJA BANTUAN KELUANGAN
Beanjs Bantusn Keusngan antar XXX
Casrah Proving
Baans Bantwan Keuangan antar xax
Cansiah KahipmesKala
Beanjs Bantuan Kesangan Dusrah KAx
Proving ke Kabupalen'Kom
Baanjs Bantuan Kecangan Xax
Kabegaten/Kota «e Dagran Provng
Baanja Bantuan Kewsngan Dasrah Xax
wepada Desa
Belan)a Transter Dana Otanami XAk
Knusus Provesl kapada
JUMLAM TRANSFER BANTUAN
KEUANGAN
JUMLAH TRANSFER XXX
JUMILAM BELANJA DAN TRANSFER XXX
SURPLUS DAN DEFISIT
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN DAERAH
Pengouraan Ssa Letxh Perhimungan Xxx XXX XX xXx XXX
Anggeran (SILPA)
Peccairan Dans Cadangon xxx XXX X XXX XXX
Hagl Penjuasn Kecaysan Dasrah XXX xxx XXX XXX XXX
yargOipmahhan
Panerrmaan Pinjaman Dascah RXX XX X Axx XXX
Pacermaan Kemoali Femoenan XXX AxK Ax xxx XXX
PramarDacrah
Panerimaan Pembayasn Lainyu RXX ES $ 8 XXX XXX XXX
Sesunl dengan Kelertuan Peraturan
Perundang-
mmmmu ~ 2 D =
PEMBIAYAAN xxx X% ox | oxmx -
PENGELUARAN DAERAH
Pemientukan Dana Cacangan XXX AXX XXX XXX XK
Pesyeraan Modal Dagrah XEX AKX XXX XXX XXX
Pamaayamn Cian Pokok Uang Xxx XXX XXX XXX XXX
yarg JelhTempo
Peargsnan Pryaman Desean XXX XXX XXX Xxx XX
Pargetuaran Pamtloysan Lairryn X Xxx XAX XX XX
sesundengen Ketentuan Peraturan
Parundssg-
JUMLAHPENGELLARAN XXX AAX s e R [ = Ik
PEMBIAYAAN ') rd oStk | R0 Fa i
%gmw NETO XX : % R v+
EBIH PEMBIAYAAN XXX : =5 ; T
ANGGARAN (SXPA) ’ R ™
c. Laporan Operasional
LAPORAN CPERASIONAL
SKPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

Uniuk Tabun yang Beraknr sampsi Dengan 31 Desermnber 20X) dan 20X0

. N o ~‘;‘ R FI
! URAIAN ten | 20X1
KECGIATAN OFPERASIONAL
xxx
xxx
X
XXX
E353
TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -
DANA PERIMBANGAN
Dana Bag Hasi Paek XXX o HXK XXX Xxx
Dana Bag Hasl Suvter Daya XXX XX XXX XXX Xxx
Dane Ackss: Umum EXX w0 XAX XXX Xxx




Dana Alokas| Xhusis
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g

g

S

TRANSFER PEMERINTAN
T - DANA PERIMBANGAN
SFER PEMERINTAH PUSAT «

LABNYA

AXX

S8

BT —
TRANSFER PEMERINTAM
%r ;up\
FER PEMERINTAH DAERAH

me

M"MN PENOAPAI’AN DAERAH

xXxx
Oana Darura
Lain-lae Pandapaten Sosus XXX
dergan
Ketaniuan Paahuan Perundang
’ . g
B3
XEX XA XXX XXX Xxx
Xxx RS | xAx XXX XkXx
Bungs XXX XA XXX XKX XX
Subsai XXX XX XXX XXX XEX
m FHbah Xxx XHX XXX XXX xXxx
aonw‘n Scue XX XXX XXX xXxx
T XK Xxx Xxx XxX
g XxX XXX XXX X Xxx
—MLAR BLEAR GPERAS 2] O ﬁ X
SEBAN TRANSFER
Sagl Hasdl Pays Dasrah XX XXX AAX XX XXX
ban 8agl Hasll Retrbus Dasrah xxx Xix XXX AKX
Kabupaen'Xota Kopada
Qgmenvesn Desa
Boban Bantuan Keusngan seoer XXX XAX xAX XEx
(AP oiray
Beban Transfer Bartusn Keugngan XXX XXX XXX XEX
\%:Dnam Kewan X XX XXX XX
bsn n gan v X X A
IuersrKstupmenkots
Bsban Bantuan Keusrgan Oaecah X XXX xXax Xxx
EProvinsi keKabupateniKota
Beban Bantuan Keuangan XX XXX XAX XXX
bupaten¥ota kelaerah Provns:
ban Bantusn Keusngan Doassah
%:v‘mnnu Katupaten/Kata ke XX XXX XxX Xax
Theban Tramster Dana Otnomi o Xax X xx
Khusus Prosinsitepada
Kabupaen'®ota
XX XXX XXX XXX
Eam Tak Terduga
UM vv‘I E BLAN : " = e
e RESE =
RPLU&‘DEF!UT DARI KEG&ATAN
N OPERASIONAL
Surplus Penjsalan Aset Non Lancar xxx XX XXX xxXX XXX
tSuplu: Pamnyulasaian Kewajban XXX XEX XXX XXX
Panang
Penjualan Aset Nos Langar XXX XXX XXX XXX XXX
Pamyelesalan  Kowajban XxX XXX XXX XXX
angea Panjing
g3 ) Fiss EITEN R T
vos LUAR BIASA
Pandapatan Luar Biasu LXK XXX XXx xxx
Buban Lo m XXX




55 B

d. Laporan Perubahan Ekuitas

LAPORAN
PERUBAHAN EXUITAS
SKPKD
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
Untuk Tahun yarg Beraknic sampal Dengan 31 Desember 20X 1 dan 20%0

(dalam Rupiah)

EKUITAS AWAL XXX KK XXX
SURPLUSIDEFISIT-LO XXX XX o
AX KONSOLIDAS] KASDA DAN SKPD XEX XX
RX KONSOLIDASI ASET XXX XXX
DAMPAX KUMULATIF PERUBAHAN XXX XXX XXX
KEBIJAKANKESALAHAN MENDASAR

Koreksi Niai Pistang Pajak XXX XXX

Koreksi Ndal Amortisas XXX XXX
Koreksi Pembukuan Rekening Ekuitas XXX XX

TahunSebalumnys

Koreksi Niai Persadisan Batang Pakai Habe XXX X

Koreksi Penyisihan Plutang XXX XXX

Koreksi Penyisihan Piutang Lainnya XXX xxx

Korexsi Penyisihan Dana Bergulir XXX XXX

Koreksi Akumulas: Aset Tidak Serwujud XXX XXX

Koreksi Ltang Befanja XXX XX
Koreksi Penyertaan Modal XXX XXX
Koreksi Nilal Aset Tetap XXX XXX
Panyesualan Nilal Penyusutan Aset Tetap XXX XXX
EKUITAS AKHR . R

e. CalLK

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah

sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Dacrah

BAB Il IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPKD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja SKPKD

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian
Target yang telah ditetapkan

BAB Il PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPKD

3.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Angaran (LRA)

3.2 Penjelasan Pos-Pos Nearaca

3.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

3.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-
KEUANGAN SKPKD

BAB V PENUTUP
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3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan keuangan yang ada di Pemerintah Daerah adalah:
a. Neraca

NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
Par 31 Desember 20X1 dan 20X0
(datam Rupish}

- WAL
‘ = A LA

- e |

URAIAN Catatan | 20Xy

"y

ASETY
ASET LANCAR
Kas dan Bank
Kas di Kas Daerah XX
Kas di Bencahars Penerimaan xxx
Kas di Bendahara Pengelusran xxx
Kas di BLUD X
Kas Dana BOS xXx
Kzs Dana Kapitas! pads FKTP o
Kas Lainnya X
Setara Kas e
Investasi Jangka Pendek
Piutang

Putang Fajak Daorah

Putang Retribusi Daerah

Putang Hasil Pengeloiaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

Putang Lain-lain PAD yang Sah

Putang Transfer Pamerintah Pusal-Dana AEx
Parmbangan

Putang Transfer Antar Dasrah

Putang Lainnya

Bagan Lancar Tagihan Jangka Panjang

Bagan Lancar Tagihan Pingaman Jangka Panjang
Bagian Lancar Taghan Penjualan Argsuran
Bagian Lancar Tumtutan Gantl Kerugian Daerah

Uang Muka
Penyaihan Putang Pendapalan
Beban Dibayar Dimuka
Persediaan

BHE B

EEEE

g8

&
|EEEE E EEEEE EQ E EE

BlE & &

INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Nonpermanen
Investasi Jangka Pargang Nonpermanen
Investasi galam Colgas:
Investasi galam Proyek Pembangunan
Cana Bergule xxx
Deposto Jangka Panjang
Irwestasi Pamanen

~

BlEssesss

"4

BEREREE & FESSBE EEEHE R HE ER GHEEEEERE

LN - . 4
JANGKA PANJAN

XXX X
Perslatan dan Mesin XX X
Gedung dan Bangunan XXX
Jalan, Ingasi. dan Janngan XHX
Aset Tetap Lainnya XXX
Kenstruksi dalam Pengerjaan XXX
XX
XXX
XXX
s

g

xxx
XXX
XXX

g

Akumulasi %w

DANA CADANGAN

Qam C%n

ASET LAINNYA
Tagian Penjusan Angsuran
Tuntutan Gants Kerugian Daerah
Kemtraan dengan Phak Ketga
Asat Tidak Berwujud
Alumulasi Amortisss Aset Tidak Berwujud
Asal Lan-ain
Arumuiasi Penyusulan Aset Lainnya

o
=

BEEE

BEEEEEE s BEEEans
:

HEEEREE

-

L




Catatan
XXX
00X
XX
XXX
X0
X i
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Wang Parhitungan Fhak Ketge (PFK) AX o
Utang Bunga - iy
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang XXX xxx
Pendapatan Deenma Dimuka o0 XXX xx
Utang Belan@/Utang Kepada Pihak Katiga X0 o xux
Utang Trarsler xxx o
1S4 ' oo oo o - T
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Lnng Dalam Negesi X xxx
3 XXX Xx
JOCK MO K
200K O &
b. Laporan Realisasi Anggaran
LAPORAN REALISAS! ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
Untuk Tahun yang Barakhir sampai Dangan 31 Desember 20X1 dan 20X0
(dalam Rupsah)
—_—
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pandapatan Pajas Dsoran KX AXX XXX XXX pE e
Pendapatan Retridesi Daecan XXX XXX XXX Xxx XXX
Pendapatan Masil Penpeolaan XX XXX XXX XXX XxX
Kekoyoan Doerah yang
Dipisahhan
Laindam Pendapatan Asi X XXX XXX xXxx XXX
Dawrun yang San -
:)AEM?‘ o s KXX XXX W XXK 9“’! 3
PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAN
PUSAT-DANA PERIMBANGAN
Dana Sagl Hast Pajak XX HAx XX AAX XX
Dans 8agl Hesi Buksn XXX XXX XXX Axx oL
Paak/'Sumber Daya Alam »
Dana Alokaal Umum XXX XX XX XK XXX
Dann Alokasi Khusus X XXX XXX XXX XX
JUNEAH PENDASATAN . =3 = T S
TRANSFER DANA XX O 00 XXX e, N
PERBMEANGAN . i
TRANSFER PENERINTAH
PUSATLAINNYA
Cana Ctonomi Khusus dan Dana XX XXX axx XEX
Tambahoan invasrukiue
JUMLAH TRANSFER : (N b
PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA XXX XXX XXX KXX
TRANSFER PEMERNTAN
FROFINSI
Pendapatan Bagl Hask Pagk XXX AxX XXX Xax Xxx
JUMLAA TRANSFER Y > )
PEMERINTAH PROPINSS XXX - XXX XXX XXX
TOTAL PENDAPATAN : . T
LAINLAIN PENDASATAN
YANG SAH
Pendapatan Hibah PE XXX XXX XXX XXX




" —
4
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- 2 P L bl | S U B

Bundapatan Dung Durpest XxXx xex 1XX XXX

Lain-Rin Pencapatan XXX XX XXX, XXX

JUMLAS LAIN-LAIN KKK P y o ! st

PENDAPATAN YANG SAH XXX o | XXX

JUMLAS SENDAPATAN XXX ,-@\ FT7] TR

BELANJA

UELANJA OPERASH

Balarea Pegawai XX xxx XXX XXX XXX
Selania Barang dan Jasa XXX xxx XXX XXX XXX
Heilaryn Barga XXX XXX XXX XXX XXX
Holarys Suteit XXX XXX XXX XXX 2K
Halarya Hoan XXX Xxx XXX XXX XXX
Helarya Bartvan Sowmal X KXX XXX XXX XXX
JUMLAH BELANIA OPERAS! XXX SR> 32 T z @ ||
BELANUA MODAL

Balarja Modal Tanah X XXX XXX X Xux
Belaryn Moda Peralaten can XX XXX xXX XXX Xxx
Mesr

Belangn Mods Gedung dan XXX XXX AXK XXX XXX
Sangunan

Balana Modat Jaan, Ingasi dan XX XXX XXX xxx XXX
Janingan

Ealana Asat Tetap Lalrwa XXX rXX x_xx xxx XXX
JUMLAH BELANZA MODAL XX B FAK AAK ==
BELANJA TIDAK TERDUGA

Bolanga Tidak Teduga KAX XAx XXX XAX XXX
JUMLAH BELANJA TIDAK A P

TERDUGA RR )

JUMLAH BELANIA XXX - XXX &2 ® »
BELANIA TRANSFER

BELANJA BAGI HASIL

Balane Bagr Hasd Paak Daecan XEx AXX XXX XXX XXX
Belana Bag Hasd Retibus) XXX xAX AXE XaxX XXX
JUMULAM BELANJA BAGH HASK | T I . = =
BELANIA BANTUAN

KEUANGAN

Balana Bantuan Keuangan sl XX Xxx Xxx XXX XXX
Daerady Proving

Halania Banvan Keuangan anta XXX XXX XXX XAX XXX
Dasran Kabupate

Balana Bamuan Keuangen XXX XXX XAX xR XXX
Dperan Provingl we

Kaby

Batana Bamvan Keusngsn XKx RXX XXX KAX XEAX
KakupatenKots ke Dasah

Betarys Bamuan Keuongas XXX xxx XXX XXX xxx
Dinerah Katupaten/Kots kenada

Belania Transter Dara Oloror XXX KX AXX XXX AXX
Khusis Proving bepacs

JUMLAN TRANSFER BANTUAN

KEUANGAN

JUMLAH TRANSFER XXX PR - =Ty T e
JUMLAH BELANIA DAN R rariee A Wz PR 2 x
TRANSFER XX ) MRe ] xxx ] oXRK | 413
SURPLUS DAN DEFISIT Lo e M ol KA JE ST -
PEMBIYAAN

PENERIMAAN DAERAM

Panggunasn Siks Labin Xxx A XXX Xax XXX
Pertilungsn Anggaran (SILPA)

Peodainin Dana XXX Xxx XXX XX XXX
Hasb KAX AXX AXX XXX XXX
Dagran yangDipsansan

Penarimaan Finaman Daarah XX xax XXX XAX Xxx
Penenmaan Kembak Pemberan XXX XXX XX XXX XXX
FnpmanDaerah

Penenmaan Femblayaan XXX xxX XXX XXX XXX
Lainnya Sewal dengan

JUMLAH PENERIMAAN AT e TR
PEMBIAYAAN X% m‘ g XXX A "’"‘.,~
PENGELUARAN DAERAN

Fembomukan Dana Cadangsa XXX XXX XXX X XXX
Penyertaan Modal Dasrah XXX xxx AXK XXX XHx
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Paemoxyarsn Cicilse Pokok XX XXX XXX XXX 00
Uting yang JathTamgo
Pambenan Piniaman Daeah XXX 0K XXX AXX XXX
Pangeuanan Pemts dyain XXX XK XXX XXX K
LBireTra sesURIBNYAN
Kotendusn Poraturan Paruncang-

n
JUMLAMFENGELUARAN ik TRK HHX KX KR
PENSIAYAAN = 318 Sk =

Y, Q XXX d ' XXX XX
[ Er
ANGGARAN (SILPA)

c. Laporan Operasional
LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(dalam Rupiah)
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pajk Dasran e AN AN XXX KKK
Retnibusi Doerah XX XX KAX XXX XXX
Hasl Pangelotaan Kekayasn Oaeran XXX Xxx XXX Xxx xXxx
yargGigaahkan
Lai&ain P, h &X XX XX % XX
PENDASATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -
DANA PERIMBANGAN
Dana Begi Hasl Pajoe XN XXX XXX XXX XXX
Dana Bagi Hasl Sumber Daya Alam XXX XXX XXX XXX XXX
Oona Alckas! Umum XX XX XXX Xxx XXX
Dana Alckasl Khusus HEX KEX XX XX XX
JUMLAM THANSFER PENERINTAM AN XAx XXAX xXxx X
PUSAT - DANA PERIMBANGAN
F RINTAM PUSAT -
LAINNYA
Duna " KAX XXX XXX AXX
JUMLAH TRANSFER PENERINTAH XXX XXX XXX XXX
PUSAT -LAINNYA ol
TRANSFER PEMERNTAN DAERAM
LAINNYA
Pendegatan  Sagi  Husl  Paja KAX XX RXX XXX XXX
Damrah
Dantisn Xeusngsn Umom csn HXX KX XXX XXX
o]
JUMLAH TRANSFER PENERINTAM AAX XXX XXX XXX XXX
A
TG PENDAPATAN TRARGFER | R [ X o O |
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAM
YANG A
Hiban XXX HEX XXX XXX XX
Oéng Danrm XXX XXX XXX XAX
Lan-an Pendapsisn Sesus dengon XXX XXX XXX XXX XXX
Keomtuan Pesaturan Perundang
Undangan
JUMLAR LAINLAIN PENDAPATAN WAX F73 T b+ Pl IO -
JUMLA AN FEEs T o K| Rk |
BERAN
BEBAN OPERASI
Beba Pagawnsl XXX XAx XXX XXX XXX
Boben Baracg dan Jess XXX XXX XXX Xxx Xxx
Bubas Bungs XX XXX XAX XXX XXX
Bebar Subsidi XX XXX XXX XXX xxx
Bebar Hbah XK XX be XEX XXX
Beban Bantuan Sosis XXX A XXX P e
Beter Prapishan Putang XEX XXX XXX XXX
Bebos Ponywsuton dom Amorssss XX XXX XXX XXX XX
BEBAN TRANSFER
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UBATAN Caar 2% joxp | Kanm w
. NS0 S——e
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah xxx XXX X XX XXX
Baban Bagl Has! Revdus: Deerah X AR XK XXX
!;::Moll Kepass Pamenman
Deben Bachuan Keuangsn  antar XXX XXX XX XXX
Digav st P roving)
Ie%e:” Trans Dantusn Keusngen Xxx XXx X% Xxx
e
Bebon Bastuan Keuangan antar XX XXX XX XXX
Daeran¥abopoten/Kota
Betan Santuan Keyangan Osersh XAX XX XAX XNX
Provnsi keKadupaseri¥oln
Beban Santuan Keuangan XXX XXX XX xXAX
KabupolenKcta keDasmh Proving
Betan Santuan Keuangan Dserah
Provinsistaw  Kabupaten'ota ke Xxx Xxx XXX XXX
Desa
Beban Trarsty Dame  Otoromi Xxx Xxx XN XXX
Krasue Provimsiepads
Kabupalen/Kote
XXX Xax XXX XXX
Beban Tak Tercuga
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN
NON OPERASIONAL
Swrplus Peojuate Asat Non Lance xxx XXX AAX xxx XX
Surprus  Penyslesaun  Xewajtan XAx KXK XXX XXX
Jargha Panjany
Defist Penjaslon Asut Non Lencar XKX XXX KX XX XXX
Defisfl  Penyelesaian  Xewajtan XXX XXX XXX XXX
Jargka Panjang
IATAN NON OPER ! ’? v X
‘ SEBELUM POS X 3 WX O
POS LUAR BIASA
Pecdaputan Lus Dosa XXX KXX XXX XHX
Beban Luar Bisa XXX XXX XX XXRK
EURPIEEERET D 5 o TR
d. Laporan Perubahan Ekuitas
LAPORAN PERUBAHAN EXUITAS
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
Untuk Tahun yang Barakhs sampal Dangan 31 Desamber 20X1 dan 20X0
{dalam Rupiah)
Lot gy Uralan Catatan 20%1 20X
EKUITAS AW, XX XXX XXX
SURPLUS/OEFISIT-LO Xxx i XX
RK KONSOLIDASI KASDA DAN SKPD AXX xnx
RK KONSOLIDASI ASEY XXX XXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAMAN KXX KAX XXX
KEBLUAKANKESALAHAN MENDASAR:
Kareksl Nilal Pastang Pajak XXX KR
Koreksl Nilal Amontsasi o HEX
Kareks! Nilai Persedigan Barang Pakai Halbs XXX XXX
Kareksi Penyisihan Pistang XXX XXX
Kaoreksi Penyisihan Piutang Lannys XX XXX
Kareksi Penyshan Dana Bergulir XXX XXX
Koroksi Akumutasi Aset Ticak Barwupd XXX XXX
Koroksl Utang Balanja X XAX
Koreksi Penyertasn Mooal KX HXX
Kareksl Nilal Aset Tetap XXX XXX
ian Nilal Pe utan Aset T XXX XXX
s o |
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c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Par 31 Desembaer 20X7 dan 20X0

(dalam Rupiah)

Saldo Anggaran Lebi Awal XXX XXX HX%
Penggunaan SAL sebagal Penermaan Pembiayaan

Tanhun Beralan XXX XXX XXX
Subiotal XX KRN

Saa LabivKurang Pembayaan Anggaran XX X Xxx
(SILPA/SIKPA)

Subtotal Pt e Xxx

XXX e

f. Laporan Arus Kas

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

LAPORAN ARUS KAS
Uniuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 201 dan 20X0
(dalam Rupah)
Y ~ URAIAN Catatan 201 2000
Arus Kas darl Ativitas Operasi
Arus Masuk Kas
Penerimaan Pajak Daerah XXX XXX XX
Penerimaan Retrous! Daerah AXX *X XXX
Penermaan Hasil Pengeioisan Kekayasn Daerah | XXX o O
Dipisahkan
Penerimaan Lainan PAD yang sah XXX XXX XXX
Penerimaan Dana Bagl Hasi Pajak Xxx XXX XXX
Penerimaan Dana Bagi Hasll Sumber Days Alam AXX XXX XXX
Penerimaan Dana Alokas! Umum XXX XXX Xxx
Penedmaan Dana Axokasi Khusus KX Xxx XXX
Penenmaan Dana Penyesuaian XXX xXx
Penesimaan Sagi Hasil Pajak XXX XXX Xxx
Penenmaan Bagl Has!l Lainnys XXX XXX
Penenmaan Hibah XXX XXX Xxx
XXX Xxx XXX
' XXX X
Pemnbayaran Pegawai XX XXX KX
Pembayaran Barang 0 XK HXX
XXX XX
Pembayaran Bungs
XXX XX
Pembayaran Subsudl
Pembayaran Hibah X XXX XA
Pembayaran Bartuan Scesl XX XK R
Xxx XXX
Parbayaran Tak Tercuga
Pembayaran 8agl Hasil Pajak WL XXX XXX
00X XXX KX
XXX KX
- m -~ s —:‘3“-' = ':g:.- e —|
O [y 3 T
Arus Kas dan Akbwitas Investasi
Arus Masuk Kas
Pancarian Dana Cadangan XXX xXX
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h g AN AT sl e el . o =
URAIAN Cotatan | 2oxt | a0
Pangaian atas Peralatan dan Mesin XHX XXX XXX
Pangadlan atas Gedung dan Bangunan XX xxX XXX
Peangualan Aset Tetap Lainnya XXX X
XAX XXX
=z - S = .m:: =
Arnus Keluar Kas
Pembentukan Dana Cadangan XXX XXX
Parclenan Tanah XXX XEX XXX
Perciehan Peralatan dan Mesin XXX XXX XXX
Pecclehan Gedung dan Bangunan Xxx o .
Pevotehan Jalan, Migasi dan Jaringan XX xxx Xxx
Perclehan Aset Tetap Lainnya RXX xxx XXX
Penyennn Maodal Pemerinhh dearah XXX XXX XXX
" . XXX XXX XXX
KX XX -2
Arus Kas am Ativitas Pendanaan
Arus Masuk Kas
XX XXX xXxx
= XX = R
Arus Kelyar Kas
XXX X
XXX XXX
Suralah Arue Kot & e TRRK e
Am me Mmo Tmanm XXX
Arus Masuk Kas
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) XXX XXX XXX
Sisa Kas Bendahara Penerimaan Tahun Lalu Xxx KX
|_Sisa Kas Bendahara Penerimasn Tahun Lalu i XEX
[ Jumiah Arus Masuk Kas | W=
Arus Keluar Kas
Pengaluaran Permitungan Fhak Xetga (PFK) XA X
S'sa Kas & Bendahara Penenmaan Tahun Lau
3 Pﬂmmran Tahun Lak
KenalkanPenurunan Kas XXX XXX
Saido Awal Kas dl BUD. BLUD dan Bendahara X% A%
Pengaluaran
Saido Akhir Kas di BUD, SLUD dan Bendahars XXX XXX XXX
Pengeluaran
Saido Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Lainaya XXX XXX XXX
Saido Akhir Kas di Bendahara Penarimaan XXX XXX XXX
= = == > m I m .m? m;
g- CalK

BAB | PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
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BAB 1II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Keuangan

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target
yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan
keuangan Pemerintah daerah

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan
keuangan Pemerintah Daerah

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan
ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH

5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

5.2 Penjelasan pos-pos Neraca

5.3 Penjelasan pos-pos Laporan Operasional (LO)

5.4 Penjelasan pos-posLaporan Arus Kas (LAK)

5.5 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII PENUTUP

4. Keterbatasan Laporan Keuangan

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata

didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan

keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan memiliki
keterbatasan, antara lain:

1. Bersifat historis, yang menunjukkan bahwa pencatatan atas
transaksi atau peristiwa yang telah lampau akan terus dibawa
dalam laporan keuangan. Hal ini berakibat pada pencatatan
nilai asct non moncter bisa jadi berbeda dengan nilai kini dari
aset tersebut (lebih besar/lebih kecil) karena pemakaian atau
pun pengaruh dari inflasi yang berakibat pada naiknya nilai
perolehan aset dibandingkan pada periode sebelumnya.

2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat hagi
pihak pengguna. Biasanya informasi Khusus yang dibutuhkan
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oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi
semata-mata dari laporan keuangan saja.

Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan
taksiran.

Hanya melaporkan informasi yang bersifat material.

Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, yang
artinya apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak
pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif
yang menghasilkan pendapatan bersih atau nilai aset yang
paling kecil.

Lebih menckankan pada penyajian transaksi dan peristiwa
sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan
hanya bentuk hukumnya (formalitas).

Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat
digunakan, sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran
sumber daya ekonomi antar instansi pemerintah daerah
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BAB Il
KEBIJAKAN AKUNTANSI TERKAIT AKUN

A. Kas dan Setara Kas
1. Definisi

Kas Pemerintah Daerah adalah kas yang setiap saat dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas terdiri dari
Kas di Kas Dacrah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di
Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana Kapitasi pada
FKTP, Kas Dana BOSP dan Kas Lainnya. Saldo simpanan di bank
yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau
rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan
untuk melakukan pembayaran, Termasuk dalam kategori kas
adalah setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid
yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo
yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal
perolehannya.

Kas Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan

di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah. Kas pemerintah

daerah tersebut terdiri dari:

a. Saldo rekening kas daerah, yaitu setiap saldo rekening pada
bank yang digunakan untuk menampung penerimaan dan
pengeluaran pemerintah daerah;

b. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN) dan
Deposito kurang dari 3 bulan, yvang dikelola oleh bendahara
umum daerah;

Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab

selain bendahara umum daerah terdiri dari:

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di BLUD

Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Kas Dana BOSP

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas yang berada
di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya
berasal dari pelaksanaan anggaran pendapatan PD. Saldo kas ini
mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah
diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak
yang belum disetorkan ke kas daerah. Akun Kas di Bendahara
Penerimaan yang disajikan dalam neraca Pemerintah Daerah harus
mencerminkan kas yang sebenarnya sesuai pada tanggal neraca.
Apabila terdapat kas dalam valuta asing maka dikonversi menjadi
rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
Meskipun dalam ketentuannya para bendahara penerimaan wajib
menyetor scluruh penerimaan dalam waktu 24 {dua puluh empat)

e oo o
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jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan
vang belum disetorkan dalam rekening bendahara penerimaan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi
tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal
dari UP/GU/TU yang belum disetor ke kas daerah per tanggal
neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo
rekening Bendahara Pengeluaran termasuk di dalamnya kas yang
berasal dari pajak yang dipungut tetapi belum disetorkan.

Kas di BLUD mencakup seluruh kas, vang berada di bawah
tanggung jawab bendahara BLUD. yang sumbernya berasal dari
pelaksanaan fungsi BLUD.

Kas Dana Kapitasi pada FKTP mencakup seluruh kas yang berada
dibawah tanggung jawab Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional
Dana Kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang
sumbernya berasal dari pemerintah pusat.

Kas Dana BOSP mencakup seluruh kas yang berada dibawah
tanggungjawab Bendahara Dana BOS dan Bendahara Dana BOP
pada satuan pendidikan,

Kas Lainnya mencakup seluruh kas yang tidak masuk dalam kas di
Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara
Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana Kapitasi pada FKTP dan Kas
Dana BOSP.

. Pengakuan

Kas diakui pada saat memenuhi definisi kas dan/atau setara kas
yaitu ketika kas diterima pada Rekening Kas Umum
Daerah/Rekening Bendahara dan pada saat dikeluarkan oleh
Rekening Kas Umum Daerah/Rekening Bendahara. Untuk kas yang
tidak melalui RKUD seperti Kas Dana BLUD, Kas Dana Kapitasi
pada FKTP diakui berdasarkan dokumen pengesahan oleh BUD.

. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai
rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing maka dikonversi
menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada
tanggal neraca.

. Pengungkapan
Penyajian kas dan setara kas di neraca dan laporan arus kas harus

menunjukkan posisi kas pada tanggal laporan keuangan dan
menunjukkan asal usul kas,

Selanjutkan informasi terkait pengungkapan kas dan setara kas
dijelaskan, diperinci dan diberikan analisa dalam CaLK. Beberapa
hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK antara lain:
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a. Penjelasan dan sifat serta penggunaan dari rekening yang
dimiliki dan dikuasai pemerintah;

b. Pengungkapan informasi penting lainnya terutama yang
mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan.

B. Piutang

1. Definisi
Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah
Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan
uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang
sah.Piutang Pemerintah Dacrah di klasifikasikan menjadi dua yaitu:
a. Piutang Jangka Pendek; dan
b, Piutang Jangka Panjang.
Namun, dalam kebijakan ini, piutang yvang dibicarakan adalah
Piutang Jangka Pendek, yaitu jenis piutang vang diharapkan
diterima Pemerintah Daerah dalam waktu 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal pelaporan. Sedangkan, Piutang Jangka Panjang, yaitu
jenis piutang yang diharapkan pengembaliannya lebih dari 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal pelaporan dimasukkan ke Aset
Lainnya.

2. Pengakuan
Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan daerah, didahului
dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi
piutang tersebut,
Untuk dapat diakui sebagai piutang, harus dipenuhi kriteria :
a. telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau;
b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan

penagihan,

Adapun klasifikasi piutang adalah sebagai berikut:

2.1 Piutang Pajak Daerah
Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem self
assessment, sctiap wajib pajak wajib membayar pajak yang
terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan, dengan tidak
menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak
terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai
ketentuan perundang-undangan perpajakan dan diberitahukan
melalui Surat Pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh WP
ke instansi terkait,
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Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang
bersangkutan wajib melunasinya sesual dengan ketentuan
perundang-undangan. Terhadap pajak yvang belum dilunasi
sampai dengan batas waktu yang ditentukan, akan diterbitkan
Surat Tagihan Pajak sebagal dasar penagihan pajak. Besarnya
piutang pajak pada pemerintah menurut ketentuan yang
mengatur perpajakan diakui pada saat diterbitkan surat
tagihan pajak atau surat ketetapan pajak atau surat keputusan
atau surat pemberitahuan untuk tahun pajak tahun 2007 dan
tahun sebelumnya sedangkan untuk tahun pajak 2008 dan
seterusnya pengakuan piutang dapat dilakukan apabila tidak
ada keberatan dari Wajib Pajak.

Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk
diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar
dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian
maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang.
Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus
didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dan limit waktu
pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.
Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada PUPN
maka piutang tersebut tetap diakui oleh entitas yang memiliki
piutang, vang berarti tidak terjadi pengalihan pengakuan atas
piutang tersebut,

Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah
memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya
namun belum diterima pembayarannya yang dituangkan dalam
bentuk SKRD.

SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal
laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi,
maka akan diterbitkan STRD,

STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar
nilai yang tercantum dalam STRD.

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yvang Dipisahkan
diakui berdasarkan perhitungan hasil investasi yang
merupakan bagian pemerintah yang dituangkan dalam risalah
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disahkan olch
notaris untuk hasil investasi dari Perseroda atau SK Kuasa
Pemilik Modal (KPM) untuk hasil investasi dari Perumda yang
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sampai dengan tanggal pelaporan  belum  dilakukan
pembayaran.

2.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang lain-lain PAD yang Sah dihitung berdasarkan
pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian
Pemerintah Daerah yang belum dibayar yang tertuang dalam
dokumen  tagihan/ketetapan/kontrak  sesuai  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2.5 Piutang Transfer
Piutang Transfer jika sudah ada pengakuan terjadi kurang
salur transfer dari pemberi (Pemerintah Pusat/Pemerintah
Provinsi) yang dapat berupa Peraturan Menteri atau Peraturan
Gubernur.

2.6 Piutang Lainnya
Piutang Lainnya diakui sebagai hasil realisasi piutang di luar
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar
Pinjaman kepada BUMN/BUMD, Bagian Lancar Tuntutan
Perbendaharaan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, dan
Piutang Pajak.

2.7 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang/ Pinjaman Jangka
Panjang/ Penjualan Angsuran/ Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah
Bagian lancar tagihan adalah piutang-piutang jangka panjang
yang sebelumnya tercatat pada aset lainnya karena jatuh
temponya sudah dibawah satu tahun maka harus
direklasifikasi ke piutang jangka pendek pada aset lancar.

2.8 Uang Muka
Uang muka diakui pada saat uang masuk ke kas daerah.

. Pengukuran

Piutang pajak dicatat berdasarkan surat Kketetapan pajak yang
pembayarannya belum diterima. Dalam penyusunan neraca, surat
ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima dicatat
sebagai Piutang Pajak sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai
rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi. Informasi mengenai saldo
piutang pajak dapat diperoleh dari SKPD yang menerbitkan surat
ketetapan pajak.

Piutang retribusi diukur sesuai nilai yang tercantum dalam SKRD
yvang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
dicatat sebesar nilai yang dituangkan dalam risalah Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) yang disahkan oleh notaris untuk hasil
investasi dari Perseroda atau SK Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk
hasil investasi dari Perumda yang sampai dengan tanggal pelaporan
belum dilakukan pembayaran.
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Piutang lain-lain PAD yang Sah dicatat sebesar jumlah pendapatan
yvang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Daerah
yang belum dibayar yang tertuang dalam dokumen
tagihan/ketetapan/kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Piutang Transfer dicatat sebesar nilai kurang salur transfer dari
pemberi (Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi).

Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai
rupiah piutang yang belum dilunasi.

Bagian lancar tagihan diukur sebesar nilai tagihan pada saat jatuh
tempo pembayaran di bawah satu tahun sesuai yang tertera di
kontrak perjanjian.

Uang Muka diukur sebesar nilai uang vang masuk ke kas daerah.

. Penyisihan Piutang

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama
dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat
direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya)
yvang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari
akun piutang.

Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (net realizable
value) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan
mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo piutang dan
upaya penagihan,

Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban
pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang
diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban kerugian piutang.

Persentase penyisihan piutang berdasarkan kualitas piutang adalah
sebagai berikut:

Kualitas Piutang Pcrscfn.tasc
Penyisihan
Lancar 0,5%
Kurang Lancar 10%
Diragukan - 50%
Macet 100%

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah adalah sebagai

berikut:

a. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 1
[satu) tahun sejak tanggal pengakuan piutang.

b. Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu)
sampai dengan 2 (dua) tahun scjak tanggal pengakuan piutang.
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¢. Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 2 (dua) sampai
dengan S (lima) tahun sejak tanggal pengakuan piutang,

d. Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 5 (lima)
tahun sejak tanggal pengakuan piutang,

Penggolongan kriteria kualitas piutang retribusi daerah adalah

sebagai berikut:

a. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 1
(satu) bulan sejak tanggal pengakuan piutang.

b. Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu)
sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengakuan piutang,

c. Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 3 (tiga) sampai
dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengakuan piutang.

d. Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal pengakuan piutang.

Penyisihan terhadap piutang selain pajak daerah dan retribusi

daerah dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

a, Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan
tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

b. Kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan
pelunasan,

c. Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d. Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan
atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang
Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

5. Penghapusan Piutang

Dalam hal penyelesaian piutang oleh instansi pemerintah tidak
berhasil dan piutang tersebut dikategorikan sebagai piutang macet,
maka instansi pemerintah tersebut menyerahkan pengurusannya ke
Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk dilakukan proses
penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penghapusan piutang pemerintah daerah dilakukan berdasarkan
SK Bupati tentang penghapusan Piutang Daerah.

6. Pengungkapan
Piutang disajikan dan diungkapkan sccara memadai. Informasi
mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK.
Informasi dimaksud dapat berupa ;
a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian,
pengakuan, dan pengukuran piutang;
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Rincian jenis-jenis, dan saldo menurut umur untuk mengetahui
tingkat kolektibilitasnya

Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih;

. Penjelasan atas penyelesaian piutang;

Jaminan atau sita jaminan jika ada;

Informasi tentang Piutang Pajak yang masih dalam upaya hukum
(sengketa) oleh Wajib Pajak, bila ada;

Penyajian piutang yang timbul karena peraturan perundang-
undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib
bayar pada periode berjalan tahun dan disajikan di neraca sebagai
Aset Lancar.

Penyajian piutang yang berasal dari peraturan perundang-
undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib
bayar pada periode berjalan tahun berikutnya sehingga tidak ada
piutang jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya. Piutang
yang berasal dari peraturan perundang-undangan disajikan di
neraca sebagai Aset Lancar apabila jatuh tempo kurang dari satu
tahun buku dan disertai dengan penyisihannya.

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca
dan sebagai pengurang atas jumlah piutang.

Penyajian piutang dan tagihan yang berasal dari pemberian
pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan disajikan dalam
neraca sebagai Aset Lancar atau Aset Lainnya sesuai dengan
tanggal jatuh temponya.

Berikut penyajian piutang dalam neraca adalah sebagai berikut;

~0 a0

Pengungkapan Penghapusbukuan

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam
CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan
misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan
tanggal keputusan penghapusan piutang, danpenjelasan lainnya
yang dianggap perlu.

C. Persediaan

1.

Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan

operasional Pemerintah Daersh, dan barang-barang vang

dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yvang

berupa:

a. Barang atau perlengkapan (supplies|] yang digunakan dalam
rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

b, Bahan atau perlengkapan (supplies) vang digunakan dalam
proscs produksi.



c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk
dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.
Adapun beberapa jenis persediaan, yaitu:
a. Persediaan berdasarkan sifat pemakainnya terdiri dari:
1) Barang habis pakai
2) Barang tak habis pakai
3) Barang bekas dipakai
b. Berdasarkan bentuk dan jenisnya, persediaan dapat terdiri

dari:
1) Barang konsumsi,
2) Amunisi;

3) Bahan untuk pemeliharaan;

4) Suku cadang;

5) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;

6) Pita cukai dan leges;

7) Bahan baku;

8) Barang dalam proses/setengah jadi;

9) Semua pengadaan barang yang akan diserahkan pada
masyarakat baik berupa Bangunan, Peralatan dan Mesin,
Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Asct Tetap Lainnya;

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan
mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya
tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan
di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga
dapat dapat diverifikast dan bersifat netral.

b, Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya
berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan
perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara
Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode periodik, yaitu

pencatatan persediaan dilakukan setiap akhir tahun berdasarkan

sisa persediaan dalam hasil inventarisasi secara fisik (stock
opname). Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan
satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing

Jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling

memadai dalam pertimbagan materialitas dan pengendalian

pencatatan.

Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan

dengan hasil inventarisasi secara fisik (stock opname). Inventarisasi

fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih



berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang
berada di unit pengguna.

Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

a. Biaya perolchan apabila diperolch dengan pembelian.

b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait
dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung
vang dialokasikan sccara sistematis berdasarkan ukuran-
ukuran yvang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja
dan anggaran.

c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi
atau rampas.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai

dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan

meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak
vang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar,

Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada

masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta

biaya langsung vang dapat dibebankan pada perolehan persediaan
tersebut.

Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO (barang yang

masuk terlebih dahulu dianggap yang pertama kali keluar).

Pengungkapan

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Persediaan

diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan berupa:

a, Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang digunakan
dalam pengukuran persediaan

b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau
perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat,
barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses
produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan
kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses
produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan
kepada masyarakat;

¢. Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil
inventarisasi fisik; dan

d. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau
usang.
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D. Investasi

&

Definisi

Investasi, adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh
manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat
sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah daerah
terbagi menjadi dua yaitu:

a.

Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera

dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua

belas) bulan atau kurang. Karakteristik investasi jangka pendck
adalah:

1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;

2) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas;

3) Berisiko rendah,

Investasi jangka pendek, terdiri dari:

1) Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas)
bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis
(revolving deposits);

2) Pembelian Surat Berharga Negara (SBN} jangka pendek dan
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) oleh pemrintah pusat.

Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan

untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan,

Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasi

dibagi menjadi 2 (dua) :

1] Investasi Permanen
Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, artinya
investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus
tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik
kembali, Investasi permanen meliputi:

a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan
negara/daerah/internasional dan badan lainnya,

b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh
Pemerintah Daerahuntuk menghasilkan pendapatan
atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2) Investasi Nonpermanen
Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang
yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak
berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka
waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk
tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk
memperjualbelikan atau menarik kembali, Investasi
nonpermanen meliputi:



a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang
vang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan
tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Daerah;

b) Penanaman modal dalam proyvek pembangunan yang
dapat dialihkan kepada pihak ketiga;

¢) Dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka
pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja
secara bergulir kepada kelompok masyarakat;

d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak
dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara
berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang
dimaksudkan untuk penyehatan / penyelamatan
perekonomian.

2. Pengakuan

Investasi dapat diakui scbagai investasi apabila memenuhi salah

satu kriteria :

a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa
pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi
tersebut dapat diperoleh pemerintah.

b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara
memadai (reliable).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui

sebagai pengeluaran kas Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan

scbagai belanja atau pun pengeluaran pembiayaan dalam LRA,

Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek

terdapat kenaikan atau penurunan nilai dan harga perolehan, maka

selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SILPA dan
sebagai keuntungan atau kerugian pada LO Daerah.

Keuntungan diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah

dikurangi biaya penjualan) lebih tinggi dari harga perolehan, dan

kerugian diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah
dikurangi biaya penjualan) lebih rendah dari harga perolehan.

Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang

diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan penerimaan

kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang diakui
sebagai penerimaan pembiayaan, Penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan  disajikan dalam LRA. Apabila pada saat
pelepasan/penjualan  investasi terjadi perbedaan antara hasil
pelepasan  investasi dengan nilai tercatatnya maka perbedaan
tersebut harus  dibebankan atau dikreditkan  kepada
keuntungan/kerugian pelepasan investasi yang disajikan dalam LO.

Hasil investasi seperti dividen tunai (cash dividend) dan bunga

diakui sebagai pendapatan, baik pada LRA maupun LO. Sedangkan
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hasil investasi berupa dividen saham (stock dividend), maka bentuk

pengaekuannya adalah:

a. Apabila metode pencatatan yang digunakan adalah metode
biaya, maka deviden saham diakui sebagai pendapatan LO,
namun tidak diakui sebagai pendapatan LRA.

b. Apabila metode pencatatan yang digunakan adalah metode
ckuitas, maka deviden saham tidak diakui sebagai pendapatan
baik pada LRA maupun LO.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara
lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash
dividend) diakui pada saat diperoleh.

Hasil investasi berupa dividen tunai vang diperoleh dari penyertaan
modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya
dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila
menggunakan metode ckuitas, bagian laba berupa dividen tunai
yvang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil
investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam
bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi
pemerintah.

Pada metode biaya, bagian laba berupa dividen tunai vang diperoleh
pemerintah dicatat scbagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan
dividen dalam bentuk saham diakui scbagai penambah nilai
investasi pemerintah, Pada metode ekuitas, bagian laba berupa
dividen tunai yang diperoleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan
hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah.
Sedangkan dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak
mempengaruhi nilai investasi pemerintah.

Pengukuran

Pengukuran untuk investasi jangka pendek adalah sebagai berikut:

a. Beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat
membentuk nilai pasar. Untuk jenis investasi yang seperti ini,
nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.
Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif
dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar
lainnya.

b. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya
saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya
perolechan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi
investasi itu sendiri ditambah dengan komisi perantara jual beli,
jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka
perolehan investasi tersebut,

c. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa
biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar



investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan

nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh

investasi tersebut, Disamping itu, apabila surat berharga yang
diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai
berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan,

d. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya
dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai
nominal deposito tersebut.

e. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada
neraca dalam mata uang rupiah sebesar kurs tengah bank
sentral pada tanggal pelaporan.

Sedangkan pengukuran untuk investasi jangka panjang terdapat

tiga metode yang digunakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun ketiga

metode itu adalah:

a. Metode biaya
Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat
nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.

Metode biaya diterapkan untuk:

1) Investasi permanen dengan kepemilikan Pemerintah Daerah
kurang dari 20% (dua puluh persen). Penghasilan atas
investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima
dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan
usaha/hukum yang terkait. Pada metode ini, bagian laba
berupa dividen tunai yang diperoleh Pemerintah Daerah
dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan
dividen dalam bentuk saham diakui sebagai penambah nilai
investasi pemerintah.

2) Investasi nonpermanen dalam bentuk obligasi atau surat
utang jangka panjang dan investasi yang tidak dimaksudkan
untuk dimiliki berkelanjutan.

3) Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di
proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah seperti
Proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Biaya perolehan yang
dimaksud adalah biaya pembangunan termasuk biaya yang
dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang
dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai
proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

b. Metode ekuitas
Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat
nilai investasi awal berdasarkan biaya perolehan. Biaya
perolehan dimaksud meliputi harga transaksi investasi itu
sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan
investasi tersebut.
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1) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan investasi
Pemerintah Daerah 20% (dua puluh persen) sampai 50%
(lima puluh persen), atau kepemilikan kurang dari 20%
{dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang
signifikan, dan berlaku juga pada kepemilikan lebih dari
50% (lima puluh persen).

2) Investasi awal dicatat sebesar biaya perolechan dan
ditambah atau dikurangl sebesar bagian laba atau rugi
pemerintah setelah tanggal perolehan. Pemerintah Daerah
mengakui adanya kenaikan/penurunan nilai investasi
sehubungan dengan adanya laba/rugi perusahaan secara
proporsional sesuai dengan prosentasc kepemilikan
sahamnya. Penerimaan dividen saham dicatat scbagai
pendapatan.

3) Laba berupa dividen tunai yang diperoleh Pemerintah
Daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan
mengurangi nilai investasi pemerintah. Sedangkan untuk
dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak
mempengaruhi nilai investasi pemerintah.

4) Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk
mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah,
misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh
valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang direalisasikan digunakan jika

kepemilikan investasi Pemerintah Daerah bersifat

nonpermanen. Metode ini digunakan terutama untuk
kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu
dekat. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari
pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh

Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai

wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.,

Pengukuran investasi nonpermanen di neraca berdasarkan nilai

yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangkan
nilai investasi nonpermanen diragukan tertagih/direalisasikan
dari nilai awal investasi yang dicatat sebesar harga perolehan.

Investasi nonpermanen dapat dihapuskan jika investasi

terscbut benar-benar sudah tidak tertagih/direalisasikan dan

penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku,

Dalam menilai kualitas dana bergulir agar dapat memantau dan

mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil

penagihan dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat
direalisasikan. Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas
ketertagihan dana bergulir vang diukur berdasarkan umur dana
bergulir dan/atau upaya tagih pemecrintah daerah kepada
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debitur. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan
kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dengan

langkah-langkah:

1)

Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan
mempertimbangkan jatuh tempo dana bergulir danupaya
penagihan,

2) Menetapkan kualitas dana bergulir dalam 4 golongan, yaitu:
a) kualitas lancar;
b) kualitas kurang lancar;
¢) kualitas diragukan; dan
d) kualitas macet,
3) Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir adalah sebagai
berikut:
: Dana Bergulir
Kualifilkas: dn::s.n:exebh i denpan g S
dirs Agency Chanediing
Agency
Lembagn XKeuungan Bank |LBK),
Lembaga Keuungan Bukan Bank
umur dana ILKBB), Koperasi, Modal Ventura umur dana
Kualitas Lancar bergulir < | dan lembaga kevangan lainnya bergulir < §
tahun menyetorkan pengembalian dann whun
bergulir sesuni dengan perjanjian
dengan pemerintah daerah
Kuslitan Kurs umur dana umur dana
Lancar . bcrguhrl-3 ‘xl“uhf'-3
tuhun tahun
urnur dana umur dani
:::::‘:k‘ln herguliy=>3 « § bergullr » 3 - 5
takun tahiun
LBK, LKBB, Koperasi, Modal
Ventum dan lembaga keuangan
umar dana : hu:nyg d-lan'; Janglan w‘.km umur danu
Kualitas Macet bergulir > § SRR SeAts) engne. RO betgulir > 5
b dengan pemenntah daerah Sadoan
dan/atsu tidak diketahul
Keberadaanys dan/atau bangkrut
dan/ateu mengnlami musibah

Besaran penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap
akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan berdasarkan tabel

berikut:

Kualifikns:

Besaran Penyisihan

Kualitas Lancar

nilat penyisthan sebesar 0.5%

Kualitas Kurang Lancur

nilal penyisihan sebesar 10%
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Kualifiknst Besarmun Penyisthan
50% setelah dikurangl dengan nilal sgunan atau nilul barang
Kualitas Diragukan ui (jika ada)
) b
Kianlitan Macet 100% setelah dikurangs dengan nial agunan atau nidal barang
sitpan (Jika ada)

Penghapusan dana bergulir dilakukan setelah diterbitkan SK
penghapusan dana bergulir oleh Bupati.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan
dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank
sentral) yvang berlaku pada tanggal transaksi dan pada neraca
dinyatakan pada tanggal pelaporan. Selisih yang dihasilkan antara
tanggal perolehan investasi dan pelaporan disajikan sebagai selisih
kurs pada neraca.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek bunga
deposito dinilai sebesar bunga deposito vang diterima oleh entitas.
Untuk hasil investasi dari bunga obligasi dinilai sebesar bunga
obligasi yang menjadi hak entitas berdasarkan sertifikat obligasi
yang dimiliki oleh entitas. Hasil investasi jangka pendek yang
berasal dari penyertaan jangka pendek berupa dividen tunai (cash
dividend) dinilai sebesar jumlah yang akan diterima oleh pemerintah
yang diumumkan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pendapatan darn investasi jangka panjang penyertaan modal
pemerintah, apabila menggunakan metode biaya, dinilai sebesar
bagian tunai yang akan diterima oleh entitas pada saat diumumkan
dalam RUPS. Sementara itu apabila menggunakan metode ekuitas
disamping dinilai sebesar bagian tunai vang akan diterima oleh
entitas pada saat diumumkan dalam RUPS, pendapatan tersebut
juga akan mengurangi investasi pada penyertaan tersebut.

Pengungkapan
Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca.

Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai
pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO. Transaksi pengeluaran
kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai
reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUD, dan
tidak dilaporkan dalam LRA. Keuntungan atau kerugian saat
pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam LO dan sebagai
penyesuaian SiLPA pada LRA,

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan

Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi jangka pendek,

antara lain:

a. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah untuk penentuan nilai
investasi jangka pendek;
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b. Jenis-jenis investasi;

¢. Perubahan harga pasar,

d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab
penurunan tersebut;

e, Investasi vang dinilai dengan nilai wajar dan alasan
penerapannya; dan

f. Perubahan pos investasi,

Sedangkan untuk investasi jangka panjang disajikan pada neraca

menurut jenisnya, baik yang bersifat nonpermanen maupun yang

bersifat permanen. I[nvestasi nonpermanen yang diragukan

tertagih /terealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka

panjang nonpermanen. Investasi nonpermanen vang akan jatuh

tempo dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah

tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi

nonpermanen pada aset lancar. Hasil dari investasi, seperti bunga

dan dividen, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA

dan LO. Apabila terdapat hasil investasi yang masih terutang

disajikan sebagai piutang pada neraca.

Selain itu, hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan

keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi

pemerintah, antara lain ;

a. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah untuk penentuan
nilai investasi,

b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen.

c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun
investasi jangka panjang.

d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab
penurunan tersebut.

¢. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan
penerapannya.

f. Perubahan pos investasi.

g. Penjelasan perhitungan penyisihan atas investasi non
permanen.

E. Aset Tetap

1.

Definisi

Aset Tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau mempunyai
maksud untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau
dimanfaatkan olech masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan
berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya dalam kegiatan
pemerintah. Aset tetap tersebut dibagi menjadi 6 klasifikasi, yaitu;
a. Tanah;

b. Peralatan dan Mesin;
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Gedung dan Bangunan;

Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

Aset Tetap Lainnya; dan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

B -

2. Pengakuan

Aset Tetap diakui pada saat:

a, Manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh;

b. Terjadi perpindahan kepemilikan dan/atau penguasaan secara

hukum;

¢. Nilainya dapat diukur secara handal.

Aset secara umum diakui sebagai Aset Tetap jika memenuhi

kriteria sebagai berikut:
Berwujud;
Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal,
Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
Untuk Aset Tetap tertentu, Biaya perolehan aset sama dengan
atau melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang
telah ditetapkan,
Batasan minimal kapitalisasi aset tetap Pemerintah Daerah
ditetapkan seperti tabel berikut:

w0 A0 op

No Uratan Jumlah
1 | Peralatan dan Mesin
Alat Besar 3.00.000,00
Alat Anghutan 1.000.000,00
Alat Benghe! Dan Aut Ukur 250.000,00
Alit Pectanian 250.000,00
Alat Kantor Dan Rumah Tanggs 500.000,00
Alat Studio, Komurvkisi Dan Pemancar 250.000,00
Alat Kedokieran Dan Kesehatan 250.000.00
Alot Laborstonum S0¢.000,00
Alat Persenjataam 250.000,00
Komputer 500,000.00
Alat Eksplorasi 500,000.00
Al Pongenoran 250,000.00
Alat Produks, Pengolahan Dan Pemurnian 250,000.00
Alat Bartu Eksplorasi 500,000,00
Alet Keselamatan Kerja 250,000.00
Alat Perags 500,000.00
Peralatan Proses/Proaunsi 500,000.00
Rambiu - Ranbu 250,000.00
Peralstan Otah Kaga 500,000.00
2 | Oedung dan Bagunan
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No Uralan Jumlah
Hangunan Gedung 30.000.000.00
Monumen S00 000,00
Bangunan Menara 30.000.,00G,00
Tugu Titik Kontrol/ Pasu 500.000,00

3 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan Dan Jembatan 0,00
Bangunan A 20.000.0060 00
Instalas: 1.000,000 00
Janngan 000
4 | Aset Tetap Lalnnya
Bahan Perpustaboan 0,00
Rarang Bercorak Lesenian/Xebudayaan/Olabraga 0,00
Hewan 1.000.000.00
Blota Perairan 1.000.000.00
Tenaman 1.000.000.00
Barang Xoleks Nan Budaya 0.00

Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara
lain perolehan, pengembangan, pengurangan serta penghentian
dan pelepasan.

al

b.

Perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai
dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan,
Pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai Aset
Tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat,
peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi
dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian.
Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai Aset
Tetap dikarenakan berkurangnya volume/nilai Aset Tetap
tersebut atau dikarenakan penyusutan.

Penghentian dan pelepasan adalah suatu  transaksi
penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen
suatu aset tetap.

2.1 Pengakuan Tanah

Aset tetap diakui pada saat manfaat ckonomi masa depan
dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan
untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai
aset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai persediaan,
Misalnya, apabila Pemerintah Daerah mengadakan tanah yang
di atasnya akan dibangun rumah untuk rakyat miskin. Pada
Neraca Pemerintah Daerah, tanah tersebut tidak disajikan
sebagai aset tetap tanah, namun disajikan sebagai persediaan,
Lebih lanjut pada Standar Akuntansi Pemerintah mengatur
bahwa pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap
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telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau
pada saat penguasaannya berpindah, Hak kepemilikan tanah
didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa
sertifikat, misalnya Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak
Pakai (SHP), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan
Sertifikat Hak Pengelolaan (SPL). Berdasarkan hal tersebut,
untuk contoh kasus di atas, Pemerintah Daerah tetap
mengakui/mencatat tanah sebagai persediaan sebelum
terjadinya penyerahan hak kepemilikan atas tanah kepada
rakyat miskin,
Pada prakteknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang
dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah,
namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah. Atau
pada kasus lain, terdapat tanah milik pemerintah yang
dikuasai atau digunakan olch pihak lain karcna tidak terdapat
bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait
dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya
dalam laporan keuangan, kebijakan akuntansi ini memberikan
pedoman sebagai berikut:

a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah,
namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah,
maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan
sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta
diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai
dan/atau digunakan olch pihak lain, maka tanah tersebut
tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah
pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara
memadai dalam CaLK, bahwa tanah tersebut dikuasai atau
digunakan oleh pihak lain.

¢. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah,
namun dikuasai danfatau digunakan oleh entitas
pemenntah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan
disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai
bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai
dalam CalLK. Entitas pemerintah yang menguasai
dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan
tanah tersebut secara memadai dalam CaLK.

d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses
pengadilan:

- Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah,
tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh
pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan
disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca
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pemerintah, serta diungkapkan sccara memadai dalam
CaLK.

- Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukt
kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai
dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah
tersebut dicatat dan disajikan sebagai asct tetap tanah
pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara
memadai dalam CalLK.

- Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah
tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah,
maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan
sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta
diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

- Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah
tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain,
maka tanah tersecbut tetap harus dicatat dan disajikan
sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun
adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara
memadai dalam CalLK.

Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset,
hibah/donasi, dan lain-lain. Perolchan tanah melalui
pembelian secara tunai diakui sebagai aset tetap-tanah, dan
mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka
penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan tanah
melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan
tanah melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai
tanah pada neraca, dan scbagai pendapatan-LO. Perolechan
tanah melalui pembelian kredit diakui sebagai aset tetap-
tanah, dan sebagai kewajiban pada neraca.

Pengakuan suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan
pemerintah mengenai  ketentuan nilai satuan minimum
kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa tanah,
berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi
sebagai nilai tanah.

Tanah wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah tidak
disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah
karena Pemerintah tidak memiliki dan/atau tidak menguasai
tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf tersebut diungkapkan
secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2.2 Pengakuan Peralatan dan Mesin
Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan
dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
Peralatan dan Mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan
akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat
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dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi
dikelompokkan pada aset persediaan. Misalkan Pemerintah
Daerah melalui Dinas Pendidikan mengadakan perlengkapan
sekolah yang terdiri dari komputer sebanyak 100 unit. Sumber
pendanaan adalah APBD yang berasal dari Dana Alokasi
Khusus (DAK). Berdasarkan ketentuan penggunaan DAK
pelaksanaan kegiatan tersebut ditujukan untuk sekolah yang
dikelola oleh yayasan. Berdasarkan hal tersebut, komputer
tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap peralatan dan
mesin karena ditujukan untuk sckolah yang dikelola oleh
vayasan, Komputer tersebut disajikan dalam kelompok
persediaan.

Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila
terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam
hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima
pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan
bukti kepemilikan kendaraan.

Perolehan peralatan dan mesin dapat melalui pembelian,
pembangunan, tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya.
Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan
pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui
pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri
(swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian tunai diakui
sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan mengurangi
Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian
dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan peralatan dan
mesin melalui pembelian dan pembangunan diakui sebagai
belanja modal.

Perolehan peralatan dan mesin melalui hibah/donasi diakui
sebagai penambah nilai Peralatan dan Mesin pada Neraca dan
sebagai pendapatan-LO. Perolehan peralatan dan mesin
melalui pembelian kredit diakui sebagai penambah nilai
peralatan dan mesin, dan scbagai penambah kewajiban pada
neraca.

Pengakuan Peralatan dan Mesin harus memperhatikan
kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan
minimum kapitalisasi aset tetap. Jika biaya perolehan per
satuan peralatan dan mesin kurang dari nilai satuan minimum
kapitalisasi aset tctap, maka entitas mengakui/mencatat
perolehan peralatan dan mesin sebagai beban operasional, dan
oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar muka
neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan
perolehan peralatan dan mesin tersebut dalam CaLK.
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2.3 Pengakuan Gedung dan Bangunan
Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan
dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal,
Pengakuan Gedung dan Bangunan harus dipisahkan dengan
tanah di mana gedung dan bangunan tersebut didirikan.
Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah,
namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat,
seperti rumah yang akan diserahkan kepada para
transmigrans, maka rumah tersebut tidak dapat
dikelompokkan sebagai “Gedung dan Bangunan®, melainkan
disajikan sebagai “Persediaan.”
Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan
bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya
dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap
dipakai. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset
tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan
atau pada saat penguasaannya berpindah.
Saat pengakuan Gedung dan Bangunan akan lebih dapat
diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi
perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara
hukum, misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah
Terima. Apabila perolehan Gedung dan Bangunan belum
didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih
adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti
pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan
proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi
berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus
diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas
Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya
telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.
Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian,
pembangunan, atau tukar menukar, hibah/donasi, dan
lainnya. Perolchan melalui pembelian dapat dilakukan dengan
pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui
pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri
(swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.
Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian tunai
diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan, dan
mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka
penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan
gedung dan bangunan melalui pembelian tunai diakui scbagai
belanja modal. Perolehan peralatan dan mesin  melalui
hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai gedung dan
bangunan pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan
gedung dan bangunan melalui pembelian kredit diakui sebagai
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penambah nilai peralatan dan mesin, dan sebagai kewajiban
pada neraca.

Pengakuan Gedung dan Bangunan harus memperhatikan
kebijakan pemerintah mengenai Ketentuan nilai satuan
minimum kapitalisasi aset tetap. Jika biaya perolehan per
satuan gedung dan bangunan kurang dar nilai satuan
minimum kapitalisasi  aset tetap, maka  entitas
mengakui/mencatat perolechan gedung dan bangunan sebagai
beban operasional, dan oleh karcna itu tidak menyajikannya
pada lembar muka neraca, Namun demikian, entitas tetap
mengungkapkan perolehan gedung dan bangunan tersebut
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2.4 Pengakuan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan
jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya
dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap
dipakai.
Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan
pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun
melalui kontrak konstruksi.
Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan melalui pembangunan
diakui sebagai penambah nilai jalan, irigasi, dan jaringan, dan
mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka
penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan jalan,
irigasi, dan jaringan melalui pembangunan diakui sebagai
belanja modal.
Pengakuan suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan
pemerintah  mengenai ketentuan nilai satuan minimum
kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa Jalan,
Irigasi, dan Jaringan, berapapun nilai perolehannya
seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai Jalan, Irigasi, dan
Jaringan.

2.5 Pengakuan Aset Lainnya

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah

diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada

saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai oleh

entitas. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset

tetap yang bukan milik Pemerintah Daerah mengacu pada

Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan

Belanja Pemerintah sebagai berikut:

a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan
manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya
perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan
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kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut
dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila
renovasi atas aset tetap vang disewa tidak menambah
manfaat e¢konomik, maka dianggap sebagai Beban
Operasional, Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam
Aset Tetap Lainnya.

b. Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu
tahun buku, dan memenuhi huruf a di atas, biaya renovasi
dikapitalisasi scbagai Ase¢t Tetap-Renovasi, sedangkan
apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun
buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai
Beban Operasional tahun berjalan.

c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi terscbut
material, dan memenuhi syarat butir a dan b di atas, maka
pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-
Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap
sebagai Beban Operasional.

Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi,
pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti
hibah/donasi. Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian
diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya, dan
mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka
penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan Aset
Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai belanja modal.
Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui hibah/donasi diakui
sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya pada Neraca dan
sebagai pendapatan-LO.
Pengakuan Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan
kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan
minimum kapitalisasi aset tetap. Sebagai contoh, pada
pemerintah Pusat kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi
adalah: Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku
dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai
satuan minimum sehingga berapa pun nilai perolehannya
dikapitalisasi.

2.6 Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang
akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan
diperoleh;

b. biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;

c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek

belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat



-47-

diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah
dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai
KDP aset yang bersangkutan.

2.7 Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang

bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai

dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan
manfaat/jasa secsuai tujuan perolechan, Dokumen sumber
untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara

Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas

suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan

tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah
dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun
asct tetap vang bersangkutan.

Pencatatan suatu transaksi perlu mengikuti sistemn akuntansi

yang ditetapkan dengan pohon putusan (decision tree) sebagai

berikut:

a. Atas dasar bukti transaksi yang obyektif (objective
evidences); dan

b. ADalam hal tidak dimungkinkan adanya bukti transaksi
vang obyektif maka digunakan prinsip subtansi
mengungguli bentuk formal (substance over formj.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam

pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP,

kebijakan akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut:

a. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara
Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap
tersebut sudah dimanfaatkan oleh PD, maka aset tersebut
dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.

b. Apabila asct tetap telah selesai dibangun, Berita Acara
Penyelesaian Pckerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap
tersebut belum dimanfaatkan oleh PD, maka aset tersebut
dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.

c. Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara
Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap
terscbut sudah dimanfaatkan oleh PD, maka aset terscbut
masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam
CalLK.

d. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah
sclesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian
yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.

e. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian
(konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu
(misalnya terkena bencana alam /force majeur) aset tersebut
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hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat
pernyataan hilang karena bencana alam/force majeur dan
atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam
Pengerjaan dapat dihapusbukukan,

f. Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum
selesai, akan diakui sebagai KDP.

2.8 Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan
pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi
politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP
dapat berupa penghentian sementara dan penghentian
permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya
untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap
dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan
secara memadai di dalam CaLK, Namun, apabila
pembangunan KDP  direncanakan untuk  dihentikan
pembangunannya sccara permanen, maka saldo KDP tersebut
harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan
secara memadai dalam CalLK.

3. Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, Biaya perolehan
merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih
harus dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang
masih harus diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat
perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam
kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak
dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai
wajar pada saat perolehan, Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau
penyelesaian  kewajiban antar pihak yang memahami dan
berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar
digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari
donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai
perolehannya. Suatu asct dapat juga diperoleh dari bonus
pembelian, contohnya beli tiga gratis satu. Atas aset hasil dari
bonus tersebut biaya perolehan aset adalah nilai wajar aset tersebut
pada tanggal perolehannya.

3.1 Pengukuran Tanah
Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolchan. Biaya
perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan
tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak
seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan,
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pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan
sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi
nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli
tersebut jika bangunan tua tersecbut dimaksudkan untuk
dimusnahkan.

Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia
pengadaan, maka honor panitia pengadaan termasuk dalam
harga perolehan tanah.

Pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk
kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat
berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah
lainnya yang dimungkinkan olch peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolchan
awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk
mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi
definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan
prinsip-prinsip yang ada pada standar akuntansi pemerintah.
Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan
tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Sertifikat Hak
Pengelolaan, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti
biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai
biaya perolehan tanah.

Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuail dengan biaya
perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut
diperoleh.

Pengukuran Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai
wajar pada saal asct tetap tersebut diperoleh, Biaya perolehan
peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran
yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin
tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi
harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta
biaya langsung lainnya  untuk memperoleh  dan
mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap
digunakan.

Pengukuran Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan antara lain meliputi
harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya
pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung
dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak
memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai
wajar/taksiran pada saat perolehan.
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Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan
cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja,
bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya
perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik,
sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi
berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti
pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung
dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi,
biaya perolchan meliputi nilai kontrak, biayva perencanaan dan
pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak.
Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan
(donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolchan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang
diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan
pengawasan, biaya perizinan, jasa konsuitan, biaya
pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran.
Biaya perolechan untuk jalan, Irigasi dan Janngan yang
dibangun sccara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak
langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja,
sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya
perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.
Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan
(donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya
perolehan Aset Tetap Lainnya vang diperoleh melalui kontrak
meliputi nilai kontrak, biava perencanaan dan pengawasan,
pajak, serta biaya perizinan,

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yvang diadakan melalui
swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya
langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan
baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan
pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan,

Aset Tetap Lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan
dilaporkan di dalam Neraca, Aset Tetap Lainnya yang tidak
dikapitalisasi tidak disajikan dalam Neraca, namun tetap
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan
KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya
perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam
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proses konstruksi aset tetap terscbut, yaitu secara swakelola

atau secara kontrak konstruksi.

- Pengukuran Konstruksi Secara Swakelola
Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan
swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan
sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan
tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap
untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga
kerja, sewa  peralatan, biaya perencanaan dan
pengawasan,biaya perizinan, biaya pengosongan dan
pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang
diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah

uang yang telah dibavarkan dan tidak memperhitungkan

jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan

pekerjaan. Bahan dan upah langsung sehubungan dengan

kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;

b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;

¢. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan
dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;

d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;

e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung
berhubungan dengan konstruksi.

Bahan tidak langsung dan upah tidak langsung dan biaya

overhead lainnya yang dapat diatribusikan kepada kegiatan

konstruksi antara lain meliputi:

a. asuransi, misalnya asuransi kebakaran;

b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara
langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan

c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk
kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya
inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan

metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara

konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik

yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah

metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya

langsung.

- Pengukuran Konstruksi Secara Kontrak Konstruksi
Apabila kontruksi dikerjakan olch kontraktor melalui suatu
kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP
tersebut meliputi:
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a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor
sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor
sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi
belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan

¢. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga
sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor,
namun demikian penanggung jawab utama tetap Kontraktor
utama dan pemerintah selaku pemberi kerja hanya
berhubungan dengan kontraktor utama. Pembayaran yang
dilakukan oleh kontraktor utama kepada subkontraktor tidak
berpengaruh pada pemerintah.
Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya
dilakukan seccara bertahap (termin) berdasarkan tingkat
penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah
nilai KDP.
Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang
disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi
atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam
pengerjaan  kontrak. Klaim  tersebut tentu  akan
mempengaruhi nilai yang akan diakui sebagai KDP.
- Konstruksi Dibiayai dari Pinjaman
Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya
pinjaman yang timbul selama masa konstruksi
dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang
biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan
secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan
biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman
yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Misalnya
biaya bunga yang harus dibayar sehubungan dengan
pinjaman yang ditarik untuk membiayai konstruksi
tersebut sebesar Rp5.000.000, maka biaya tersebut akan
menambah nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan. Jumiah
biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi
jumlah biaya bunga yvang dibayarkan pada periode yang
bersangkutan. Apabila bunga pinjaman yang harus
dibayar pada tahun 20x1 sebesar Rp2.000.000, maka
vang dapat dikapitalisasi pada tahun 20x1 hanya sebesar
Rp2.000.000, meskipun total bunga pinjaman tersebut
selama masa pinjaman 5 tahun adalah sebesar
Rp10.000.000,
Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa
jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu,
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biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan

ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata

tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Misalnya telah dilakukan penarikan pinjaman sebesar

Rp700.000.000 untuk membiayai pembelian aset A

sebesar Rp200.000.000, aset B sebesar Rp400.000.000,

dan aset C sebesar Rp100.000.000, Bunga pinjaman yang

telah dibayarkan atas pinjaman tersebut adalah sebesar

Rp14.000.000. Maka biaya bunga yang akan dialokasikan

kepada masing-masing aset tersebut adalah secbagai

berikut:

- Aset A : 2/7 x Rp 14.000.000 = Rp 4.000.000

-Aset B : 4/7 x Rp 14.000.000 = Rp 8.000.000

-Aset C: 1/7 x Rp 14.000.000 = Rp 2.000.000

Total biaya bunga Rp14.000.000

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan
sementara yang tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat
force majeur, maka biaya pinjaman vang dibayarkan sclama
masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi
dikapitalisasi. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak
konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi
force majeur atau adanya campur tangan dari pemberi kerja
atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika
pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campurtangan
dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya
pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi.
Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi
force majeur, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat
scbagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan, Dengan
demikian, biaya bunga tersebut tidak ditambahkan sebagai
nilai aset.
Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis
aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Dalam hal ini
termasuk juga konstruksi aset tambahan atas permintaan
pemerintah, yang mana aset tersebut berbeda secara
signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan
asct yang tercakup dalam kontrak semula dan harga aset
tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga
kontrak semula. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut
diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya
pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk
bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan vang belum
selesai. Untuk bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak
diperhitungkan lagi biaya pinjaman. Biaya pinjaman setelah
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konstruksi selesai disajikan sebagai beban pada Laporan

Operasional.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan Aset

Tetap adalah sebagai berikut.

3.7 Komponen Biaya Peroichan

Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya

atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang

dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset

tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja

untuk penggunaan yang dimaksudkan. Apabila terdapat

potongan harga (diskon) dan rabat, maka harus dikurangkan

dari harga pembelian.

Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/

diatribusikan secara langsung dengan aset adalah sebagai

berikut:

1) biaya persiapan tempat;

2) biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan
dan bongkar muat (handling cost);

3) biaya pemasangan (installation cost);

4) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;

5} biaya konstruksi;

6] biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah
berfungsi dengan benar (testing cost);

7) biaya kepanitiaan;

8} biaya Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design
(DED);

9) dst

Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh

secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga

gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar

masing-masing aset yang bersangkutan,

3.8 Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar
memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam
bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar
kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang
bersangkutan. Istilah untuk menyebutkan penambahan
tersebut adalah kapitalisasi.

Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Akuntansi ini
menetapkan batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi
(capitalization thresholds) dan bersifat seragam untuk seluruh
entitas akuntansi/entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah
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Daerah. Batasan minimal jumlah biaya yang harus

dikapitalisasi (capitalization thresholds) tersebut diterapkan

secara konsisten dan akan diungkapkan dalam CalLK,

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya

dapat dikapitalisasikan pada nilai aset jika memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

1) Pengeluaran tersebut menambah efisiensi ;

2) Pengeluaran tersebut memperpanjang umur aset

3} Pengeluaran tersebut menignkatkan kapasitas, kualitas
dan volume aset;

4) Pengeluaran tersebut meningkatkan kapasitas atau mutu
produksi,

5) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai
kapitalisasi Aset Tetap/aset lainnya.

Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal

(selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut)

diakui sebagai beban pengeluaran (expenses) pada periode

dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.

Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan

Aset Tetap vyang ditujukan untuk memulihkan atau

mempertahankan economic benefit atau potensi service atas

aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan

diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan /terjadi.

3.9 Pertukaran

Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran suatu aset atau
sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang
tidak sama. Biaya perolehan aset tersebut diukur dengan nilai
wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas
atau sctara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.

Suatu asct tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas suatu
aset yang serupa, memiliki masa manfaat dan nilai wajar yang
serupa dicatat sebesar nilai tercatat aset tersebut dan tidak
ada keuntungan dan kerugian yang diakui atas transaksi
tersebut. Hal ini juga berlaku untuk keadaan dimana suatu
aset dilepas dan ditukar dengan kepemilikan aset yang serupa.
Dalam hal aset yang diperoleh memiliki nilai wajar yang sama
dengan aset yang dilepas namun demikian terdapat indikasi
dari nilai wajar aset yang diterima bahwa aset tersebut masih
harus dilakukan perbaikan untuk membawa aset dalam
kondisi bekerja seperti yang diharapkan, maka biaya
perolehan yang diakui adalah sebesar nilai aset yang dilepas
dan disesuaikan dengan jumlah kas yang harus dikeluarkan
untuk perbaikan aset tersebut.
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Aset Tetap hasil pertukaran bisa diakui apabila kepenguasaan
atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil
pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal.

3.10 Penyusutan
Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam
pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset
tetap adalah informasi mengenai nilai wajar aset. Dalam
rangka penyajian wajar atas nilai aset tetap tersebut,
pemerintah melakukannya melalui penetapan kebijakan
penyusutan.
Adanya penyusutan memungkinkan pemerintah mendapat
suatu informasi tentang keadaan potensi aset yang
dimilikinya., Hal ini akan memberi informasi kepada
pemerintah suatu pendekatan yang lebih sistematis dan logis
dalam menganggarkan berbagai belanja pemeliharaan atau
bahkan belanja modal untuk mengganti atau menambah aset
tetap yang sudah dimiliki.
Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset
tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang
bersangkutan, Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap
semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam
kegiatan operasi pemerintah dan secjalan dengan itu maka nilai
aset tetap tersebut juga semakin menurun.
Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai
pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban
penyusutan dalam laporan operasional. Seluruh Aset Tetap
kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan
sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap
Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak
dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan
penghapusan pada saat Aset Tetap lainnva tersebut sudah
tidak dapat digunakan atau mati.
Metode penyusutan yang diterapkan Pemerintah Daerah untuk
mengalokasikan nilai/besaran aset yang dapat didepresiasikan
(depreciable amount) secara sistematis sepanjang umur asct
adalah metode garis lurus (straight line method). Metode garis
lurus menctapkan tarif penyusutan untuk masing-masing
periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah

Nilai yang dapat
Penyusutan per periode = disusutkan
Masa manfaat
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Dalam hal terjadinya perubahan aset tetap sebagai akibat
koreksi nilai aset tetap yang disebabkan kesalahan dan
pencatuman nilai yang diketahui dikemudian hari, maka
penyusutan aset tetap tersebut perlu disesuaikan.

Aset tetap vang diperoleh sebelum diberlakukannya.

4, Pengungkapan
Penyajian Aset Tetap berdasarkan kepada biaya perolehan Aset

Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan, Aset Tetap
disajikan pada bagian Aset dalam laporan neraca Pemerintah
Dacrah.
Selain disajikan dalam neraca, penjelasan tentang aset tetap juga
harus di tulis dalam CaLK. Dalam CalLK harus mengungkapkan
untuk masing-masing jenis Aset Tetap secara umum sebagai
berikut:
a. Dasar penilaian Aset Tetap yang digunakan;
b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan:
1) Penambahan;
2) Pelepasan;
3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
4) Mutasi Aset Tetap lainnya,
¢. Informasi penyusutan, meliputi:
1) Nilai penyusutan,
2| Metode penyusutan yang digunakan;
3] Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4| Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal
dan akhir periode.
d. Dalam hal terjadi pertukaran Aset Tetap, meliputi:
1) Pihak yang melakukan pertukaran Aset Tetap;
2) Jenis Aset Tetap yang diserahkan dan nilainya;
3) Jenis Aset Tetap yang diterima beserta nilainya; dan
4) Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran Aset Tetap.
¢. Informasi lainnya seperti:
1) Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap;
2) Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan
untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap;
3) Jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi;
dan
4) Jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap.

F. Dana Cadangan
1. Definisi
Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar sehingga menjadi



tidak proporsional apabila kebutuhan tersebut dipenuhi hanya
melalui penerimaan Pemerintah Daerah dalam satu tahun

anggaran.

2. Pengakuan

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur
dengan Peraturan Daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat
digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana
cadangan biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang
pelaksanaannya seclesai dalam satu tahun anggaran namun
membutuhkan dana yang besar.

3. Pengukuran
Dana cadangan dicatat sebesar nilai nominal atas besarnya dana
yang disisihkan.

4. Pengungkapan
Dana cadangan disajikan dalam neraca dan informasi terkait dana
cadangkan diungkapkan dalam CaLK. Adapun informasi yang harus
diungkapkan dalam CaLK adalah sumber dana cadangan dan
peraturan daerah yang mengatur tentang dana cadangan tersebut.

G. Aset Lainnya
1. Definisi
Asct lainnya adalah aset pemcrintah selain aset lancar, investasi
jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan, Beberapa aset
lainnya antara lain:
1. Tagihan penjualan angsuran
2. Tuntutan ganti rugi
3. Kemitraan dengan pihak ketiga
4, Aset tak berwujud
5. Aset lain-lain
6. TDF

1.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran adalah penjualan aset yang tidak
dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari
12 (dua belas) bulan. Dalam lingkungan pemerintah daerah,
tagihan penjualan angsuran dapat dilakukan berupa
Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan
Dinas dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat
persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. Pembayaran
penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan
Perorangan Dinas tanpa melalui lelang kepada:
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a. Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara, harus dibayar
sekaligus;

b. Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri, dapat
dibayar secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun.

Pembayaran dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas

Umum Negara/Daerah:

a. Paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal
berlakunya  surat  persetujuan  penjualan, untuk
pembayaran sekaligus;

b. sesuai mekanisme yang diatur dalam perjanjian antara
Pengguna Barang dengan pegawai ASN, anggota TNI, atau
anggota Polri, yang membeli, untuk pembayaran secara
angsuran.

Tuntutan Ganti Rugi

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga,

dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat

perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai,

Terdapat 3 (tiga) sebab kerugian yang dapat terjadi, yaitu:

a. Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Bendahara
Undang-Undang Perbendaharaan Negara secara tegas
mengatakan bahwa setiap Kkerugian daerah yang
disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau
kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang
bersalah., Dengan adanya penyelesaian kerugian tersebut,
Negara dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi.
Sehubungan dengan itu, setiap pimpinan Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah wajib segera melakukan tuntutan
ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian.
Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara
ditetapkan olech Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan
pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri
bukan bendahara ditetapkan oleh Bupati. Bendahara,
pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang
telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat
dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana
apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif
dan/atau pidana.

b. Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri
Bukan Bendahara
Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan
terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dengan tujuan
untuk menuntut penggantian atas kerugian yang diderita
oleh daerah sebagai akibat langsung atau tidak langsung



dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian
yang dilakukan oleh pegawai tersebut dalam melakukan
kewajibannya.

Kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa
apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah sebagaimana
ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Kcuangan
menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
terdakwa tindak pidana korupsi dapat dipidana, denda,
dapat dikenakan pidana tambahan berupa uang
pengganti,

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat
lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau
melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, secara
langsung merugikan keuangan Negara wajib mengganti
kerugian tersebut dan setiap pimpinan kepala satuan
kerja dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah
mengetahui bahwa dalam satuan kerja terjadi kerugian
akibat perbuatan manapun.

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan terhadap
pegawai negeri bendahara/ bukan bendahara atau pejabat
lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah
yvang penyelesaian tagihannya di atas 12 bulan.

1.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Berikut adalah beberapa definisi tentang kemitraan dengan
pihak ketiga:

a.

Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang
dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan
kegiatan kerjasama/kemitraan.

Bangun, Guna, Serah - BGS (Build, Operate, Transfer -
BOT), adalah pemanfaatan tanah milik Pemerintah
Daerah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan
dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka
waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya
tanah beserta bangunan danfatau sarana, berikut
fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang
setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.
Bangun, Serah, Guna- BSG (Build, Transfer, Operate -
BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh
pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau
sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai
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pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang
untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut
selama jangka waktu tertentu yang disepakati,

d. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan
Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan
penerimaan Daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana
Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat
dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

Aset Tak Berwujud

ATB adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan

tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan

dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk

tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset

ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam

menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan

serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar

entitas.

Klasifikasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

- Goodwill

- Lisensi dan Franchise

- Sofltware

- Kajian

- Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai
Sejarah /Budaya

- Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan

- Aset Tak Berwujud Lainnya

- Hak Cipta

- Hak Paten

Aset Lain-lain

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang
tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan
penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan
ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Dalam
kebijakan ini yang dimaksud aset lain-lain adalah aset tetap
yang diberhentikan penggunaan oleh pemerintah schingga
direklasifikasi menjadi aset lain-lain. Pemberhentian aset
tetap dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau
sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses
penjualan, sewa beli, penghibahan, atau penyertaan modal).
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Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum
Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan
uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah
nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI). Bentuk
penyimpanan adalah overnight pada rekening lain Bl Treasury
Deposit Facility Transfer ke Daerah Pemerintah Daerah (TDF-
TKD Pemda) di BL.

2. Pengakuan
2.1 Tagihan Penjualan Angsuran

2.2

2.3

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat penjualan telah
terjadi dengan terbitnya BAST penjualan aset. Dalam
lingkungan pemerintah daerah, tagihan penjualan angsuran
dapat dilakukan berupa Penjualan Barang Milik Daerah
berupa Kendaraan Perorangan Dinas dilaksanakan oleh
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati,

Tuntutan Ganti Rugi

a. Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Bendahara diakui
di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada
saat terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
(SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.

b. Kerugian Daecrah atas pengakuan yang disebabkan oleh
Pegawai Negeri Bukan Bendahara diakui pada saat terbit
SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian
Kerugian Sementara {SKP2KS) dan/atau Surat Keputusan
Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

c. Kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan suatu
peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian
berdasarkan putusan pengadilan diakui pada saat terbit
keputusan pengadilan yang perkara vang berkekuatan
Hukum Tetap (inkracht).

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan

pengakuan kemitraan dengan pihak ketiga adalah sebagai

berikut :

a. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi
perjanjian kerjasama;/ kemitraan, yaitu dengan perubahan
klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerj asama /
kemitraan.

b. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau
sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama
Bangung Guna Serah (BGS), diakui pada saat
pengadaan/pembangunan Gedung danj/atau sdarana
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berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk
digunakan / dioperasikan.

c. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset
kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas
fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang
dan/atau Pengguna Barang.

d. Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya
kepada  Pengelola  Barang  dilaksanakan  setelah
berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara
serah terima barang.

e. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta
bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan
ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

2.4 Aset Tak Berwujud
Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud maka suatu
entitas harus dapat membuktikan bahwa aktivitas/kegiatan
tersebut telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Definis dari ATB
b. Kriteria Pengakuan dari ATB

Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya
penambahan nilai ATB atau diperlukannya penggantian dari
sebagian ATE dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan
pengeluaran  setelah  perolchan dari ATB  mungkin
dimaksudkan wuntuk memelihara kemungkinan manfaat
ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung
dalam ATB dimaksud dan bukan merupakan upaya untuk
meningkatkan manfaat ekonomi sehingga memenuhi definisi
ATB dan kriteria pengakuannya.

Suatu entitas harus menilai kemungkinan manfaat ekonomi
di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial dengan
menggunakan dukungan asumsi logis yang mewakili estimasi
terbaik dari manajemen tentang kondisi ekonomi yang akan
diperoleh selama umur ckonomis dari ATB. Entitas
menggunakan pertimbangan untuk menilai derajat kepastian
aliran manfaat ekonomi di masa datang sebagai akibat dari
penggunaan ATB dengan basis bukti-bukti yang tersedia pada
saat pengakuan awal, dengan Icbih menckankan pada
buktibukti eksternal,

a. Pengakuan Aset Tak Berwujud Yang Diperoleh Secara
Internal
Kadangkala sulit untuk menentukan apakah
pengembangan secara internal atas ATB memenuhi
prinsip-prinsip pengakuan, terutama dalam;



1) mengidentifikasi apakah dan kapan aset yang
diidentifikasikan tersebut akan menghasilkan manfaat
ckonomi masa depan yang diharapkan; dan

2) menentukan biaya perolehan dari aset tersebut secara
memadai. Dalam hal tertentu, biaya untuk
menghasilkan ATB yang dikembangkan secara internal
tidak dapat dipisahkan dengan biaya entitas
operasional rutin pemerintah.

b. Pengakuan Khusus untuk Software Komputer

Dalam pengakuan Software komputer sebagai ATB, ada

beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1) Untuk Software yang diperoleh atau dibangun oleh
internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua,
yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri
atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal
dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana
biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan
dari Software tersebut, maka untuk Software seperti ini
tidak perlu diakui sebagai ATB. Seclain itu Software
seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada
perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa
saja, schingga salah satu kriteria dari pengakuan ATB
yaitupengendalian atas suatu aset menjadi tidak
terpenuhi. Oleh karena itu untuk Software yang
dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah
vang dikontrakkan kepada pihak ketiga.

2) Dalam kasus perolehan Software secara pembelian,
harus dilihat secara kasus per kasus, Untuk pembelian
Software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan
kepada masyarakat oleh pemerintah maka Software
seperti ini harus dicatat scbagai persediaan. Dilain
pihak apabila ada Software yang dibeli oleh pemerintah
untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian
integral dari suatu Hardware (tanpa Software tersebut,
Hardware tidak dapat dioperasikan), maka Software
terscbut diakui sebagai bagian harga perolehan
Hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan
mesin.

2.5 Aset Lain-Lain
Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari
penggunaan aktif Pemerintah Daerah dan direklasifikasikan
ke dalan aset lain-lain.



2.6 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

TDF diakui sebagai aset lainnya pada saat RKUN telah
menyalurkan DBH/DAU ke rekening TDF. Namun, dalam hal
terdapat DBH Kurang Bayar yang sudah diakui sebagai
Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) dan Pendapatan
Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO) pada periode
sebelumnya, maka cukup dilakukan reklasifikasi dari Piutang
Dana Transfer Umum (Neraca) ke Aset Lainnya (Neraca).
Dalam hal pokok DBH/DAU telah dilakukan penarikan oleh
Pemda dari Rekening TDF dan telah disalurkan ke RKUD,
Pemerintah Daerah mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada
Aset Lainnya (Neraca). dan mengakui pendapatan dengan
mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU
(LRA).

Dalam hal Bl telah memberikan remunerasi atas DBH/DAU
yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer
ke RKUN, namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD,
maka Pemerintah Daerah mencatat sebagai Piutang Lain-Lain
PAD vang Sah (Neraca) pada Pendapatan Bunga-Lain-Lain
PAD Yang Sah atau akun sejenisnya (LO).

Dalam hal remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan
melalui fasilitas TDF telah disalurkan dari RKUN ke RKUD,
Pemerintah Daerah mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca). dan mengakui
pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo
Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Bunga - Lain-Lain
PAD Yang Sah atau akun sejenis (LRA),

3. Pengukuran

3.1

Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari
kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan
setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayvarkan
oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan
penjualan angsuran.

3.2 Tuntutan Ganti Rugi

a. Kerugian Dacrah yang Discbabkan oleh Bendahara
Pengukuran nilai kerugian daerah yang disebabkan oleh
Bendahara diukur sebesar Surat Keterangan Tanggung
Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan
dari BPK.

b. Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri
Bukan Bendahara Pengukuran nilai kerugian Daerah yang
berasal dari kerugian Daerah karena pegawai bukan
bendahara diukur sebesar SKTJM atau Surat Keputusan
Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)
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dan/atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian
Kerugian (SKP2K).

c. Kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan
Pengukuran nilai kerugian Daerah yang berasal dan
kerugian Daerah karena putusan pengadilan sebesar nilai
yang tertera dalam putusan pengadilan yang perkara yang
berkekuatan Hukum Tetap (inkracht).

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah wuntuk
diusahakan dalam perjanjian Kkerjasama/kemitraan harus
dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih
yvang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat
perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
Dana yang ditanamkan Pemerintah Daerah dalam
Kerjasama /Kemitraan dicatat sebagai penyertaan
Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana
yvang diterima ini sebagai kewajiban. Aset hasil kerjasama
vang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah setelah
berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status
penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat
atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan,
dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uiji.

Aset Tak Berwujud
Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan Aset Tak
Berwujud adalah sebagai berikut:
a. Pengukuran pada saat Perolehan
Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga
perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain
pertukaran diukur dengan nilai wajar.
1) Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara
eksternal.
2) Pengembangan secara Internal
ATB vang diperoleh dari pengembangan secara internal,
misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang
memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui
sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang
dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki
masa manfaat di masa yang akan datang sampai
dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

3) Aset budaya/bersejarah tak berwujud (intangible
heritage assets)
ATB yang berasal dari aset bersejarah (heritage assets)
tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun asct
tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah



-67-

tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten
maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai
pendaftarannya.

b. Pengukuran Setelah Perolehan

Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus adalah tidak
adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau
penggantian dari sebagian ATB dimaksud.

Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah
perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk
memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa
potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak
lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan
kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit
untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran
setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga
diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas.

¢. Amortiasi

Terhadap Asect Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali
atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak
terbatas. Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas
nilai suatu aset tetap tidak berwujud yang dapat
disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan,
Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan
hukum, peraturan, atau kontrak.

Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui
sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap tidak berwujud
dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan
operasional. Dalam hal manfaat ekonomis yang
terkandung dalam suatu aset tidak berwujud terserap
dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi
merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan
dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya.

Mectode Amortisasi

Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi
manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan
diterapkan secara konsisten dari periode ke periode
lainnya. Amortisasi yang dibecbankan setiap periode
disajikan dengan menyesuaikan akun aset tidak berwujud
dan diinvestasikan pada aset lainnya.

Metode penyusutan yvang digunakan yaitu dengan metode
garis lurus. Metode garis lurus merupakan metode yang
paling umum digunakan dalam amortisasi. Berdasarkan
metode garis lurus, penyusutan nilai aset tidak berwujud
dilakukan dengan mengalokasikan beban amortisasi
secara merata selama masa manfaatnya.



Persentase amortisasi yang dipakai dalam metode ini
dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat
diamortisasikan untuk mendapat nilai amortisasiper
bulan. Dengan pendekatan bulan penggunaan ini maka
waktu amortisasi ditentukan berdasarkan bulan saat aset
tersebut digunakan, misalkan ada perolehan aset tetap
pada bulan oktober, maka beban amortisasi tersebut

dihitung tiga bulan yaitu bulan Oktober, November, dan
Desember. Meskipun aset tetap tersebut diperoleh tanggal
30 Oktober maka waktu yang digunakan tetap tiga bulan.
Mectode garis lurus menghitung penurunan nilai aset

dengan rumus:
harga perolehan—estimas! nilai sisa
estimas| masa manfaat

Masa manfaat aset tidak berwujud yang dapat disusutkan
harus ditinjau sccara periodik dan jika terdapat perbedaan
besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode
sekarang dan vyang akan datang harus dilakukan
penyesuaian. Masa manfaat untuk menghitung tarif
amortisasi untuk masing-masing kelompok aset tidak
berwujud adalah sebagai berikut:
MASA MANFAAT BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TIDAK
BERWUJUD
URAIAN TAHUN

Beban amortisasi =

|

| Goodwill

Lizensi and Frunchise
Software

Kullan
Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya

Asct Tidak Berwajud Dalam Pengerjaan
Aset Tak Berwujud Lainnya

Hax Cipia

Hak Paten

Kajlan

d. Penurunan Nilai
Suatu aset turun nilainya jika nilai tercatatnya melebihi
nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang
terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya
estimasi masa manfaat menjadi penyebab vyang
menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan
segera.

wn

L T R TN I LR R S R

e. Pengehentian dan Pelepasan
ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam
mendukung Kegiatan operasional pemerintah. Namun
demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari
penggunaannya. Beberapa  Kkeadaan dan  alasan
penghentian ATB antara lain adalah penjualan,
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pertukaran, hibah, ataul berakhirnya masa manfaat ATB
schingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum,
penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau
ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa
depan yang diharapkan dari penggunaan atau
pelepasannya.

Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah lazim disebut
sebagai pemindahtanganan. Sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.08/2007 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah dapat
melakukan pemindahtanganan BMD yang di dalamnya
termasuk ATB dengan cara:

1) Dijual;

2) Dipertukarkan;

3) Dihibahkan;

4) Dijadikan penyertaan modal,

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena
ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan
organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa
kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut
hakekatnva tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa
depan, schingga penggunaannya harus dihentikan, Apabila
suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena
dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa
manfaat/tidak lagi memiliki manfaat c¢konomi, maka
pencatatan akun ATB vang bersangkutan harus dihentikan
dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan
proses penghapusan ATB sesuai dengan Kketentuan
berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari
pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar
nilai tercatat neto.

Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari
penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset
Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang
berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti
kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan
terhadap aset lainlain dilakukan paling lama 12 bulan sejak
direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan
perundang-undangan.

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)
TDF diukur sebesar nilai yang disalurkan dari RKUN ke
rekening TDF.
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4. Pengungkapan

4.1

4.2

4.3

4.4

Tangihan Penjualan Angsuran

“Tagihan Penjualan Angsuran” disajikan dalam neraca sebagai
bagian dari “Aset Lainnya”. Pengungkapan “Tagihan Penjualan
Angsuran” dalam CalLK sckurang-kurangnya harus
mengungkapkan:

a. Besaran dan rincian Tagihan Penjualan Angsuran

b. Informasi lainnya yang penting

Tuntutan Ganti Rugi

Pengungkapan Kerugian Daerah pada CALK antara lain:

a. Kebijakan akuntansi Kerugian Daerah

b. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam

CalLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian,
pengakuan dan pengukuran tagihan TGR;

2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk
mengetahui tingkat kolektibilitasnya;

3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di daerah
atau telah diserahkan penagihannya ke PUPN;

4) Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam
proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun
pengadilan,

¢, Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh Daerah
sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan,

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai

aset lainnya. Dalam hal scbagian dari luas aset kemitraan

(tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian,

digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, maka harus

diungkapkan dalam CalLK. Aset kerjasama/kemitraan sclain

tanah harus harus dilakukan penyusutan selama masa kerja

sama. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BGS

melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi

menjadi aset kemitraan.

Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSG adalah

selama masa kerjasama. Atas kemitraan dengan pihak ketiga,

CaLK sectidaknya memuat informasi sebagai berikut:

a. Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama

b. Penetuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan

¢. Penctuan depresiasi/ penyusutan aset kerjasama/
kemitraan.

Aset Tak Berwujud

Aset Tidak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian
dari “Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam CalLK
atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut:
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a. Masa manffat dan metode amortisasi

b. Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa
Aset Tak Berwujud;

¢. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal
dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan
Aset Tak Berwujud.

d. Untuk amortisasi aset tidak berwujud setiap semester
disajikan sebagai akumulasi amortisasi di neraca periode
tahun Dberjalan, amortisasi aset tidak berwujud
diakumulasikan sebagai pengurang aset tidak berwujud
dan diinvestasikan dalam aset tidak berwujud di neraca.

4.5 Aset Lain-Lain
Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya
dalam neraca dan diungkapkan secara memadai di dalam
CalLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah
faktor-faktor yvang menyebabkan dilakukannya penghentian
penggunaan, jenis asct tetap vang dihentikan penggunaannya,
dan informasi lainnya yang relevan,

4.6 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)
Hal yang perlu diungkapkan dari TDF adalah jenis-jenis
pendapatan transfer yang terdapat di rekening TDF.

H. Aset Bersejarah

1.

Definisi

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan
kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset
bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat
purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works
of art ).

Kebijakan atas aset bersejarah tidak mengharuskan Pemerintah
Daerah untuk mencantumkan aset bersejarah (heritage assets) di
neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK.

. Pengakuan

Suatu aset diakui sebagai aset bersejarah jika memiliki

karakteristik-karakteristik di bawah ini:

a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak
mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan
berdasarkan harga pasar.

b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi
secara ketat pelepasannya untuk dijual.

c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat
selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin
menurun,
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d. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk
beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun,

3. Pengukuran

4.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya
jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen,
dalam CaLK dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi
harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran
tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung
untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan
lokasi yang ada pada periode berjalan,

Pengungkapan

Informasi tentang aset bersejarah harus dicantumkan dalam CalLK.
Infomasi yang disampaikan adalah jumlah dari asct berscjarah
tersebut dengan tanpa menyebutkan berapa nilai dari aset
bersejarah tersebut.

I. Properti Investasi

1,

Definisi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan

sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak

untuk:

a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh
masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang
atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau

b. Dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat. Properti yang digunakan sendiri adalah properti
yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa
pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh
masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang
atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Properti investasi Ada sejumlah keadaan di mana entitas

pemerintah dapat memiliki properti yang digunakan untuk

menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai.

Misalnya, entitas pemerintah mengelola portofolio properti

berdasarkan basis komersial, Dalam hal ini, properti yang dimiliki

oleh entitas, selain vang dimiliki untuk digunakan sendiri atau
dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat, memenuhi definisi properti investasi, Selain itu, entitas
pemerintah, dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau
untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil
yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai
contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang discwakan
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secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan
pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti investasi.

Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud

berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12

(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa

keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang
dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang
dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.

Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa

atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Olch

karena itu properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian
besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas.

Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan

sendiri (aset tetap),

Berikut adalah contoh dari properti investasi :

a. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan
sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya.
Oleh karena itu properti investasi menghasilkan arus kas yang
sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai
oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti
yang digunakan sendiri (aset tetap).

b. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum
ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum
menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang
digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyvarakat atau kepada entitas
pemerintah vang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut
diakui sebagai tanah vang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;

¢. Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas
melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain
melalui satu atau lebih sewa operasi,

d. Bangunan yang dimiliki oleh entitas {atau dikuasai oleh entitas
melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain
melalui satu atau lebih sewa operasi;

e. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang
di masa depan digunakan sebagai properti investasi;

Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti

investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup

pernyataan ini

a. properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam
proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual
dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif
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dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk
pengembangan dan diserahkan kembali;

b. properti vang masih dalam proses pembangunan atau
pengembangan atas nama pihak ketiga;

c. properti yang digunakan sendiri termasuk (diantaranya) properti
yang di kuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti
yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri
yvang menunggu untuk dijual;

d. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa
Pembiayaan;

¢. properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang
menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar,
misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang
disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan
mengenakan sewa di bawah harga pasar;

f. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai
dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap;

g. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan
sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada
pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang
digunakan untuk kegiatan operasional namun sesckali
disewakan kepada pihak lain.

Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada
umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah,
bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai,
karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi.
Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki
aset yang digunakan antara lain:

1) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau

kenaikan nilai;

2) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah,
entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun
apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual
secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti
investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk
kegiatan operasional pemerintah.

Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan
kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas
memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika
layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan
perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan
jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung,
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Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu
properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas
menetapkan Kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti
investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika
pengklasifikasian dianggap sulit,

Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi
vang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk
(entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak
lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi
tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan
keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi
tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut
disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya
pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan
manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang
disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan
sccara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung,
bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi, Namun
demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan
konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap
sebagaimana ketentuan dalam PSAP yang mengatur Aset Tetap.
Properti investasi yvang disewakan kepada entitas pemerintah
lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada
pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan
keuangan kedua entitas pelaporan.

2. Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ckonomi yang akan
mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti
investasi; dan

b) Biava perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur
dengan andal,

Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi

kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian

yang melekat atas aliran manfaat e¢konomi masa depan
berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal

Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang

melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah

terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut.

Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian

maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal

perolehan.
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Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya
properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya terscbut,
termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti
investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang
digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan
properti investasi.

Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas tidak mengakui biaya dari
perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat
properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai
surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya perawatan schari-
hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang
habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolchan.
Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan
sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti.

Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian,
Misalnya, interior dinding bangunan mungkin merupakan
penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan,
entitas mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas
biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya
biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian
yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan
ketentuan penghentian pengakuan dari Pernyataan ini.

Pengukuran
3.1 Pengukuran saat Pengakuan Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya
perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal
tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi
non pertukaran, properti investasi terscbut dinilai dengan
menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. Biaya
perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga
pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan
secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan
secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan
biaya transaksi lainnya. Biaya perolehan properti investasi
tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:

a) Biava perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan
untuk membawa properti investasi ke Kkondisi siap
digunakan);

b} Kerugian operasional yang terjadi scbelum properti
investasi mencapai tingkat penggunaan yang
direncanakan; atau

c¢) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya
lain yang terjadi selama masa pembangunan atau
pengembangan properti investasi,
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Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka
biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara
jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga
selama periode kredit.
Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non
pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan
kewenangannya untuk mengalihkan properti Dalam hal
dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang
diakui adalah sebesar nilai wajar.
Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan
cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi vang
dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui
pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan
nilai kini dari pembayaran sewa minimum.
Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai
bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu
dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan
dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan
cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka
hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak
tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya. Properti
investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan
aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset
moncter dan nonmoneter. Nilai perolechan properti investasi
tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali;

a. transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi
komersial; atau

b. nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang
diserahkan tidak dapat diukur secara andal, Jika aset yang
diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya
perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang
diserahkan.

Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki
substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan
apakah arus kas atau potensi jasa di masayang akan datang
diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi
tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi
komersial jika:

1) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau
potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari
konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang
diserahkan; atau

2) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas
dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan
dari pertukaran tersebut; dan



3.2

78-

3) selisih antara (1) atau (2) adalah signifikan terhadap nilai
wajar dari aset yang dipertukarkan.

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran

memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi

(bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan

menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini

akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci,

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

a) properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu
sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan;

b) properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan
metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur
Aset Tetap,

c) penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada
umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi
Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya
perolehan atau harga pertukaran;

d) revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan
berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara
nasional;

€] Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap,
hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui
dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan,
jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi
seluruhnya.

Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk
menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan
jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran
antara biaya dan nilai {costs and values) pada tanggal yang
berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali
secara bertahap (rolling basis] asalkan penilaian kembali
tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi
tetap diperbarui.
Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai
wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai
revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada
akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah
revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar
dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat
menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang
direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi
tersebut.

Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat

revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan

dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti
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investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut
diakui sebagai penurunan dalam ekuitas. Pedoman nilai wajar
terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk
properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan
berdasarkan pada sewa dan kontrak lain vang serupa. Entitas
harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi,
atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam
sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti,

Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang scjenis,

suatu entitas harus mempertimbangkan informasi dari

berbagai sumber, termasuk:

a) harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki
sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada
sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk
mencerminkan perbedaan tersebut;

b} harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang
aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya
perubahan dalam kondisi ckonomi sejak tanggal transaksi
terjadi pada harga tersebut, dan

¢) proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus
kas di masa depan yvang dapat diandalkan, didukung
dengan syarat/klausula yang terdapat dalam sewa dan
kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti
eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa
dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif
diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari
ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.

Dalam beberapa kasus, berbagai sumber yang diuraikan
dalam paragraf scbelumnya menunjukkan kesimpulan
berbeda tentang nilai wajar properti investasi. Entitas harus
mempertimbangkan alasan-alasan atas perbedaan tersebut
agar diperoleh estimasi nilai wajar yang paling andal dalam
rentang estimasi nilai wajar yang tepat.

Dalam melakukan revaluasi entitas dapat menggunakan

penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

Alih Guna

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan

hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang

ditunjukkan dengan:

a) dimulainya penggunaan properti investasi olech entitas,
dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;

b) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual,
dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
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c¢) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi
dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap
menjadi properti investasi,
d) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari
persediaan menjadi properti investasi.
Penggunaan properti oleh pemerintah dapat berubah-ubah
dari waktu ke waktu. Misal, pemerintah dapat memutuskan
untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan
scbagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak
ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan
administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi
dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset
tetap dialihgunakan menjadi properti investasi,
Mengharuskan entitas mengalihgunakan properti dari
properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika,
terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan
dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika
entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa
dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti
sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannyva
(dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak
memperlakukannya scbagai persediaan. Demikian juga jika
entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan
tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti
investasi, maka properti investasi tersebut tidak
dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti. Entitas
dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-
gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai
properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk
menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam
menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai
maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti
investasi pada permulaan berlakunya sewa. Karena entitas
menggunakan metode biaya, alih guna antara properti
investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan
tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan
serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan
pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika
dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti
investasi yang dialihgunakan.

Pelepasan

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat
pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak
digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat
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ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat
pelepasannya. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan
dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan
pengakuannya. Jika, sesuai dengan prinsip pengakuan,
entitas mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu
dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu
aset tersebut, maka jumlah tercatat dari bagian aset yang
diganti tidak diakui lagi. Suatu bagian yang diganti dari
properti investasi yang dicatat dengan menggunakan model
biaya bisa saja bukan merupakan bagian yang disusutkan
secara terpisah. Jika penentuan jumlah tercatat dari bagian
vang diganti tersebut tidak dapat secara praktis dilakukan,
entitas dapat menggunakan biaya penggantian sebagai
indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang
diganti pada saat diperoleh atau dibangun.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau
Pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara
hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui
dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian
atau pelepasan tersebut. Imbalan yang diterima atas
pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai
wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan,
imbalan vang diterima pada awalnya diakui sebesar setara
harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan
nilai yang setara dengan harga tunai diakul sebagai
pendapatan bunga. Entitas mencatat kewajiban yang masih
ada sehubungan dengan properti investasi sctelah pelepasan
tersebut.

Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan
dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian
properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika
kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

Penyajian Properti Investasi

Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap
dan aset lainnya. Karena sifat dari pengklasifikasian properti
investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau
kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual
apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan
dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di
masa mendatang.

Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan
maksud pemilihan aset properti investasi sccara
berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.
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4. Pengungkapan
Entitas mengungkapkan atau pengunkapan diantaranya sebagai
berikut:

a)

b)
c)

dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat
(carrying amount);

metode penyusutan yang digunakan;

masa manfaat atau tanf penyusutan vang digunakan;

d) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat

f

h)

dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir

periode;

rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan

akhir periode, yang menunjukkan:

¢« penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan
yang dihasilkan dari penggabungan dan peénambahan
pengeluaran setelah perolehan yvang diakui sebagai aset;

* penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;

e pelepasan;

e penyusutan,

e alih guna ke dan dari persediaan dan property yang
digunakan sendiri dan;

e perubahan lain,

apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai

wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai

berikut:

* Uraian property investasi yang dilakukan revaluasi;

* Dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi,

* Tanggal efektif penailaian kembali;

= Nilai tercatat sebelum revaluasi;

= Jumlah penyesuaian atas nilai wajar;

= Nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi;

apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu

mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;

apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan,

kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi

dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti

yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;

metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam

menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi

dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah

penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau

lebih banyak berdasarkan faktor lain (yvang harus diungkapkan

oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan

keterbatasan data pasar vang dapat diperbandingkan;



-B3-

j apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan
penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang
relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;

k) jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit, untuk:

v Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;

v Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan
pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang
menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;

v Beban operasi langsung (mencakup perbatkan dan
pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak
menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama
periode tersebut.

1) kewajibann konstraktual untuk membeli, membangun atau
mengembangkan property invetasi atau untuk perbaikan,
pemeliharaan atau peningkatan;

m) properti invetasi yang discwa olch entitas pemerintah lain;

J. Kewajiban
1. Definisi

Kewajiban merupakan utang yvang timbul dari peristiwa masa lalu
vang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi Pemerintah Daerah.
Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan
pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang
bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat,
alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban
kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat
dipaksakan secara hukum sebagai konsckuensi atas kontrak atau
peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan waktu jatuh temponya, kewajiban dibagi menjadi dua
yaitu kewgjiban jangka panjang dan kewsajiban jangka pendek.

1.1 Kewasajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang jatuh
temponya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Kewajiban jangka
pendek di tingkat SKPKD terdiri dari utang bunga, bagian
lancar utang jangka panjang, utang beban, dan utang jangka
pendek lainnya. Sedangkan kewajiban jangka pendek di
tingkat PD terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga (PFK),
pendapatan diterima dimuka, utang beban dan untang jangka
pendek lainnya,

1.2 Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban Jangka Panjang adalah utang atau kewajiban yang
jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Disamping itu



kewajiban vang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat

diklasifikasikan sebgai kewajiban panjang jika:

a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12
bulan,

b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance)
kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang.

¢. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu
perjanjian pendaan kembali (refinancing), atau adanya
penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang
diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang di Pemerintah Daecrah hanya

terdapat pada level SKPKD. Adapun kewajiban jangka panjang

di SKPKD yaitu utang dalam negeri, utang luar negeri dan

utang jangka panjang lainnya.

2. Pengakuan
Secara umum kewajiban Pemerintah Daerah diakui pada saat:
a. dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
b. dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan
kesepakatan pemerintah daerah; atau
¢. pada saat kewajiban timbul,

2.1 Utang Jangka Pendek
a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh
BUN/BUD atau bendahara pengeluaran SKPD atas
pengeluaran dari kas negara/kas daerah untuk
pembayaran tertentu.

b. Utang Belanja/Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim
yang sah dari pihak ketiga, yang bilasanya dinyatakan
dalam bentuk surat penagihan (invoice) kepada pemerintah
terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan
pembayarannya oleh pemerintah. Utang kepada pihak
ketiga juga diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat
dana vang berasal dari SPM-LS kepada Bendahara
Pengeluaran yang belum diserahkan kepada Pihak yang
berhak.

Dalam kondisi transaksi pembelian barang dilakukan
secara FOB destination point, utang diakui pada saat
barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
Dalam kondisi transaksi pembelian barang dilakukan
sccara FOB shipping point, utang diakui pada saat barang
sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan
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(dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan
belum dibayar.

Dalam transaksi pembelian jasa, utang diakui pada saat
jasa/bagian jasa diserahkan sesuai perjanjian tetapi pada
tanggal pelaporan belum dibayar, Dalam hal kontrak
pembangunan fasilitas atau peralatan, utang diakui pada
saat sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut
telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita
acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai
dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

c. Utang Bunga
Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok
utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang
telah terjadi dan belum dibayar, pada
dasarnyaberakumulasi seiring dengan berjalannya waktu,
tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode
pelaporan.

d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi
pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam
waktu 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir
periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka
panjang vang akan didanai kembali.

e. Uang Muka dari Kas Umum Negara/Daerah
Uang muka dari kas negara/daerah diakui pada saat
bendahara pengeluaran menerima UP dari Kas Umum
Negara/Daerah.

f. Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka dapat diakui dengan
menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan
kewajiban atau pendekatan pendapatan. Pendapatan
diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim
pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah
diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada
penverahan barang/jasa dari pemerintah  pada akhir
periode pelaporan keuangan.

2.2 Utang Jangka Panjang
a. Utang Dalam Negeri - Non Perbankan
e Obligasi
Utang Obligasi Negara/Daerah diakui pada saat
kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi
penjualan,
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Schubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi,
bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan
utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran
bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.
Obligasi vang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi
diakui scbagai kewajiban jangka pendek.

Penerbitan obligasi memerlukan biaya yang terkait
dengan pencetakan dokumen, jasa konsultan, jasa
hukum, dan jenis biaya lainnya. Jika dana yang
diperoleh dari penerbitan obligasi digunakan untuk
membangun asect tetap tertentu, maka biaya - biaya
penerbitan obligasi dikapitalisasi dalam nilai aset tetap
tersebut. Akan tetapi, jika tidak dapat diatribusikan
pada aset tetap tertentu, maka biaya penérbitan tersebut
diakui sebagai biaya ditangguhkan yang akan
diamortisasi selama umur obligasi yang bersangkutan.

¢ Utang Pembelian Cicilan

Sehubungan dengan utang pembelian cicilan, baik yang
mengandung bunga sccara cksplisit maupun bunga
secara tersamar, utang diakui ketika barang yang dibeli
telah diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang
selanjutnya secara legal telah mengikat para pihak, yaitu
ketika perjanjian utang ditandatangani oleh pihak
penjual yang sekaligus bertindak selaku kreditur dan
pembeli yang juga menjadi debitur,

» Utang Jangka Panjang Lainnya
Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan olch
pihak ketiga kepada 23 pemerintah yang untuk
selanjutnya akan dibayar sesuail perjanjian, misalnya
secara 24 angsuran.

b. Utang Dalam Negeri - Perbankan
Utang dalam negeri-perbankan diakui pada saat pinjaman
dari lembaga perbankan diterima pada rekening kas
negara/kas daerah. Biaya-biaya terkait dengan pengurusan
pinjaman diakui pada saat terutang yaitu pada saat
timbulnya  kewajiban  berdasarkan kontrak  atau
kesepakatan,

3. Pengukuran
Secara umum, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Apabila
kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus
dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan
menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
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Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda
untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah
Daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini
akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-
masing jenis kewajiban jangka pendek.

a.

Utang kepada Pihak Ketiga (Account Payable)

Ketika Pemerintah Daerah menerima hak atas barang atau jasa,
maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban
atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang
atau jasa tersebut,

Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk
melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat
ketentuan perundang-undangan.

Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

Pengukuran Utang Bunga (Accrued Interest)

Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilai
bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada
setiap akhir periode pelaporan sebagal bagian dari kewajiban
yang berkaitan.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode
harus dicatat sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat scjumlah yang akan
jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Lancar Lainnya
Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan
karakteristik masing-masing pos tersebut.

Utang Pemerintah yang tidak Diperjualbelikan dan yang

Diperjualbelikan

Penilaian utang pemerintah disesuaikan dengan Kkarakteristik

utang tersebut yang dapat berbentuk:

1) Utang Pemerintah yang tidak diperjualbelikan (Non-traded
Debt)
Nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak
diperjualbelikan (non-traded debt)] merupakan kewajiban
entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan
bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan
belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.
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Contoh dari utang pemerintah yang tidak dapat
diperjualbelikan adalah pinjaman bilateral, multilateral, dan
lembaga keuangan international seperti IMF, World Bank,
ADB dan lainnya. Bentuk hukum dari pinjaman ini biasanya
dalam bentuk perjanjian pinjaman (loan agreement).

Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga tetap, penilaian
dapat mengacu pada skedul pembayaran (payment
schedule) yang menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang
pemerintah dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif
bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau
dengan satu indeks lainnya, penilaian utang pemerintah
menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap,
kecuali tarif bunganya diestimasikan secara wajar
berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas
instrumen keuangan yang ada.

Utang Pemerintah vang diperjualbelikan (Traded Debt)
Akuntansi untuk utang pemerintah dalam bentuk yang
dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi
jumlah sisa kewajiban dari pemerintah pada suatu waktu
tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi.
Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga
jual atau hasil penjualan, penilaian pada saat jatuh tempo
atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya, dan
penilaian pada periode diantaranya untuk menggambarkan
secara wajar kewajiban pemerintah.

Utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan biasanya
dalam bentuk sekuritas utang pemerintah (government debt
securities) yang dapat memuat Kketentuan mengenai nilai
utang pada saat jatuh tempo.

Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai
pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto
atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang
pemerintah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto
ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari, Sekuritas
yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya
selama periode penjualan dan jatuh tempo, sedangkan
sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan
berkurang.

Sekuritas utang pemerintah yang mempunyai nilai pada
saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Surat Utang
Negara (SUN) baik dalam bentuk Surat Perbendaharaan
Negara maupun Obligasi Negara, harus dinilai berdasarkan
nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo bila
dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal,
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instrumen pinjaman pemerintah yang dapat diperjualbelikan
tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian
selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau
premium yang ada.
Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan
metode garis lurus.

h. Perubahan Vaulta Asing
Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan
menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya
transaksi.
Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut
kurs spot (spot rate). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang
mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, misalnya
rata-rata kurs tengah bank sentral selama seminggu atau
sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode
tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan,
penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat
diandalkan.
Pada sctiap tanggal neraca pos utang pemerintah dalam mata
uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan
menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang
asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat
sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.
Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan
diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih
kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul
dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa
periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui
untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan
perubahan kurs untuk masing-masing periode.

i. Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum
jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik (call feature) oleh
penerbit dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi
persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya
maka selisih antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat
netonya harus disajikan pada Laporan Operasional dan
diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai
bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.

Apabila harga perolchan kembali adalah sama dengan nilai
tercatat (carrying value) maka penyelesaian kewajiban sebelum
jatuh tempo dianggap secbagai penyelesaian utang secara
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normal, vaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan aset
yang berhubungan.

Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai
tercatat [(carrying value) maka, selain penyesuaian jumlah
kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada
juga disajikan dalam Laporan Operasional pada pos
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan
pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Tunggakan

Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah
jatuh tempo namun pemerintah tidak mampu untuk membayar
jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis
utang pemerintah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai
jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur
diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur,
Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah
tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka
{face) laporan keuangan.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Untuk
keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan di
dalam Catatan atas Laporan Kecuangan dalam bentuk Daftar
Umur Utang.

Restruturisasi Utang
Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan
utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara
prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak
boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi
kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran
kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru.
Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan
atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos
kewajiban yang terkait.
Restrukturisasi dapat berupa:
a) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk
tunggakan dengan utang baru; atau
b) Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu
mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang
ada. Penjadawal utang dapat berbentuk:
1) Perubahan jadwal pembayaran
2) Penambahan masa tenggang
3) Menjadawalkan kembali rencana pembayaran pokok dan
bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.
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l. Penghapusan Utang

Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur

kepada debitur, baik sebagian maupun scluruh jumlah utang

debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke

kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan

nilai utang di bawah nilai tercatatnya.

Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus

mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat

restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih
antara:

a) Nilai tercatat utang vang diselesaikan (jumlah nominal
dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi,
diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum
diamortisasi), dengan

b) Nilai wajar aset dialihkan ke kreditur.

Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga
diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik
utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

a. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal

sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera

dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal
pelaporan, misal pinjaman dari WorldBanlk.
b. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk
sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai
sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan
diskonto atau premium yvang belum diamortisasi. Jika sekuritas
utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai
sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual
dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama
periode penjualan hingga jatuh tempo., Sementara itu, jika
sckuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan
berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

3.1 Utang Jangka Pendek
a. Utang kepada Pihak Ketiga
Utang kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban
entitas pemerintah atas barang/jasa vang belum dibayar
sesuai kesepakatan/perjanjian atau sebesar dana yang
belum diserahkan kepada yang berhak. Dalam hal
kesepakatan atau perjanjian menyebutkan syarat
pembayaran (terms of payment) dengan diskon tertentu
untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu (misalkan
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2/10, n/30) maka nilai utang kepada pihak ketiga
ditentukan sebesar jumlah utang dengan atau tanpa
memperhitungkan diskon tergantung pada kebijakan
akuntansi pembayaran utang yang ditetapkan.

Dalam hal pihak ketiga/kontraktor membangun fasilitas
atau peralatan sesual dengan spesifikasi yang ada pada
kontrak  perjanjian dengan  pemerintah, dan 4
sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah
diserahterimakan tetapi belum dibayar sampai dengan
tanggal pelaporan, maka transaksi tersebut akan diakui
sebagai utang kepada pihak ketiga sebesar jumlah yang
belum dibavar.

. Utang Bunga

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini
adalah scbesar kewajiban bunga yang telah terjadi tetapi
belum dibayar olch pemerintah. Besaran kewajiban
tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya
dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang
telah disepakati oleh para pihak,

. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini
adalah scbesar kewajiban PFK vang sudah dipotong tetapi
oleh BUN/BUD belum disetorkan kepada yang
berkepentingan.

. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar
utang jangka panjang sebesar jumlah yang akan jatuh
tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek vang terjadi
karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di
neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta
denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh
peminjam sesuai perjanjian.

. Uang Muka dari Kas Umum Negara/Dacrah

Nilai yang dicantumkan di neraca sebesar saldo uang
muka yang belum disetorkan/dipertanggungjawabkan ke
kas negara sampai dengan tanggal neraca.

Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini
adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan
oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan
tanggal neraca.
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Utang Jangka Panjang
a. Utang Dalam Negeri - Non Perbankan

Obligasi

Utang Obligasi Negara/Daerah dicatat sebesar nilai
nominal/ par, ditambah premium atau dikurangi
diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal
Utang Obligasi Negara/Daerah tersebut mencerminkan
nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah
dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah
pada saat jatuh tempo. Dalam hal utang obligasi yang
pelunasannya diangsur, aliran ekonomi setelahnya,
seperti transaksi pembayaran, dan perubahan lainnya
sclain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan
menyesuaikan nilai tercatat (carrying amount) utang
tersebut. Apabila surat utang obligasi dijual di bawah
nilai par (dengan diskon), maupun di atas nilai par
(dengan premium), maka nilai pokok utang tersebut
adalah sebesar nilai nominalnya atau nilai jatuh
temponya, sedangkan diskon atau  premium
dikapitalisasi untuk diamortisasi sepanjang masa
berlakunya surat utang obligasi. Amortisasi premi atau
diskonto dapat menggunakan metode garis lurus atau
metode bunga efektif. Apabila surat utang obligasi
diterbitkan dengan denominasi valuta asing, maka
kewajiban tersebut perlu dijabarkan dan dinyatakan
dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs
tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Utang Pembelian Cicilan

Utang pembelian cicilan, baik yang bunganya
dinyatakan secara eksplisit maupun yang bunganya
disamarkan dalam bentuk cicilan anuitas, dicatat
scbesar nilai nominal. Khusus mengenai utang cicilan
anuitas, sctiap pelunasan harus dipecah menjadi unsur
pelunasan pokok utang dan pelunasan bunga.
Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan
dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata
uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral
pada tanggal neraca.

Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai vyang
disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK scbesar
nilai yang belum dibayar.,
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b. Utang Dalam Negeri - Perbankan

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian
merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang
disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman
belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut,
sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk
utang dalam negeri-perbankan adalah sebesar jumlah
dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman dan
disetorkan ke kas negara/daerah. Dalam perkembangan
selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan
mengurangi jumlah utang schingga jumlah yang
dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan
dikurangi dengan pelunasan.

4. Pengungkapan
Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang disajikan di bagian
kewajiban dalam neraca. Selain itu, informasi mengenai kewajiban
juga harus diungkapkan dalam CaLK Pemerintah Daerah. Adapun
hal-hal yang harus diungkapkan adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang

yvang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;

Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah

berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh

temponya;

Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan

tingkat bunga yang berlaku;

Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum

jatuh tempo;

Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:

* Pengurangan pinjaman;

= Modifikasi persyaratan utang;

* Pengurangan tingkat bunga pinjaman;

* Pengunduran jatuh tempo pinjaman;

* Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan

* Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan
periode pelaporan.

Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk

daftar umur utang berdasarkan kreditur,

Biaya pinjaman;

e Perlakuan biaya pinjaman;

e Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode
yang bersangkutan; dan

* Tingkat kapitalisasi vang dipergunakan
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Utang Jangka Pendek
a. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga pada umumnya merupakan utang
jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa
diterima. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini
disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos kewajiban jangka
pendek. Rincian utang kepada pihak ketiga diungkapkan di
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

. Utang bunga

Utang bunga merupakan kewajiban jangka pendek atas
pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian
utang bunga untuk masing-masing jenis utang diungkapkan
pada Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK). Utang bunga
diungkapkan dalam CalLK sccara terpisah.

. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang jangka pendek vang harus
segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang tersebut
disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos kewajiban jangka
pendek.,

. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca
scbagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar
Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis
utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

. Uang Muka dari Kas Umum Negara/Daerah

Uang Muka dari Kas Umum Negara/Daerah disajikan di
neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian uang muka
pada masing-masing bendahara pengeluaran diungkapkan di
CALK.

Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban
jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima
Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2 Utang Jangka Panjang

a, Utang Dalam Negeri ~ Non Perbankan

¢ Obligasi
Utang Obligasi Negara/Daerah disajikan dalam neraca
pada pos Utang Jangka panjang, yaitu sebesar nilai
tercatat (carrying amount). Carrying amount adalah pokok
utang ditambah/dikurangi sisa premium/diskon vang
belum diamortisasi.
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Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan atas
pos-pos neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis
utang dalam masing-masing denominasi, jatuh tempo,
tingkat dan jenis suku bunga, registrasi masing-masing
jenis obligasi, dan amortisasi diskon/premium, serta utang
obligasi yang sudah jatuh tempo tetapi belum dilunasi.

¢ Utang Pembelian Cicilan

Utang pembelian cicilan disajikan dalam neraca pada pos
Utang Jangka Panjang, yaitu sebesar nilai tercatat
(carrying amount). Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam
catatan atas laporan keuangan adalah rincian dari masing-
masing jenis utang cicilan, tanggal jatuh tempo masing-
masing cicilan, tingkat bunga baik yang eksplisit maupun
yang tersamar. Dalam hal bunga tersamar pada cicilan
anuitas maka perlu diungkapkan besaran bunga yang
tersamar pada anuitas bersangkutan.

« Utang Jangka Panjang Lainnya
Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan
klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang
kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerja sama
diungkapkan dalam CalLK.

b. Utang Dalam Negeri - Perbankan
Utang perbankan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.
Rincian utang perbankan diungkapkan di CALK berdasarkan
pemberi pinjaman.

K. Ekuitas
1. Definisi
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam Basis Akrual,
Pemerintah Daerah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.
Ekuitas diklasifikasikan ke dalam :
a) Ekuitas Awal;
b) Surplus/Defisit LO; dan
c) Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas

2. Pengakuan dan Pengukuran
Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan
berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka
panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan
pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan
pengakuan kewajiban.
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Pengungkapan

Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan
Perubahan Ekuitas., Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan CalLK.

L. Akuntansi Anggaran

I

Definisi

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan
pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu
pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.
Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur
anggaran yvang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan
pembiayaan, Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan
yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran
belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi
kredit anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan
dan anggaran dialokasikan.

Kegiatan penyusunan anggaran pemerintah daerah, yaitu APBD,
meliputi  perencanaan pendapatan dan pengeluaran. Pada
perencanaan pendapatan dilakukan estimasi penerimaan daerah
yang mungkin dicapai pada tahun yang akan datang, begitu juga
dengan pengeluaran rutin, termasuk belanja pegawai dan lain
sebagainya.

Pertimbangan Penggunaan Akuntansi Anggaran Dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Beberapa pemikiran dan inovasi terhadap sistem akuntansi akrual

pemerintah daerah yang “implementable” tanpa mengurangi

kualitas terhadap SAP adalah sebagai berikut :

a. Mempertimbangkan penggunaan teknik akuntansi anggaran di
Pemerintah Dacrah
Penggunaan teknik akuntansi anggaran memberikan
konsekuensi diperlukannya akun-akun untuk setiap pos
anggaran, dengan demikian setiap pos anggaran, dan mungkin
saja pos anggaran sampai dengan akun level 5 (rincian obyek)
harus disiapkan jurnal anggarannya. Di satu sisi, anggaran
pemerintah daerah memiliki banyak sckali rincian obyek
anggaran, dengan demikian akan banyak sekali pekerjaan
menjurnal anggaran ini, walaupun diotomatisasi oleh aplikasi
sistem sekalipun masih diperlukan verifikasi oleh verifikator
untuk memastikan apakah input jurnal anggaran sudah tepat.
Belum lagi jika pemerintah daerah menganut jurnal akuntansi
anggaran yang dilakukan bersamaan pula dengan jurnal
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realisasi anggarannya. Pada contoh diatas, jurnal anggaran
hanya dilakukan pada saat anggaran disahkan dan pada saat
jurnal penutupan,
b. Menyederhanakan mekanisme pencatatan akuntansi
Pemerintah Daerah
Penelaahan mekanisme teknik akuntansi anggaran yang
dilakukan sebelumnya menimbulkan pemikiran baru, yaitu
bagaimana menyvederhanakan sistem akuntansi pemerintah
dacrah yang scbenarnya tujuan akhirnya adalah membentuk
SAL. SAL ini sebenarnya boleh jadi adalah representasi dari
Kas yang posisinya ada di area penganggaran dimana pada
anggaran maupun LRA tidak ada komponen pos Kas.
Tantangan lainnya adalah bagaimana mensinergikan akuntansi
basis kas untuk menyajikan LRA dengan akuntansi basis
akrual untuk menyajikan LO. Dalam hal ini kita melihatnya
sebagai satu kesatuan sistem akuntansi yang utuh yang harus
terjaga keseimbangan hukum akuntansinya.
Setelah mengkaji laporan-laporan akuntabilitas yang fokus
pengukurannya jangka pendek (LRA dan LO) maka kita beralih ke
laporan yang fokus pengukurannya jangka panjang yaitu Neraca.
Tujuan penyajian neraca adalah menyajikan posisi keuangan agar
diketahui berapa aset bersih suatu entitas. Aset bersih suatu
entitas ditunjukan oleh eckuitas yang berarti kepemilikan. Imi
artinya neraca memberikan informasi berapa nilai keuangan yang
sebenarnya dimiliki oleh entitas, Nilai kepemilikan ini setiap
tahunnya dapat bertambah maupun berkurang seiring dengan
kinerja entitas yang ditunjukan oleh laporan akuntabilitas yang
fokus pengukurannya jangka pendek (umumnya 1 tahun
anggaran) yvang tidak lain dan tidak bukan adalah LRA dan LO.
Ekuitas atau Nilai Kepemilikan Pemda akan dipengaruhi oleh nilai
bottom line dari LRA dan LO oleh karena itu nilai bottom line
tersebut selalui dikutip untuk dimasukan ke nilai ekuitas sebagai
penjaga keseimbangan neraca dan juga untuk meng-update nilai
ekuitas yang baru.
Bottom line yang dimasukan ke ekuitas di neraca dari LO sudah
jelas adalah surplus/(defisit)-LO. Berbeda dengan LO yang bottom
line-nya bisa langsung diambil untuk dimasukan ke ekuitas,
bottom line LRA adalah SiLPA Tahun Berkenaan yang akan
menambah SAL scbelumnya. SiLPA Tahun Berkenaan ini pada
ekuitas direpresentasikan dengan nama akun Estimasi Perubahan
SAL yang merupakan rekening penampung dari akun Estimasi
Pendapatan, akun Estimasi Penerimaan Pembiayaan, akun
Apropriasi Belanja, akun Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan.
Perbedaan lainya, bottom line LO (surplus/(defisit)-LO) merupakan
akun definitif yang membentuk Ekuitas, sedangkan bottom line
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LRA yang sudah diurai kedalam akun Estimasi Pendapatan, akun
Estimasi Penerimaan Pembiayaan, akun Apropriasi Belanja, akun
Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan akun Estimasi
Perubahan SAL sebenarnya hanya akun perantara yvang digunakan
untuk mencatat transaksi realisasi anggaran yang berbasis kas.
Akun perantara ini secara filosofi membentuk ekuitas tetapi pada
teknis pelaksanaannya tidak akan pernah tersaji nilainya di neraca
pemerintah daerah, karena sudah keburu ditutup semua
(sekaligus menutup saldo akun realisasi anggaran) pada waktu
menyajikan LRA, khususnya LRA PD.

. Persamaan Akuntansi Anggaran

Untuk menyusun LO perlu dipahami persamaan akuntansi
berbasis akrual untuk mencatat jurnalnya. Persamaan akuntansi
akrual terkait penyusunan LO adalah sebagai berikut :

Aset Ekuitas

Berdasarkan persamaan akuntansi diatas dapat dipahami bahwa
ekuitas dibentuk dari penambahan aset dan dapat berkurang
karena adanya penambahan hutang. Sebaliknya ekuitas juga dapat
berkurang karcna adanya pengurangan aset dan dapat bertambah
karena pengurangan hutang. Persamaan akuntansi akrual tersebut
diatas dipengaruhi oleh aktivitas yang dicerminkan melalui
pergerakan pendapatan dan beban pada suatu periode. Hubungan
antara pergerakan pendapatan dan beban dengan persamaan
akuntansi akrual tersebut diatas digambarkan sebagai berikut :

Kay + Piutang s

Ferspdiagn's

Berdasarkan persamaan akuntansi diatas dapat dipahami bahwa
ckuitas dapat bertambah karena adanya penambahan pendapatan
yang berasal dari penambahan kas atau piutang dan dapat
berkurang karena adanya penambahan beban yang berasal dari
penambahan hutang atau pengurangan kas atau piutang atau bisa
juga beban,

Misalkan terdapat pemda yang pada suatu tahun anggaran
menerima kas dari pajak senilai RpS0. Transaksi tersebut dapat
digambarkan melalui persamaan akuntansi akrual sebagai berikut:
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chay

Selain menyusun LO yang berbasis akrual, Pemerintah Daerah juga
menyusun Laporan Realisasi Anggaran atau LRA berbasis kas
karena pada umumnya APBD masih disusun dengan basis kas.
APBD ini secara akuntansi juga memiliki persamaan akuntansi
tersendiri agar dengan siklus akuntansi dapat menyusun LRA.
Persamaan akuntansi APBD atau persamaan akuntansi anggaran
ditunjukan sebagai berikut:

EstimasiP Apraprigsi
endapals Belanja Estimasi

Perubahan

EstimasiP Aproprias

enerimda Pengeluar

Estimasi Perubahan SAL

Perjalanan SAL sudah berhenti pada saat penyusunan LRA FD.
Namun sejatinya LRA Pemda dan Laporan Perubahan SAL Pemda
sebenarnya terbentuk dari adanya anggaran dan adanya realisasi
anggaran yang semuanya mengkerucut pada pembentukan SAL.
Untuk kepentingan pencatatan (dalam rangka membentuk SAL)
baik saat penganggaran maupun realisasi anggaran digunakanlah
akun estimasi perubahan SAL {sebagai akun jalan pintas). Realisasi
dari anggaran secara logika pasti akan membentuk SAL baru,
namun SAL ini baru terbentuk setelah LRA Pemda tersusun yang
kemudian membentuk SAL di Laporan Perubahan SAL, dengan
demikian SAL ini tidak perlu kodefikasi akun. Pemikiran-pemikiran
inilah yang akhirnya mendasari lahirnya persamaan akuntansi
anggaran berikut ini:
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Berdasarkan persamaan akuntansi anggaran yang telah dijelaskan,
dapat dipahami bahwa Estimasi Perubahan SAL dibentuk dari
penambahan Estimasi Pendapatan dan Estimasi Pembiayaan dan
dapat berkurang karena adanya penambahan Apropriasi Belanja
dan Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan.

Penciptaan akun Estimasi Perubahan SAL sebenarnya merupakan

penyederhanaan istilah karena baik akun surplus/(defisit) yang

dianggarkan, pembiayaan netto yang dianggarkan dan SilPA Tahun

Anggaran Berkenaan, semua digunakan untuk menentukan apakah

SAL itu akan bertambah atau berkurang, Jika menciptakan nama

akunnya adalah Estimasi Penambahan/Pengurangan SAL

dipandang terlalu panjang, maka terciptalah nama akun Estimasi

Perubahan SAL.

Selain untuk penyederhanaan istilah, akun Estimasi Perubahan

SAL ini merupakan jalan pintas pelaksanaan akuntansi anggaran.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, jurnal-jurnal

menuju pembentukan SAL dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

a. Jurnal penutup yang menutup akun-akun temporer termasuk
akun anggaran untuk menghasilkan realisasi surplus/(defisit)
dan pembiayaan netto;

b. Jurnal penutup realisasi surplus/(defisit) dan pembiayaan netto
untuk menghasilkan SiLPA Tahun Berkenaan;

c. Jurnal penutup SiLPA Tahun Berkenaan untuk menghasilkan
SAL. Ini pun juga tidak tepat karena yang dihasilkan
sebenarnya penambah SAL bukan SAL itu sendiri.

Ada 3 tahap untuk menutup akun temporer supaya terbentuk
penambahan/pengurangan SAL. Dengan menggunakan akun
estimasi perubahan SAL maka, 3 tahap jurnal penutup ini dapat
diringkas menjadi hanya 1 tahap yaitu jurnal penutup yang
menutup akun-akun temporer termasuk akun anggaran dan
menutup akun Estimasi Perubahan SAL itu sendiri.

Teknik akuntansi anggaran yang diperkenalkan disusun dengan

asumsi 1 entitas, padahal pemerintah daerah terdiri dari 2 entitas
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yaitu entitas pelaporan (pemda yang diwakili SKPKD) dan entitas

akuntansi (PD). Dengan demikian proses jurnal akan banyak

dilakukan di entitas-entitas tersebut, bukan di entitas besarnya
yaitu pemda. Jadi SAL tidak dibentuk dari jurnal tetapi dibentuk
dari pelaporan perubahan SAL yang merupakan turunan dari LRA

Pemda, dimana LRA Pemda berasal dari konsolidasi LRA-LRA PD.

Dengan demikian perjalanan estimasi perubahan SAL sebenarnya

sudah berhenti pada penyusunan LRA PD

Berdasarkan uralan-uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa

Estimasi Perubahan SAL :

1. Merupakan akun penyederhana istilah akun surplus/(defisit)
yang dianggarkan, pembiayaan netto yang dianggarkan dan
SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan agar langsung mengarah ke
pembentukan SAL. Ini disebabkan PUSAP mengarahkan untuk
tidak menggunakan teknik akuntansi anggaran, tetapi hanya
menjalankan akuntansi untuk mencatat anggaran.

2. Merupakan akun untuk jalan pintas jurnal penutup dalam
membentuk laporan-laporan keuangan khususnya dalam
menyusun LRA PD.

3. Merupakan akun penyangga persamaan akuntansi yang
komprehensif baik untuk pelaporan basis kas maupun basis
akrual agar pengendalian hukum akuntansi tetap terjaga
sckaligus juga menjadi penghubung antara akun anggaran dan
akun realisasinya.

5. Pengakuan
Pencatatan anggaran diakui saat terbit dokumen pelaksanaan
anggaran PD dan SKPKD.

6. Pengukuran
Pencatatan anggaran diukur dengan nilai nominal pada dokumen
pelaksanaan anggaran PD dan SKPKD.

M. Pendapatan
1. Definisi
1.1 Pendapatan LO
Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran vang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, Hak
pemerintah  tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO
apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas
suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi
pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk
sumber daya ekonomi,
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1.2 Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum
Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang
menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah
Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
Pendapatan-LRA terdiri dari pendapatan-LRA untuk SKPKD
dan pendapatan- LRA untuk PD. Pendapatan-LRA di SKPKD
meliputi Pendapatan Asli Dacrah, Pendapatan Transfer, Lain-
Lain Pendapatan Dacrah yang Sah, serta Pendapatan Non
Operasional. Pendapatan-LRA di PD meliputi Pendapatan Asli
Daerah.

2. Pengakuan
2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat hak Pemerintah Daerah

vang diakui sebagai penambah ckuitas dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar

kembali. Secara rinci, Pendapatan- LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan;

b, Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk
sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan

perundang- undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk

menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat

dircalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah

Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pengakuan

pendapatan LO dapat terjadi di SKPKD dan PD.

Berikut adalah pengakuan pendaptan-LO pada level SKPKD:
a. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang
diperoleh pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan
Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat
dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui
Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil
Eksekusi Jaminan.
1) PAD Mclalui Penetapan
PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda
atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan,
Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda
Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui
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ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan (SK) atas
pendapatan terkait.
2] PAD Tanpa Penctapan
PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah
Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito,
Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah,
Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan
Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari
Angsuran/Cicilan  Penjualan, dan  Hasil dari
Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-
pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah
melakukan pembayaran, baik melalui Bendahara
Penerimaan SKPKD maupun langsung ke Rekening Kas
Umum Daerah.
3} PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan
Pendapatan hasil eksekusi Jaminan diakui saat pihak
ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat
tersebut, SKPKD akan mengeksekusi uang jaminan
vang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya
sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini
dilakukan berdasarkan bukti memorial dari SKPKD.
Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer merupakan penerimaan uang yang
berasal dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan
dana perimbangan dari Pemerintah Pusat Pendapatan
transfer pada saat kas diterima dan pada saat terdapat
pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak yang
melakukan transfer kepada entitas penerima.
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-Lain Pendapatan Dacrah yang Sah merupakan
kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam
kategori pendapatan sebelumnya. Pada SKPKD, Lain-Lain
Pendapatan Daerah yang Sah dapat meliputi Pendapatan
Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya,
Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam  Negeri,
maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Lain-Lain
Pendapatan Daerah yang Sah diakui saat Naskah
Perjanjiannya telah ditandatangani. Hibah yang berupa
barang dicatat scbagai pendapatan operasional, apabila
perolehan hibah aset tetap memenuhi kriteria perolehan
aset donasi.Hibah dana BOS yang diterima langsung oleh
PD dan merupakan kelompok lain-lain pendapatan yang
sah sebagaimana diatur dalam peraturan tentang
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pengelolaan keuangan daerah diakui/dicatat pada LRA
SKPKD (BUD) berdasarkan..

Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain
Surplus Penjualan Aset Tetap, Surplus Penyelesaian
Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya, Pendapatan Non Operasional diakui
ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan
(misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus
Penjualan Aset Tetap) telah diterima.

Sedangkan pengakuan pendapatan-LO pada level PD Kabupaten

Lamongan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah
Merupakan Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut
berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat
di kelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu:

1)

2)

Pendapatan Pajak Official Assessment

yang merupakan kelompok pendapatan pajak yang
didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib
pajak yang bersangkutan. Contoh pendapatan yang
termasuk dalam kelompok pendapatan pajak tipe ini adalah
Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Air Permukaan.
Pendapatan-pendapatan  tersebut diakui  ketika telah
diterbitkan penctapan berupa Surat Ketetapan atas
pendapatan terkait;

Pendapatan Pajak Self Assessment

Pajak tipe ini merupakan kelompok pendapatan pajak yang
didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak
(self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh
wajib  pajak  berdasarkan perhitungan tersebut.
Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak
vang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih
bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Contoh
pendapatan pajak yang termasuk dalam kelompok
pendapatan pajak tipe ini adalah pajak hotel, pajak
restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak
bahan bakar kendaraan bermotor, pajak parkir, pajak air
bawah tanah, pajak air permukaan, pajak sarang burung
walet, pajak lingkungan, pajak mineral bukan logam dan
batuan, serta beaperolehan hak atas tanah dan bangunan.
Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah
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diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan atas
pendapatan terkait;

3) Pendapatan Pajak diterima dimuka Official Assessment
Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang
pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk
memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.
Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan
telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat
uang telah diterima.

4) Pendapatan Retribusi Self Assessment
Untuk pendapatan retribusiini, pembayaran diterima untuk
memenuhi  kewajiban di  periode berjalan. Contoh
pendapatan retribusi tipe ini adalah retribusi jasaumum.
Pendapatan-pendapatan ini diakui ketika pembayaran telah
diterima.

5) Pendapatan Retribusi Official Assessment
Pembayaran retribusi ini dilakukan bersamaan atau setelah
SKR terbit. Contoh pendapatan retribusi tipe ini adalah
retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah
diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

Dengan mempertimbangkan meckanisme alokasi dan penyaluran
seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pengakuan
pendapatan transfer masuk yang dapat dikatakan pasti jumlah
dan waktunya adalah DAU, Penyaluran DAU dilakukan oleh
Pemerintah Pusat setiap awal bulan sebesar 1/12 (satu per
duabelas} dari nilai alokasi, sehingga setiap awal bulan jumlah
tersebut akan diterima oleh RKUD, Dalam hal daerah terkena
sanksi penundaan, hal tersebut tidak mengurangi jumlah yang
menjadi hak daerah sehingga tetap dapat diakui setiap bulannya.

Selain  jenis transfer DAU, terdapat dua titik pengakuan
Pendapatan Transfer LO, yaitu pada saat kas diterima dan pada
saat terdapat pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak vang
melakukan transfer kepada entitas penerima. Alokasi merupakan
pagu hak bagi dacrah dalam satu tahun anggaran untuk menerima
penyaluran secara periodic berdasar persyaratan-persyaratan
tertentu. Dapat terjadi nilai vang dialokasikan tidak disalurkan
seluruhnya karena terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi.
Selain itu, pengakuan pendapatan transfer LO berdasar kas yang
diterima juga mencerminkan kinerja pendapatan dalam suatu
periode dalam satu tahun anggaran bagi entitas penyalur. Artinya,
jumlah transfer yang dilakukan oleh entitas penyalur disesuaikan
dengan kinerja pendapatan pada periode yang sama.
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Ada kalanya informasi mengenai kurang bayar/salur disampaikan
entitas penyalur sebelum entitas penerima menerbitkan laporan
keuangan. Apabila terjadi demikian maka kurang bayar/salur
tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan. Namun,
dapat pula terjadi informasi tersebut baru diterima olch entitas
penerima setelah laporan keuangan cntitas penerima diterbitkan.
Apabila terjadi hal tersebut maka entitas penerima dapat
mengakui  informasi kurang bayar tersebut sebagai dasar
pengakuan pendapatan operasional pada tahun diketahuinya
informasi tersebut.

Selain yang telah disebutkan di atas, ada jenis transfer yang
karena kebijakan Pemerintah Pusat, entitas penerima mempunyai
kewajiban untuk meneruskan menyalurkan kepada entitas-entitas
vang berhak yang bukan bagian dari entitas penerima sesuai
ketentuan, Dengan kata lain, entitas penerima transfer dari
Pemerintah Pusat tidak berhak menggunakan dana transfer
dimaksud, tetapi memiliki  kewajiban untuk  segera
menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan.
Untuk jenis transfer masuk seperti ini, tidak diakui sebagai
pendapatan, namun diakui sebagai utang. Contoh jenis transfer
ini adalah Dana BOS dan Dana Desa,

Dana BOS disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah
dacrah provinsi, untuk sclanjutnya pemerintah provinsi
berkewajiban menyalurkannya kembali kepada satuan pendidikan
yaitu sekolah yang sebagian besar bukan merupakan bagian dari
unit kerja pemerintah provinsi. Penyaluran ini dilakukan
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dana
di rekening kas umum daerah. Terdapat tiga kelompok sekolah
penerima Dana BOS, yaitu sekolah negeri di bawah pemerintah
provinsi, sekolah negeri pada pemerintah kabupaten dan kota,
serta sekolah swasta.

Dari penjelasan di atas, penerimaan Dana BOS oleh unit sekolah
yang berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota
diakui sebagai pendapatan oleh pemerintah kabupaten/kota.
Sedangkan untuk Dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta
tidak diakui olch pemerintah kabupaten/kota karena bukan
merupakan bagian dari entitas pemerintah kabupaten /kota.

Perlu dijelaskan pula bahwa pengeluaran dana BOS ke sekolah
swasta walaupun bukan bagian dari entitas pemerintah provinsi
bukan merupakan beban transfer, melainkan merupakan beban
operasional atau belanja pemerintah provinsi. Dengan kondisi
tersebut, Dana BOS yang diterima provinsi yvang akan menjadi
beban operasional atau belanja untuk sckolah swasta diakui
sebagai Pendapatan Transfer LO.
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Pendapatan-LO diakui pada saat:
a, Timbulnya hak atas pendapatan;
b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber
daya ekonomi.
Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-
undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih
pendapatan. Contohnya adalah penetapan yang dilakukan atas
kekurangan pembayaran Pajak Daerah dengan menggunakan
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
Selanjutnya sesuai dengan aturan yang berlaku, Pendapatan-LO
yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima
oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
Contohnya adalah Wajib Pajak Daerah melakukan penyetoran atas
kewajiban perpajakannya tanpa terlebih dahulu adanya penagihan
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Pengembalian Pajak

Wajib Pajak dalam sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia,
dimungkinkan membayar ke kas Daerah lebih besar dari pada
kewajibannya pada suatu masa atau tahun pajak. Untuk itu,
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas
kelebihan pembayaran pajaknya.

Dokumen sumber pencatatan pengembalian Pajak-LO antara lain
surat ketetapan kelebihan pajak yang diterbitkan oleh otoritas
perpajakan daerah. Contoh dokumen sumber pengembalian pajak
adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).

2,2 Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat penerimaan Rekening Kas

Umum Daerah atau entitas lainnya di bawah pemerintah

daerahyang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada RKUD

mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUN/RKUD.

b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan
yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga
tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD,
dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut
merupakan bagian dari BUN/BUD.

c. Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan
digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD,
dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya
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kepada BUN/BUD luntuk diakui sebagai pendapatan
negara/dacrah.

d. Pendapatan Kkas yang berasal dari hibah langsung
dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai
pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib
melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai
pendapatan negara/daerah.

e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas
pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh
BUN/BUD, dan BUN/BUD mengakuinya sebagai
pendapatan,

Berdasarkan hal tesebut, Pendapatan Pajak Daerah-LRA,

diakui pada saat:

a. Pendapatan kas tclah diterima pada RKUD.

b. Pendapatan kas diterima oleh bendahara penerimaan.

c. Pendapatan kas diterima entitas lain di luar entitas
pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan
olch BUD.

Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LRA

adalah bukti pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak ke

Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan.

Dalam hal Wajib Pajak terlambat memenuhi kewajibannya
dalam pembayaran pajak, maka Wajib Pajak bersangkutan
akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga/denda
vang umumnya dinyatakan dengan diterbitkannya Surat
Tagihan Pajak Daerah (STPD). Pengakuan penerimaan denda
pajak akan dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah-LRA pada saat kas denda pajak daerah tersebut
diterima di Kas Daerah atau di Bendahara Penerimaan.

3. Pengukuran

3.1

Pendapatan LO

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas
bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan
tidak mencatat jumlah netonya (sctelah dikompensasikan
dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap
pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap
pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih
dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto
dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan
mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur
mengenai badan layanan umum,
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Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring)
atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada
periode sebelumnya  dibukukan sebagai pengurang
pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang
(nonrecurring) atas pendapatan-LO vang terjadi pada periode
penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang
pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan
pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas
pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya
dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode
ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan Transfer LO diakui dan dicatat scbesar kas yang
diterima oleh Pemerintah Daerah dan/atau sebesar
pengakuan kurang salur oleh Pemerintah Daerah penyalur.
Nilai penerimaan kas didasarkan pada penyaluran transfer
yang diterima di rekening Pemerintah Daerah pada bank atau
RKUD. Selain itu Pendapatan Transfer LO atas kurang salur
dicatat sebesar nilai yang akan diterima yang ditetapkan
dalam peraturan mengenai kurang salur dimaksud.

Dapat pula terjadi Pendapatan Transfer LO disesuaikan jika
pada akhir periode pelaporan atau sebelum laporan keuangan
terbit diketahui terdapat kelebihan salur. Kelebihan salur
dapat terjadi terutama disebabkan oleh Pemerintah Daerah
penyalur. Misalnya DBH SDA yang disalurkan setelah
diperhitungkan dengan prognosa realisasi pendapatan yang
dibagihasilkan lebih besar dari yang seharusnya. Dalam hal
terjadi  demikian, kelebihan salur dimaksud menjadi
pengurang pendapatan vang telah diakui sebelumnya pada
tahun pelaporan. Di sisi lain, apabila lebih salur dari hasil
perhitungan selisih antara DBH berdasarkan penerimaan
definitif yang lebih kecil dibanding DBH berdasarkan
prognosa diketahui pada periode setelah laporan keuangan
Pemerintah Daerah penerima terbit, maka pengakuan atas
pengurang pendapatan dilaporkan pada laporan operasional
tahun diketahuinya lebih salur tersebut. Untuk Kurang
bayar/salur diakui sebesar ketetapan dariPemerintah Dacrah
penyalur yvang dapat berupa laporan keuanganPemerintah
Dacrah penyalur yvang telah diaudit, pemberitahuan, atau
dalam bentuk produk hukum peraturan/keputusan,

Pendapatan Perpajakan-LO diukur sebesar nilai nominal

yaitu:

a. Nilai aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah
untuk self assessment.
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b. Nilai aliran masuk yang akan diterima pemerintah untuk
official assessment.

Akuntansi pendapatan Pendapatan Pajak Daerah-LO
dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan Pajak
Daerah-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap
pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih
dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto
dapat dikecualikan.

Pendapatan LRA

Akuntansi pendapatan-LRA Pemerintah Daerah dilaksanakan
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA
bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan
tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses
belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan
mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur
mengenai badan layanan umum daerah,

Pengembalian yang sifatnya sistemik [normal) dan berulang
(recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode
penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan
sebagai pengurang pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang
(nonrecurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi
pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai
pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama. Koreksi
dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring)
atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode
sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran
Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian
tersebut.

Pendapatan Non Perpajakan
Pendapatan Nonperpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang
yang masuk ke kas negara/daerah scbagaimana dokumen
sumber bukti setornya. Akuntansi Pendapatan
Nonperpajakan-LRA dilaksanakan dengan menggunakan asas
bruto, yaitu pendapatan dicatat sebesar nilai brutonya tanpa
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dikurangi/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan
untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA
bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud
dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan
proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang
vang masuk ke kas dacrah dari sumber pendapatan dengan
menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa
dikurangkan/dikompensasikan  dengan belanja  yang
dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar
nominal uang yang keluar dari kas daerah.

Akuntansi pendapatan Pajak Daerah-LRA dilaksanakan
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya
{setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal
besaran pengurang terhadap pendapatan Pajak Daerah-LRA
bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud
dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan
proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pencatatan dan Penyajian
3.4.1 Pendapatan LO
Pendapatan Perpajakan-LO disajikan pada Laporan
Operasional per jenis pajak dalam 10 mata uang
rupiah. Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dalam
Laporan Operasional. Pendapatan Pajak Daerah-LO
disajikan dengan membandingkan realisasi Pendapatan
Pajak Daerah-LO tahun berkenaan dengan realisasi
tahun sebelumnya.

Transfer masuk yang diterima oleh Pemda pada
umumnya dicatat dan disajikan sebagai pendapatan.
Namun, atas kelebihan penyaluran transfer
sebagaimana telah dijelaskan di atas, akan
dikategorikan sebagai utang. Penjelasan yang memadai
atas pendapatan transfer diungkapkan dalam catatan
atas laporan keuangan.

Pada akhir periode atau pada saat diketahui adanya
kurang bayvar/salur yang belum diterima maka kurang
bayar/salur dimaksud akan menambah pendapatan
dan dicatat sebagai piutang. Apabila informasi Kurang
bayar/salur tersebut diketahui sebelum laporan
keuangan diterbitkan maka kurang bayar/salur
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tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan.
Apabila informasi kurang bayar/salur diketahui setelah
laporan keuangan diterbitkan, maka Pemerintah
Daerah penerima mengakui kurang bayar/salur
transfer tersebut sebagai pendapatan tahun berjalan.
Jika piutang transfer dimaksud hingga akhir periode
belum dibayar maka diungkapkan dalam catatan atas
laporan keuangan per jenis piutang transfer.

Pada saat diketahui terdapat kelebihan penerimaan
dana transfer, dicatat sebagai pengurang pendapatan
transfer.

3.4.2 Pendapatan LRA
Pendapatan Perpajakan-LRA disajikan pada Laporan
Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas per jenis
pajak dalam mata wang rupiah.
Pendapatan Pajak Daerah-LRA disajikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran dengan membandingkan antara
anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA
tahun berkenaan serta realisasi Pendapatan Pajak
Daerah-LRA tahun sebelumnya,

4. Pengungkapan

4.1

4.2

Pendapatan-LO

Pendapatan-LO disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam
laporan operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan
disajikan dalam CaLK.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dan dijelaskan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan mengenal Pendapatan Pajak Daerah-

LO antara lain adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan,
pengukuran Pendapatan Pajak Daerah-LO;

b. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO per jenis pajak.

Pendapatan LRA

Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam
laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis
pendapatan disajikan dalam CalLK.

Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material
antara anggaran dan realisasinya, sangat dianjurkan untuk
diungkapkan dalam CalLK.

Pendapatan Perpajakan-LRA yang dilaporkan pada Laporan
Realisasi Anggaran diungkapkan secara memadai dalam
Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi tersebut antara
lain:
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Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan
pengukuran Pendapatan Perpajakan-LRA.

Informasi tentang kebijakan keuangan, ekonomi makro,
pencapaian target APBD, berikut kendala dan hambatan
yang dihadapi dalam pencapaian target, serta daftar-daftar
yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu
untuk dijelaskan.

Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah-
LRA per jenis pajak.

Pendapatan Nonperpajakan-LRA yang dilaporkan pada
Laporan Realisasi Anggaran diungkapkan secara memadai
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi tersebut
antara lain:

a.

b.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan
pengukuran Pendapatan nonperpajakan-LRA;

Perubahan peraturan perundangan terkait pendapatan
nonperpajakan.

N. Beban, Belanja, Transfer, Pembiayaan dan SiLPa/SiKPA/SAL
1. Definisi
a. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang
timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang
berdampak pada penurunan ckuitas, baik berupa pengeluaran,
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (menurut
jenis beban) vang meliputi:

1)

Beban Pegawai

2) Beban Barang dan Jasa
3) Beban Bunga
4) Beban Subsidi
5) Beban Hibah
6) Beban Bantuan Sosial
7) Beban Lain-lain/Tidak Terduga
8) Beban Transfer
9) Beban Piutang Tak Tertagih
2. Pengakuan

Beban diakui pada saat:

1) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat
terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan
aset Dbersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah
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penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset
tidak berwujud.
2) Terjadinya konsumsi aset
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset dalam
Pemerintah Daerahadalah saat terjadinya:
a) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului
timbulnya kewajiban; dan/atau
b) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah
Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran
perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi,
dan penggunaan persediaan.
3) Timbulnya kewajiban.
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak
dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas
dari Kas Umum Daerah. Timbulnya kewajiban antara lain
diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang
belum dibayarkan. Contohnya adalah diterimanya tagihan
rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar
Pemerintah Daerah.

3. Pengukuran
a) Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat
dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar
Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang
menjadi dasar pengeluaran Daerah kepada pegawai dimaksud.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban pegawai yang terjadi pada periode
yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai
pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima
pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban
pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal
mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan
pembetulan/pengurangan pada akun ckuitas.

b) Beban Barang dan Jasa
1) Beban Persediaan
Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.
Pencatatan beban persediaan hanya dilakukan pada akhir
periode akuntansi, Beban persediaan dihitung berdasarkan
hasil inventarisasi fisik, yaitu dengan cara menghitung saldo
awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan
persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan
berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya
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nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode
penilaian yang digunakan.

2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas
Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat
sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan
dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa
Pengguna Anggaran.

Korcksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan
perjalanan dinas yang terjadi pada periode terjadinya beban
dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan
pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode
berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban jasa,
pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan
scbagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan
penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada
akun ekuitas.

Beban Bunga Utang

Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yvang telah terjadi atau
jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu, Besaran beban
bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas
pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal
lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian
pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada
prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga
biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian
pemberian pinjaman untuk mencegah dispute/perselisihan
dikemudian hari.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban bunga yang terjadi pada periode
beban dibukukan sebagai pengurang beban bunga pada periode
yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya,
koreksi/penerimaan kembal beban bunga dibukukan dalam
pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan
beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun
ekuitas,

Beban Subsidi

Pengukuran beban subsidi didasarkan pada nilai nominal
sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak Kketiga
yang telah mendapatkan  persetujuan dari pejabat
perbendaharaan.
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Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban subsidi yang terjadi pada periode
beban dibukukan sebagai pengurang beban subsidi pada
periode vang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya,
koreksi/penerimaan kembali beban subsidi dibukukan dalam
pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan
beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun
ekuitas.

Beban Hibah

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal
yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam
bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa
tersebut saat terjadinya transaksi.

Koreksi dan Pengembalian Beban Hibah

Penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban
dibukukan scbagai pengurang beban hibah pada periode yang
sama. Apabila  diterima pada periode berikutnya,
koreksi/penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam
pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan
beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun
ekuitas.

Beban Bantuan Sosial

Beban bansos diukur sebesar nilai bantuan sosial berupa
uang/barang/jasa yang telah diserahkan kepada masyarakat
penerima bansos.

Pemerintah Daerah dalam pengukuran Beban Bantuan Sosial
perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait
dengan penyaluran Bantuan Sosial, Penyaluran Bantuan Sosial
pada praktiknya sesuai peraturan teknis yang ditetapkan
pemerintah dapat disalurkan langsung oleh Pemerintah Daerah
yang bersangkutan kepada penerima bantuan sosial atau
melalui lembaga penyalur yang ditetapkan pemerintah.

Apabila Bantuan Sosial disalurkan melalui lembaga penyalur
kepada masyarakat, untuk mengukur nilai Beban Bantuan
Sosial, maka Pemerintah Daerah harus mendapatkan informasi
mengenai nilai yang telah disalurkan oleh Lembaga Penyalur
kepada masyarakat. Nilai Beban Bantuan Sosial tersebut diukur
hanya sebesar yang telah disalurkan oleh lembaga penyalur.
Untuk Bantuan Sosial berupa uang yang belum disalurkan
tersebut jika Pemerintah Daerah Pemerintah masih menguasai
uang yang masih berada di lembaga penyalur, maka Pemerintah
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Daerah juga harus melaporkan kas tersebut dalam Neraca.
Untuk Bansos dalam bentuk barang yang telah dikeluarkan
namun belum diserahkan ke masyarakat akan diakui sebagai
persediaan.

Persediaan yang berasal dari belanja bantuan sosial dalam
bentuk barang dinilai sesuai standar Akuntansi Persediaan,
disajikan sebesar:

a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

b. biaya standar apabila diproduksi sendiri;

c. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Penyaluran Bantuan Sosial dapat menimbulkan Kewajiban
apabila Pemerintah Daerah pemerintah belum menyalurkan
Bantuan Sosial yang sudah menjadi hak penerima bantuan
sosial, dan penerima masih memiliki hak untuk memperoleh
bantuan sosial tersebut pada periode berikutnya/masa
mendatang.

Koreksi Dan Pengembalian Beban Bantuan Sosial

Penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban
dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada
periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya,
koreksi/penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan
dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan
penambahan beban  dilakukan dengan pembetulan/
pengurangan pada akun

ekuitas.

Beban Lain-Lain

Beban lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam
dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap/aset
lainnya dan telah mendapatkan persetujuan Pejabat
Perbendaharaan Satuan Kerja Kabupaten Lamongan.

Koreksi Dan Pengembalian Beban Lain-lain

Penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban
dibukukan sebagai pengurang beban lain-lain pada periode yang
sama. Apabila  diterima pada  periode  berikutnya,
koreksi/penerimaan kembali beban lain-lain dibukukan dalam
pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan
beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun
ekuitas.

Beban Transfer

Beban transfer diakui dan dicatat sebesar kas yang dikeluarkan
dan jumlah kewajiban yang belum disalurkan. Nilai pengeluaran
kas didasarkan pada penyaluran transfer yang dikeluarkan dari
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rekening kas umum daerah kepada rekening penerima. Selain
itu, kurang bayar/salur merupakan bagian dari beban transfer
yang diukur sebesar nilai yang seharusnya disalurkan sesuai
ketentuan perundang-undangan.

Koreksi Dan Pengembalian Beban Transfer

Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang terjadi
pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban
transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode
berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban transfer
dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam  hal
mengakibatkan  penambahan  beban  dilakukan dengan
pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

Beban Piutang Tak Tertagih
Beban penyisihan piutang dapat dilakukan dengan 2 metode
yaitu:
1) Metode Penyisihan Piutang
Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang
Tak Tertagih di muka sebelum piutang tersebut dihapuskan.
2) Metode Penghapusan Langsung.
Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang
Tak Tertagih hanya pada saat piutang tersebut benar-benar
tidak dapat ditagih lagi.
Beban piutang tak tertagih diukur dengan:
1) Metode Penyisihan Piutang
Beban Piutang Tak Tertagih diukur dengan cara
mengestimasi besarnya piutang yvang kemungkinan tak
tertagih.
2) Metode Penghapusan Langsung.
Beban Piutang Tak Tertagih diukur sebesar jumlah
piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih kembali.

4. Pengungkapan
Beban disajikan dalam laporan operasional Pemerintah Daerah

akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai
rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus
diungkapkan dalam CaLK sehingga menghasilkan informasi yang
andal dan relevan.

b. Belanja

1.

Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Dacrah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah,
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Berdasarkan klasifikasi ekonomi belanja dibagi menjadi 8 jenis
yaitu belanja pegawai, belanja barang. belanja modal, belanja
bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan
sosial, dan belanja lain-lain,

2. Pengakuan

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran
dari Rekening Kas Umum Daerah.Untuk belanja yang dananya
berasal dari hibah dana BOS diakui/dicatat pada LRA PD
berdasarkan.

3. Pengukuran
Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan
tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk
pengeluaran dari Kas Daerah (SP2D) dan diukur berdasarkan
azas bruto.

4. Pengungkapan
Belanja Pemerintah Daerah disajikan dan diungkapkan dalam:
aj Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran daerah;
b) Laporan Arus Kas masuk kategori Aktivitas Operasi;
¢) Laporan Arus Kas masuk kategori Aktivitas Investasi;
d) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan
informasi,

c. Transfer

1. Definisi
Pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah pelaporan kepada
suatu Pemerintah Daerah pelaporan lain yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan. Contoh transfer adalah bagi
hasil pajak, bagi hasil pendapatan lainnya, bantuan keuangan ke
pemerintah daerah, bantuan keuangan desa dan bantuan
keuangan lainnya. Transfer, dalam hal ini, hanya ada dalam level
SKPKD.

2. Pengakuan
Transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah
daerah. Belanja transfer atau transfer keluar adalah pengeluaran
uang dari Pemerintah Daerah pelaporan ke Pemerintah Daerah
pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan, dana
penyesuaian, dan dana otonomi kKhusus oleh Pemerintah Pusat
serta dana bagi hasil oleh pemerintah daerah yang tidak akan
diterima kembali. Selain itu, juga terdapat mekanisme bagi hasil
yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada desa. Koreksi
atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang
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terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai
pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima
pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja
dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Lain-
lain-LRA.

Pendapatan transfer atau transfer masuk adalah penerimaan
wang dari Pemerintah Daerah pelaporan lain, misalnya
penerimaan dana perimbangan, dana penyesualan, dan dana
otonomi khusus yang diperoleh dari Pemerintah Pusat serta dana
bagi hasil dari pemerintah provinsi. Pendapatan LRA transfer
dicatat berdasarkan azas bruto, vaitu dengan membukukan
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah
di kompensasikan dengan pengeluaran)., Dalam hal besaran
pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel
terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan
terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas
bruto dapat dikecualikan. Pengembalian yang sifatnya sistemik
(normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan
transfer pada periode penerimaan maupun pada periode
sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Dalam hal terjadi pengembalian atas penerimaan Pendapatan

Transfer LRA, berdasarkan periodenya dapat dibagi menjadi:

a. Apabila terjadi pada periode yang sama dengan periode
penerimaan pendapatan, dibukukan sebagai pengurang
pendapatan pada periode yang sama;

b. Apabila terjadi pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai
pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya
koreksi dan pengembalian tersebut,

Selanjutnya tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Pada
Rekening Kas Umum Daerah, pengakuan pendapatan basis kas
didasarkan pada aliran kas masuk ke Pemerintah Daerah
pelaporan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu
dibayar kembali di kemudian hari., RKUD yang sebelumnya
merupakan satu-satunya tempat menampung pendapatan pada
pembatasan yang baru menjadi salah satu tempat penampungan
pendapatan. Pengaturan kewenangan pengakuan pendapatan
menjadi kewenangan bendahara umum sebagai subyek pengelola
kas negara atau kas daerah.

Sesuai pendapatan basis kas diakui pada saat:

1) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.

2) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan
yvang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal
pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan
bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
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3) Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung
tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat Pemerintah Daerah
penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui
scbagai pendapatan daerah.

4) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar
negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran
Pemerintah Daerah dengan syarat Pemerintah Daerah
penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui
sebagai pendapatan dacrah,

5) Pendapatan kas yang diterima Pemerintah Daerah lain di luar
Pemerintah Daerah pemerintah berdasarkan otoritas yang
diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai
pendapatan.

Praktik transfer dari Pemerintah Pusat ke daerah sesuai
dengan peraturan harus melalui RKUD. Sejak TA 2008,
Pemerintah Pusat menetapkan bahwa seluruh dana transfer
dari pusat hanya dapat dilakukan melalui satu rekening
pemerintah daerah, yaitu RKUD. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa Pendapatan Transfer LRA diakui pada saat
kas diterima pada kas daerah.

Sejalan dengan pengakuan pendapatan, pengakuan belanja
juga didasarkan pada pengeluaran kas dari Pemerintah Daerah
pelaporan., Mengingat bahwa fungsi otorisasi pengeluaran kas
dari Pemerintah Daerah secara umum terpusat pada BUD,
maka pada akhirnya pengeluaran kas sebagai belanja harus
mendapat pengakuan dari BUD, atau Pemerintah Daerah yang
diberi kewenangan untuk hal dimaksud.

3. Pengukuran
Transfer diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan
tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk
pengeluaran dari Kas Daerah dan diukur berdasarkan azas
bruto.

Belanja transfer atau transfer keluar diukur dan dicatat sebesar
nilai vang vang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah,
Dapat terjadi akibat lebih salur pada tahun sebelumnya,
dilakukan pemotongan atas penyaluran tahun berikutnya.
Dalam hal terjadi demikian, belanja transfer dicatat sebesar
pengeluaran kas bruto sebelum pemotongan.

Pendapatan Transfer LRA diukur sebesar kas yang diterima atau
yvang seharusnya diterima di RKUD.Kas yang diterima di RKUD
bisa kurang dari yang seharusnya diterima. Dalam hal terdapat
lebih salur pada TA sebelumnya, penyaluran akan dipotong oleh
pihak yang menyalurkan. Hal ini lazim terjadi pada pada
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penyaluran DBH. Dalam hal terjadi demikian, pendapatan
dicatat sebesar nilai brutonya dan nilai yang dipotong dicatat
scbagai pengurang SiLPA.

Pencatatan pemotongan sebagai koreksi SiLPA berdasarkan pada
PSAP nomor 10 paragraf 20 yang menyatakan bahwa koreksi
kesalahan atas penerimaan pendapatan LRA yang tidak berulang
vang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah
maupun mengurangi posisi kas, dalam hal laporan keuangan
sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas
dan akun Saldo Anggaran Lebih. SAL yang selama ini dikenal
pada Pemerintah Pusat, pada pemerintah daerah dikenal dengan
SILPA,

Pendapatan transfer LRA dinilai sebesar kas bruto yang diterima,
termasuk penerimaan akibat kurang bayar tahun-tahun
sebelumnya. Dapat terjadi kas yang diterima selain hak
Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan, dapat pula
termasuk hak Pemerintah Daerah tahun-tahun sebelumnya yang
belum disalurkan.

. Pengungkapan

Transfer Pemerintah Daerah disajikan dan diungkapkan dalam:

1} Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran daerah;

2) Laporan Arus Kas masuk kategori Aktivitas Operasi;

3) Laporan Arus Kas masuk kategori Aktivitas Investasi;

4) CalK untuk memudahkan pengguna mendapatkan
informasi.

d. Pembiayaan

1.

Definisi

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun

tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran

pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau

memanfaatkan surplus anggaran.

Jenis-jenis pembiayaan Pemerintah Daerah terdiri dari:

a) Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening
Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara
lain berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA)
daerah tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil
penjualan keckayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan
pinjaman dan/atau penerimaan  kembali pemberian
pinjaman.
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b) Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran
Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali
yang antara lain berupa pembayaran utang, pembentukan
dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan
jaminan sosial.

2. Pengakuan

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Daerah diakui pada saat
kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat
terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara
Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah. Sedangkan
pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari
Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan
pengeluaran pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa
bendahara Umum Dacrah,

3. Pengukuran

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai
nominal. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan
dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata
uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada
tanggal transaksi.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).

4. Pengungkapan
Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan

dalam LRA, Laporan Arus Kas (Aktivitas [nvestasi atau Aktivitas

Pendanaan), serta diungkapkan dalam CaLK.

Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara

lain:

a] Informasi tentang rincian penerimaan pembiayaan;

b} Informasi tentang rincian pengeluaran pembiayaan;

¢) Penjelasan mengenai selisih apabila nilai penerimaan/
pengeluaran pembiayaan berbeda.

e. SiLPa/SiKPA/SAL
1. Definisi
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SiLPA/SIiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi
pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan.
SAL adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi
SiLPA/SIKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun
berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
SiLPA/SiKPA disajikan pada LRA dan Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih. Sedangkan SAL disajikan pada Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih. SAL dipengaruhi oleh
SiLPA/SiKPA dan koreksi kesalahan pembukuan tahun
sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya
dilaporkan pada Laporan Konsolidasian.
Transaksi-transaksi yang mengoreksi SiLPA/SiKPA antara lain:
a) Pengembalian pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang
bersifat non - recurring.
b) Koreksi pengembalian penerimaan pembiayaan tahun
anggaran scbelumnya.
Transaksi-transaksi yang mengoreksi SAL antara lain adalah
koreksi kesalahan saldo Kas di BUD, Kas di Bendahara
Pengeluaran masing-masing PD, Kas di BLU, Kas Dana Kapitasi
dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan tahun anggaran
sebelumnya.

. Pengungkapan

SiLPA/SiKPA disajikan pada LRA dan LPSAL. Sedangkan SAL
disajikan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

0. Transaksi Transitoris (transaksi yang tidak mengubah posisi kas)

1.

Definisi

Transaksi Transitoris (nonanggaran) adalah transaksi kas yang

mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak
mempengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah.

Adapun jenis-jenis transaksi transitoris Pemerintah Daerah adalah

sebagai berikut:

a) Transaksi transito

Transaksi transito adalah transfer vang baik pemberian atau
penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara
pengeluaran.

b) Transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah transaksi kas
yang berasal dari potongan langsung gaji pokok dan tunjangan
keluargapegawai negeri/pejabat daecrah, dan tabungan
perumahanPegawai Negeri Sipil Daerah untuk disalurkan
kepada Pihak Ketiga.

¢) Transaksi pemindahbukuan dan kiriman uang
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Transaksi pemindahbukuan/kiriman uang menggambarkan
mutasi kas antar rekening Bendahara Umum Daerah. Dalam
hal terjadi pemindahbukuan antar rekening dari rekening
valas ke rekening rupiah atau rekening valas lainnya maka
perlu diakui adanya selisih kurs terealisasi. Selisih kurs
terealisasi tersebut dilaporkan dalam LRA dan Laporan
Operasional.

d) Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening
BUD
Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening
BUD merupakan transaksi antara rckening BUD dengan
rekening pihak ketiga yang discbabkan karena kesalahan
pemindahbukuan.

2. Pengungkapan
Transaksi transitoris disajikan dalam Laporan Arus Kas sebagai
Aktivitas Transitoris dan diungkapkan dalam CaLK.
Hal-hal yang diungkapkan pada CalLK antara lain:
a) Rincian jenis transaksi transitoris;
b) Pengaruh transaksi transitoris terhadap aset atau kewajiban.
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BAB I
KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKS] KESALAHAN, PERUBAHAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PERISTIWA LUAR BIASA

A. PENDAHULUAN

1.

Tujuan

Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi
Pemerintah Daerahatas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan
akuntansi dan peristiwa luar biasa.

2. Ruang Lingkup
Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, Pemerintah
Daerahharus melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan
kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa. Kebijakan ini
berlaku untuk Pemerintah Daerah pelaporan dalam menyusun
laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua
Pemerintah Daerah akuntansi, termasuk badan layanan umum
daerah, yang berada dibawah Pemerintah Daerah.

B. DEFINISI

1. Kebijakan akuntansi
Prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan,
dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu Pemerintah
Daerah pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.

2. Kesalahan
Penyvajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang
scharusnya, yvang mempengaruhi laporan keuangan periode
berjalan atau periode sebelumnya.

3. Koreksi
Tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam
laporan keuangan Pemerintah Daerah menjadi sesuai dengan yang
seharusnya.

4. Peristiwa luar biasa

Kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas
normal Pemerintah Daerah dan karenanya tidak diharapkan
terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah
Daerah sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap
realisasi anggaran atau asct/kewajiban,

C. KOREKSI KESALAHAN
Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau
beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan,
kesalahan mungkin timbul adanya: keterlambatan penyampaian bukti
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transaksi anggaran olech pengguna anggaran; kesalahan dalam
penetapan standar dan kebijakan akuntansi; kesalahan interpretasi
fakta; dan kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu
kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih
laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan
keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2
(dua) jenis vaitu Kesalahan yang tidak berulang, Kesalahan yang
berulang dan sistemik.

1. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan

tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2 (dua)

jenis:

a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode
berjalan.
Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada
periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang
tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang
bersangkutan dalam periode berjalan.

b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode
sebelumnya.
Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada
periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila
laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka
dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau
akun belanja dari periode yang bersangkutan.

2. Koreksi Belanja

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja  (sehingga
mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang
yvang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi
kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas,
apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,
maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-
lain, akun aset, dan akun ekuitas yang terkait.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja  (sehingga
mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang
yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi
kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas,
apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,
maka dilakukan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.
Koreksi kesalahan belanja dibagi menjadi 2 yaitu yaitu:
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a. Kesalahan yang menambah saldo kas
Contoh Pengembalian belanja pegawai Pemerintah Daerah
karena salah dalam perhitungan jumlah gaji, maka dikoreksi
dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.

b. Kesalahan yang mengurangi saldo kas
Contoh Terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang
belum dilaporkan, maka dikoreksi dengan mengurangi akun
ekuitas dan mengurangi saldo kas, Disamping mengoreksi
saldo kas dan pendapatan lain-lain juga perlu dilakukan
koreksi terhadap aset yang bersangkutan dan pos ckuitas,
sebagai contoh : belanja aset tetap yang di-mark-up dan setelah
dilakukan pemeriksaan, kelebihan belanja tersebut harus
dikembalikan, maka koreksi yang harus dilakukan adalah
dengan menambah kas dan pendapatan lain-lain serta
mengurangi pos asct tetap dan pos ckuitas.

3. Koreksi Pendapatan
Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yvang tidak
berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi
kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,
maka dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
Koreksi kesalahan pendapatan dapat dibagi 2 (dua):
a) Koreksi kesalahan yang menambah kas
Contoh Terdapat transaksi penyetoran bagian laba perusahaan
daerah yang belum dilaporkan, maka korcksi yang periu
dilakukan adalah menambah saldo kas dan ckuitas.
b) Koreksi kesalahan yang mengurangi kas
Contoh Terdapat kesalahan pengembalian pendapatan dana
alokasi umum karena kelebihan transfer, maka yang harus
dilakukan adalah mengurangi saldo kas dan ekuitas.
4. Koreksi yang tidak mempengaruhi kas
Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode
sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum
maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan,
maka dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada
periode ditemukannya kesalahan.

Kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas adalah belanja
untuk membeli perabotan Kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai
belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos
aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.

5. Kesalahan berulang
Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah Kesalahan yang
disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi,
contoh : pencrimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan
koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan
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pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik
tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi.

Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan
dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dapat
dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun
berjala.

D. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pemerintah Daerah perlu membandingkan laporan keuangan dari

waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan

arus kas, maka kebijakan akuntansi yang digunakan harus
diterapkan secara konsisten pada setiap periode,

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila

penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh

peraturan perundangan atau Standar Akuntansi Pemerintahan yang
berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan
menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, arus kas yang
lebih relevan dan lebih handal dalam penyajian laporan keuangan

Pemerintah Daerah.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai

berikut:

1. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian
yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian
sebelumnya; dan

2. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk Kkejadian atau
transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material,

3. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

E. PERISTIWA LUAR BIASA
Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi
yvang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan
bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian,
vang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-
peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa
luar biasa terpenuhi apabila kejadian yang dimaksud secara tunggal
menyebabkan penyerapan scbagian besar anggaran belanja tak
terduga atau dana darurat, sehingga memerlukan perubahan/
penggeseran anggaran secara mendasar.

Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat,
bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari
mata anggaran Belanja Tidak Terduga, peristiwa tersebut tidak dengan
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sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa
tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran
vang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal harus
menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan,
maka peristiwa tersebut layak dikategorikan peristiwa luar biasa.
Sebagai petunjuk, akibat dari penyerapan dana sebesar itu,
Pemerintah Daerah memerlukan perubahan anggaran atau
penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa, yang
seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tidak terduga atau
anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena
peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi
dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan
atau nilai aset/kewajiban Pemerintah Daerah.

Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut ini:

a. Tidak merupakan kegiatan normal dari Pemerintah Daerah;

b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang
ulang;

¢. Berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Daerah; dan

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau
posisi aset/kewajiban,
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BAB IV
AKUNTANSI DI BLUD

A. Pendahuluan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada
masyarakat, satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satuan kerja yang
menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum
(BLUD). Satuan kerja tersebut diberikan fleksibitas pengelolaan
keuangan dengan menerapkan praktik-praktik bisnis yang schat
untuk meningkatkan pelayanan tanpa mengutamakan keuntungan,
melakukan kegiatannya dengan prinsip efisiensi dan produktivitas.
Satuan kerja pemerintah dimaksud memberikan layanan publik,
seperti pemberian layanan barang/jasa, pengelolaan dana khusus,dan
pengelolaan kawasan.

Sesuai dengan ketentuan, satuan Kkerja vang menerapkan pola
pengelolaan  keuangan BLUD diberikan fleksibilitas pengelolaan
keuangan, antara lain pengelolaan pendapatan dan belanja,
pengelolaan kas, pengelolaan utang-piutang, pengelolaan investasi dan
pengadaan barang/jasa, kesempatan untuk mempekerjakan tenaga
profesional non Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta kesempatan
pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.

B. Pemerintah Daerah Akuntansi/Pemerintah Daerah Pelaporan

BLUD merupakan instansi di lingkungan pemerintah daerah yang

mengelola kekayaan daerah yvang tidak dipisahkan. Sebagai instansi

pemerintah daerah BLUD menerapkan kebijakan akuntansi
berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dalam menyusun
laporan keuangan.

BLUD adalah Pemerintah Daerah pelaporan karena merupakan satuan

kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang

mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, mempunyai
karakteristik sebagai berikut:

1. Pendanaan Pemerintah Daerah tersebut merupakan bagian dari
APBD;

2. Pemerintah Daerah tersebut dibentuk dengan peraturan
perundang-undangan;

3. Pimpinan Pemerintah Daerah tersebut adalah pejabat yang
diangkat atau ditunjuk;

4. Pemerintah Daerah tersebut membuat pertanggungjawaban baik
langsung kepada Pemerintah Daerah akuntansi/Pemerintah
Daerah pelaporan yang membawahinya dan secara tidak langsung
kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
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5. mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain
penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan
pinjaman sesuai dengan ketentuan;

6. memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;

7. mengelola sumber daya yang terpisah dari Pemerintah Daerah
akuntansi/Pemerintah Daerah pelaporan yang membawahinya;

8. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program
pemerintah; dan

9. laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor
eksternal.

Sclaku penerima anggaran belanja  pemerintah  (APBD) yang

menyelenggarakan akuntansi, BLUD adalah Pemerintah Daerah

akuntansi, vang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada

Pemerintah Daerah akuntansi/Pemerintah Daerah pelaporan yang

secara organisatoris membawahinya.

. Definisi

BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktivitas.

. Tujuan Laporan Keuangan BLUD

Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur

mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan

olech BLUD. Tujuan umum laporan Keuangan BLUD adalah

menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran,

saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas

BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan

dan untuk menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Daerah pelaporan

atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a, Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas BLUD,

b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya
eckonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;

c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan
penggunaan sumber daya ekonomi;

d. Menvediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap
anggarannya,
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e. Menyediakan informasi mengenai cara Pemerintah Daerah
pelaporan mendanai aktivitasnyva dan memenuhi kebutuhan
kasnya;

f. Menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai
penyeleénggaraan kegiatan BLUD; dan

g Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi
kemampuan dan kemandirian BLUD dalam mendanai
aktivitasnya.

E. Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan BLUD
Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD
berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk.

F. Komponen Laporan Keuangan BLUD

Laporan keuangan setidak-tidaknya terdiri dari Komponen-komponen

berikut ini:

a. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi
pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan
sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA
BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
1) Pendapatan-LRA;
2) Belanja;
3) Surplus/defisit-LRA;
4) Penerimaan pembiayaan;
5) Pengeluaran pembiayaan;
6) Pembiayaan neto; dan
7) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari Pemerintah
Daerah akuntansi/Pemerintah Daerah pelaporan yang
membawahinya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan
Pemerintah Daerah akuntansi/Pemerintah Daerah pelaporan yang
mengalokasikan anggaran tersebut.
Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD adalah alokasi anggaran
vang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh
BLUD kepada Pemerintah Daerah pelaporan yang mengalokasikan
anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir
vang diberikan oleh BUD kepada BLUD yang berada di bawah
pemerintah daerah/PD.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran BLUD Lebih menyajikan
informasi kenaikan atau penurunan Salde Anggaran Lebihtahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan
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Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara
komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1) Saldo Anggaran Lebih awal;

2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;

3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;

4} Korcksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;

5} Lain-lain; dan

6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan BLUD pelaporan mengenai
aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca BLUD
menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos
berikut:
1) Kas dan setara kas;
2} Investasi jangka pendek;
3) Piutang dari kegiatan BLUD;
4) Persediaan,
5) Investasi jangka panjang;
6) Aset tetap;
7) Aset lainnya;
8) Kewajiban jangka pendek;
9} Kewajiban jangka panjang; dan
10) Ekuitas.

. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya
ckonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola
oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Struktur LO BLUD
mencakup pos-pos sebagai berikut:

1) Pendapatan-LO;

2) Beban;

3) Surplus/Decfisit dari kegiatan operasional;

4) Kegiatan nonoperasional,

5) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;

6) Pos Luar Biasa; dan

7) Surplus/Defisit-LO.

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai
sumber, penggunaan, perubahan kas, dan sctara kas selama satu
periode akuntansi, dan saldo kas dan sectara kas pada tanggal
pelaporan pada BLUD. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan
berdasarkan :

1) Aktivitas operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
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- Pendapatan dari alokasi APBD;

- Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;

- Pendapatan layanan yang bersumber dari Pemerintah
Daerah

- akuntansi/Pemerintah Daerah pelaporan;

- Pendapatan hasil kerja sama;

- Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan

- Pendapatan BLUD lainnya.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan

untuk:

- Pembayaran Pegawai;

Pembayaran Barang;

Pembayaran Bunga; dan

Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa,

2) Aktivitas investasi

3)

4)

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
Penjualan Aset Tetap;

- Penjualan Aset Lainnya;

-  Penerimaan dari Divestasi; dan

- Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
- Perolehan Aset Tetap;

- Perolehan Aset Lainnya;

- Penyertaan Modal;

- Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan

- Perolehan investasi jangka panjang lainnya;
Aktivitas pendanaan
Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai
berikut:

- Penerimaan pinjaman; dan

- Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai
berikut:

- Pembayaran pokok pinjaman; dan

Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.

Aktivitas transitoris
Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan
PFK dan arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi
pengeluaran PFK.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ckuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan
paling kurang pos-pos sebagai berikut:

1)

Ekuitas awal;
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2} Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

3} Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas,
yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang
disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi
kesalahan mendasar, misalnya:

- Korcksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi
pada periode-periode sebelumnya; dan
- Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
4) Ekuitas akhir.
CaLK

Struktur CaLK sekurang-kurangnya adala sebagai berikut:

1) Pendahuluan

2) Kebijakan Akuntansi

3) Penjelasan pos-pos laporan keuangan BLUD

4) Kewajiban Kontinjensi

5) Informasi tambahan

G. Periode Laporan BLUD
Laporan keuangan BLUD disajikan paling kurang sckali dalam
setahun.

H. Pendapatan-LRA

1.

Definisi

Pendapatan-LRA adalah penerimaan BLUD yang menambah Saldo

Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan

yvang menjadi hak BLUD dan tidak perlu dibayar kembali oleh

BLUD.

Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.

Pendapatan bukan pajak pada BLUD yaitu:

1) Pendapatan layanan yang bersumbeér dari masyarakat adalah
imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada
masyarakat.

2) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah
pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain
berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk
menyerahkan barang/jasa.

3) Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada
LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan
Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional
yang berbasis akrual.

4) Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari Kerjasama
operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung
tugas dan fungsi BLUD.

5) Pendapatan APBD adalah pendapatan yang berasal dari DPA
APBD.
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6) Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah
Pendapatan BLUD lainnya, antara lain berupa:
- Jasa giro;
Pendapatan bunga;
Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang
asing; dan/atau
- Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan/atau pengadaan barang danjatau jasa oleh
BLUD
- Investasi; dan/atau
- Pengembangan Usaha

2. Pengakuan

Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang
diterima BLUD diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima
oleh bendahara penerimaan BLUD dan/atau diterima Kas BLUD.

3. Pengukuran

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto,
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat
jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto
(biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak
dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum
selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan,

Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui
berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan
bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

4. Pengungkapan

Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada CalLK.

I. Belanja BLUD

1

Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi Saldo
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi
(jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi BLUD,
yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Pengakuan
Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas oleh

bendahara pengeluaran BLUD dan/atau pengeluaran lewat rekening
Kas BLUD.
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Pengukuran
Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan

tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan
diukur berdasarkan azas bruto.

4. Pengungkapan

Penjelasan belanja secara rinci diungkapkan dalam CaLK.

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLU selama satu
pericde pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.

J. Pembiayaan BLUD

1.

Definisi

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran bersankutan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan
transaksi perolehan pinjaman. Penerimaan pembiayaan pada BLUD
terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima. Sementara,
pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan
pinjaman.

Pembiayaan pada BLUD terdiri atas penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan terdiri atas:

a. Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya
b. Divestasi

c. Penerimaan pinjaman

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:
a. Investasi
b. Pembiayaan pokok pinjaman

2. Pengakuan

Penerimaan pembiayaan dari penggungaan SILPA tahun
sebelumnya diakui berdasarkan LRA yang telah diaudit oleh BPK.
Sedangkan penerimaan pembiayaan dari Divestasi atau
penerimaan pinjaman diakui pada saat kas diterima pada rekening
BLUD, Pengeluaran pembiayaan BLUD diakui pada saat kas
dikeluarakan dari rekening BLUD.
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3. Pengukuran

Pembiayaan pada BLUD dicatat sebesar nilai nominal melalui
transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam
Pembiayaan Neto.

Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja,
serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu
periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Pengungkapan
Penjelasan Pembiayaan secara rinci diungkapkan dalam Catatan
atas laporan keuangan.

K. Pendapatan-LO

1.

Definisi

Pendapatan-LO adalah hak BLUD yang mengakibatkan

penambahan ekuitas bersih.

BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut

sumber pendapatan. Sumber pendapatan-LO pada BLUD

merupakan pendapatan bukan pajak. Pendapatan bukan pajak
pada BLUD yaitu:

1) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah
imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada
masyarakat,

2) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah
pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain
berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk
menyerahkan barang/jasa.

3) Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada
LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan
Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional
yang berbasis akrual.

4) Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerjasama
operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang
mendukung tugas dan fungsi BLUD.

5) Pendapatan APBD adalah pendapatan yang berasal dari DPA
APBD.

6) Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah
Pendapatan BLUD lainnya, antara lain berupa:

- Jasa giro;
Pendapatan bunga;
Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang
asing; dan/atau
Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
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penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh
BLUD
Investasi; dan/atau
- Pengembangan Usaha

2. Pengakuan

Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:

1) Timbulnya hak atas pendapatan
Pendapatan-LO pada BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas
suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan
peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya
hak untuk menagih imbalan,

2) Pendapatan direalisasi, vaitu adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi
Pendapatan-LO pada BLUD yvang diakui pada saat direalisasi
adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu
adanya penagihan.

. Pengukuran

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto,
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat
jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran),
Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto
(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak
dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan belum selesai,
maka asas bruto dapat dikecualikan,

Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui
berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan
bagian pendapatan vang merupakan hak mitra KSO.

Pengungkapan
Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada CaLK.

L. Beban

1.

Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yvang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi
ekonomi, Klasifikasi ekonomi untuk BLUD yaitu beban pegawai,
beban barang, beban penyisihan, dan beban penyisihan aset
tetap/amortisasi.
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2. Pengakuan

Beban pada BLUD diakui pada saat:

a. Timbulnya kewajiban.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak
dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas.

b. Terjadinya konsumsi aset.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat
pengeluaran kas kepada pihak lain vang tidak didahului
timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam
kegiatan operasional BLUD.

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
terjadi pada saat penurunan nilai aset schubungan dengan
penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu., Contoh
penurunan manfaat ckonomi atau potensi jasa adalah
penyusutan atau amortisasi.

3. Pengukuran
a. Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat
dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar
gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang
menjadi dasar pengeluaran dacrah kepada pegawai dimaksud.

b. Beban Persediaan
Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.
pencatatan beban persediaan hanya dilakukan pada akhir
periode akuntansi. Beban persediaan dihitung berdasarkan
hasil inventarisasi fisik, yaitu dengan cara menghitung saldo
awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan
persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan
berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya
nilainya dikalikan nilai per unit sesuai degan metode penilaian
yvang digunakan.

c. Beban Jasa
Beban jasa dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam
dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan
dari Kuasa Pengguna Anggaran.

d. Beban Pemeliharaan
Beban pemeliharaan dicatat sebesar nilai nominal yang tertera
dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan
persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran.
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¢. Beban Langganan Daya dan Jasa
Beban langganan daya dan jasa dicatat sebesar nilai nominal
yvang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah
mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran.

f. Beban Perjalanan Dinas
Beban jasa dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam
dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang telah mendapatkan peérsetujuan
dari Kuasa Pengguna Anggaran.

g. Beban Penyusutan
Beban penyusutan/amortisasi amortisasi dicatat sebesar nilai
yan gtelah disusutkan yang didasarkan pada niali buku
semesteran dan thuann, kecuali untuk penyusutan/amortisasi
pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun
pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan/amortisasi.
Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan metode garis
lurus. Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan/amortisasi
nilai aset tetap/aset tak berwujud dilakukan dengan
mengalokasikan beban penyusutan secara merata selama masa
manfaatnya. Persentase penyusutan yang dipakai dalam
metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat
disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan/amortisasi per
tahun.

h. Beban Bunga
Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau
jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban
bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu
atas pokok utang serta periode pembyaran bunga utang serta
hal lain jika ada, scbagaimana dinyatakan dalam perjanjian
pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada
prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga
biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian
pemberian pinjaman untuk mencegah dispute/perselisihan
dikemudian hari.

i. Beban Lain-lain
Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang
tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan
penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti
rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

4. Pengungkapan
Penjelasan beban secara rinc diungkapkan dalam CalLK.
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M. Kas dan Sctara Kas

1.

Definisi
Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas yang berasal
dari penerimaan BLUD. Kas pada BLUD merupakan bagian dari
Saldo Anggaran Lebih, BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat
mengelola kas yang bukan milik BLUD.
Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan
setara kas. Dana kas yang dimaksud antara lain:
a. Dana titipan pihak ketiga;
b. Uang jaminan; dan
c. Uang muka pasien rumah sakit.
Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBD diakui sebagai aset
lainnya. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada
tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai
pengurang ekuitas pada BLUD penambah ekuitas pada Pemerintah
Daerah.

Pengakuan

Kas diakui saat memenuhi definisi kas dan/atau setara kas yaitu
ketika kas diterima dan dikeluarkan oleh bendahara/Rekening Kas
BLUD.

Pengukuran
Kas dan sctara kas dicatat sebesar nilai nominal yang disajikan
sebesar nilai rupiahnya.

Pengungkapan
Penjelasan kas dan setara kas secara rinci diungkapkan dalam
CalLK.

N. Investasi

1.

Definisi

Investasi adalah aset yag dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
ckonomik seperti bunga, dividen, dan royalfi, atau manfaat sosial,
schingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat,

Investasi BLUD terdiri dari investasi jangka pendek BLUD, Untuk
investasi jangka panjang di BLUD, Sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan, BLUD tidak dapat melakukan investasi

jangka panjang kecuali atas persetujuan Bupati.

Investasi jangka panjang dimaksud adalah investasi nonpermanen
antara lain sebagai berikut:

a. Investas: pemberian pinjaman kepada pihak lain;

b. Investasi dalam bentuk dana bergulir;dan

¢. Investasi nonpermanen lainnya.
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2. Pengakuan

Investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah

satu kriteria:

a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa
pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi
tersebut dapat diperoleh pemerintah.

b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara
memadai (reliable).

Kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, walaupun
demikian, investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan
keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan
status BLUD sebagai Pemerintah Daerah peélaporan, dimana
scluruh sumber daya ckonomi yang digunakan BLUD dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani
masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD.

BUD sebagai pemilik investasi melaporkan juga investasi yang

dicatat oleh BLUD pada laporan keuangan BUD.

3. Pengukuran

Pengukuran untuk investasi jangka pendek adalah sebagai berikut:

a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya
saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya
perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi
investasi itu sendiri ditambah dengan komisi perantara jual beli,
jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka
perolehan investasi tersebut.

b. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya
dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai
nominal deposito tersebut,

Sedangkan pengukuran untuk investasi  jangka panjang
menggungakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Metode nilai bersih yang direalisasikan digunakan jika kepemilikan
investasi Pemerintah Daerah bersifat nonpermanen. Metode ini
digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual
dalam jangka waktu dekat. Apabila investasi jangka panjang
diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi
yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan,
atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolchannya tidak
ada.

Pengukuran investasi nonpermanen di neraca berdasarkan nilai

yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangkan

nilai investasi nonpermanen diragukan tertagih/direalisasikan dari
nilai awal investasi yang dicatat sebesar harga perolehan.Investasi
nonpermanen dapat dihapuskan jika investasi tersebut benar-benar
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sudah tidak tertagih/direalisasikan dan penghapusannya mengikuti
ketentuan yang berlaku,

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan
dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank
sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi dan pada neraca
dinyatakan pada tanggal pelaporan. Selisih yang dihasilkan antara
tanggal perolehan investasi dan pelaporan disajikan sebagai selisih
kurs pada neraca.

Pengaturan akun lainnya di neraca sclain kas dan investasi
merujuk pada penjelasan akun-akun lain di kebijakan akuntansi,

4. Pengungkapan
Penjelasan investasi secara rinci diungkapkan dalam Catatan atas
laporan keuangan.

. Penggabungan Laporan Keuangan BLUD Ke dalam Laporan Keuangan
Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan
Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan
keuangan Pemerintah  Daerah  akuntansi/Pemerintah  Daerah
pelaporan vang membawahinya,

Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD
dikonsolidasikan ke dalam LRA Pemerintah Daerah
akuntansi/Pemerintah Daerah pelaporan yang membawahinya,

Sesuai dengan karakteristik Pemerintah Daerah
akuntansi/Pemerintah Daerah pelaporan yang tidak berstatus BLUD,
unsur LRA Pemerintah Daerah tersebut terdiri dari pendapatan dan
belanja serta tidak mempunyai unsur surplus/defisit dan SiLPA.
Dalam hal Pemerintah Daerah akuntansi/pelaporan membawahi
satuan kerja BLUD, LRA konsolidasian Pemerintah Daerah
akuntansi/Pemerintah Daerah pelaporan tersebut mengikuti format
LRA BLUD.

Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit
yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Transaksi dalam
Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada Laporan Arus
Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah
pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan olch unit
yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Laporan Perubahan SAL BLUD tidak digabungkan pada laporan
keuangan Pemerintah Daerah pelaporan yang membawahinya karena
Pemerintah Daerah pelaporan tersebut tidak menyajikan Laporan
Perubahan SAL termasuk pemerintah daerah.

Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan
Perubahan SAL Bendahara Umum Daecrah dan Pemerintah Daerah
pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
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Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam
laporan keuangan Pemerintah Daerah yang membawahinya, perlu
dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (recyprocal
accounts) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal
dari Pemerintah Daerah akuntansi/pelaporan dalam satu Pemerintah
Daerah pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja
pada LRA yang berasal dari Pemerintah Daerah akuntansi/pelaporan,

P. Penghentian Satuan Kerja Blud Menjadi Satuan Kerja Biasa

Sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, pemerintah
dapat mencabut status pola pengelolaan keuangan BLUD pada satuan
kerja pemerintah daerah.

Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan
keuangan BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan
keuangan selayaknya Pemerintah Daerah akuntansi péemerintah
lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan
penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.,

Q. Contoh Format Laporan di BLUD

1. Contoh Format LRA BLUD
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXX
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUX TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X dan 20X0

(Dalam Rupah)|
1 | PENDAPATAN
2 Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat XXX XXX XX XNK
Pendapatan Jasa Layanan dari Pemerintah
Daerah Akuntans!/Pemerintah Dacrah
3 Peloparan XXX XK XX XX
Bl Pendapatan Hasil Kerjasama XXX X XX XXX
5 Pendapatan Hibah XX XXX XX XX
6 Pendapatan Usaha Lamnys XXX EEes XX 0
7 Jumiah Pendapatan (2 s.d. 5) XXX XXX x% XXX
8
9 | BELANJA
10 BELANJA OPERAS]
11 Belanjas Pegawal X% XXX xx XXX
12 Belanjs Barang XXX XXX x XX
13 Bungas xxx XXX xx% X%
14 Belanja Lain-lain XXX X xx XAX
15 Jumlah Belanja Operasi (11 s.d. 14) XXX XXX XX X%
16
17 BELANJA MODAL
I8 Belanja Tanah XXX XXX XX EEEN
19 Belanjo Peralatan dan Mesin 0% XXX xx XEX
20 Belanja Gedung dan Bangunan XXX XXX XX XX%
21 Belang Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX X% xX XX
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Anggaran | Reallsasi _. | Renlisasi
e OIS 20X1 2ox1 | ™| 20xo
22 Belanja Aset Tetap Lainnyn XXX P X% XXX
23 Helanja Aset Lainnya XXX XXX X XXX
24 Jumish Belanja Modal |13 s.d. 23) Xx% EEEN xx XXX
25 Jumlah Belanja |15 « 24) FS XXX XX AXX
26
27 SURPLUS/DEFISIT (7 - 25) X% AXN XN XXX
28 | PEMBIAYAAN
29 PENERIMAAN
30 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
31 Penertmoaan Pinfaman XXX e X XXX
32 Penernimson dari Divestasi Pt o xx XXX
Penernmann Kembali Pinjuman Kepada Pibak
a3 Lain XX xRx XX X%
Jumlah Penerimaan Pembilayaan Dalam
34 Negeri (31 =.d. 33} X000 xX% x> X
JUMLAH PENERIMAAN
35 PEMBIAYAAN XXX XXX X% XXX
36
a7 PENGELUARAN
s PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
39 Pembayuran Pokok Pinjaman XXX XXX xx XK
40 Pengeluaran Penyertann Modal XXX XXX xX XX
41 Pemberian Pinjaman Kepadn Pihak Lan XXX X% XX
Jumilah Pengeluaran Pembiayaan
42 Dadam Negert [ 39 s.d. 41 200X XXX xx XXX
JUMLAH PENGELUARAN
a3 PEMBIAYAAN XXX XA X XXX
44
45 PEMBIAYAAN NETU XXX XXX XX XXX

Contoh Format LP SAL BLUD
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXX
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN

2
<
g
o

Saldo Anggaran Lebih Awal
Pengguna SAL
Subtotal {1 - 2)
Stsa Lebih/Kurang Pembiayann Anggoran (SiLPA/SIKPA)
Subtatal |3 + 4}
Korelest Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
Lain-lain
Saldo Angguran Lebib |5 + 6 + 7)

REERERE

FEEEEEEE|R

NV OO E LY
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3. Contoh Format Neraca BLUD

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXX
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)
NO URAIAN 20Xt | 20X0
1 ASET
2
3 ASET LANCAR
Rl Kas di Bendahara Pengeluaman e XXX
5 Kas pada BLUD oK e
0N Kas Latnnya Setara Kas XXX XXX
7 Investast Jangka Pendek Badan Laynnan Umum Dacrah XXX XXX
B Piutang dari Kegiatan Opersssonal Badan Layanan Umum Daerah XXX X%
g Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum
Daerah XXX XXX
10 Penylaithan Plutang Ndak Termgih X% XX
11 Belanjn dibayay dinuka XXX XXX
12 Uang Muka Belanja X% KX
13 Persediaan Budan Layanan Umum Daerah XX XXX
i Juminh Aset Lancar (4 2.d 13| XXX %X
15
16 | ASET TETAP
17 Tinush XXX XXX
18 Oedung dan Bangunan XXX XXX
19 Peralatan dan Mesin XXX XXX
20 Jalan, Irigast dan Jaringan RX% XXX
21 Aset Tetap Lainnya XX XAX
22 Konstruksi Dalam Pengerjasn X XXX
23 Akumulasi Penyvusutan 0K XXX
24 Jumlah Aset Tetap {17 s,d. 23| AXK XAX
a5
26 | PIUTANG JANGEKA PANJANG
27 Taghan Penjualan Angsuran XXX XXX
28 Tagihan Tuntutan Gantt Rug) XXX e
P Penyilsihan Piutang Tidak Teragih X% 008
30 Jumlah Prutang Jangka Panjang (27 s.d. 29) X XXX
31
32 | ASET LAINNYA
33 Kemitraan dengan Plhak Ketiga XXX XK%
M Dana Kelolaan XXX X008
35 Asel yung dibatasl Penggunannnys XXX XX
36 Aset Tak Berwujud XXX XXX
3T Asel Laln-lain 26X X0
38 Akumulasi Amortisast XK X%
3 Jumiah Aset Lamnya (33 s.d. 38) XXX XXX
40 JUMLAH ASET (14 + 24 + 30 + 39) KXX XXX
41
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NO. URAIAN 20X1 | 20X0
42 | KEWAJIBAN

43

44 | KEWAJIBAN JANGEKA PENDEK

45 Utang Usaha XXX XXX
46 Utang Pihuk Ketiga XXX XXX
47 Utang Pajak XXX X
49 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang XX XXX
S0 Belanja yang Masih Hans Dibayar XK XX
51 Pendapatan diterima dimula oo Xxx
52 Utang Jangka Pendek Lainnya XXX xxX
53 Jutmluh Kewajibun Jangka Pendele (45 5.d. 52) ok o0
54

55 | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

6 Usang Jangka Panjang XXX
57 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (56) XXX

58 JUMLAH KEWAJIBAN (53 + 56| xx

59

60 | EKUITAS

61 Ekuitas X X%
62 JUMLAH EKUITAS (61) o | oxex
63

64 JUMLAH XEWAJIBAN DAN EXUITAS (53 » 62) XXX o

Contoh Format Laporan Operasional BLUD

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXX

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG HERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
|Dalam Rupiahj
NO URAIAN 20X1 e ooyt W
o Penurunan
KEGIATAN OPERASIONAL
2 | EENDAPATAN
3 Pendupatan Jasa Luysnan Dard Masyirakar XXX XXX XK aex
Pendapatan Jass Layanan Dar Pemerintah
- Daerah Akuntansi/Pelaporan XXX xxN XXX XXX
S Pendapatan Hasil Kerjasama XX XXX XXX X0
6 Pendapatan Hibah XX HNX XXX XXX
7 Pendapatan Usahs Lainnya XXX XXX XXX XX%
8 Pendapatan APBD X% AKX XXX 200K
9 Jumlah Pendapatan (3 .4, 8} XXX XX EP e XXX
10
13 | BEBAN
1L Beban Pegawal XXX XXX XXX XXX
15 Heban Persediaan XXX X% XXX XXX
10 Beban Jasu XXX X% XXX XXX
17 Beban Pemeliharaan X% xX% XXX XXX
8 Beban Langgunan dan Jasa XXX XXX XXX XXX
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NO URAIAN aox1 | 20% m "
19 Beban Perjalanan Dinas X XXX XXX XXX
20 Beban Penyusutan Aset 2w EEES XXX XXX
21 Heban Bunga X XXX XXX XXX
22 Jumlah Heban |14 s.d. 21) XXX XXX XXX X%
23

SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL |9 -
24 232) K XXX XXX xX%
25
26 | KEGIATAN NON OFERASIONAL
a7 Surphus/Defigit Penjualun Aset NomLancar XXK XXX XXX
24 {Xerugian) Penurunan Nilal Aset XXX XXX XXX XXX
29 Surphus /Defisit dari Non Opernsional Latnnya XXX XXX

Jumlah Sugplus/Defisit Darl Kegiatan Non

30 Operasional (27 =.d. 29| RXR XXX XX ARX
31

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM FOS
32 LUAR BIASA |24 + 30) XXX XXX AXX EEe)
33
34 | BOS LUAR BIASA
a5 Pendapatan Lusar Biasa XXX AXX XXX
a6 Beban Luar Blasa XXX XXX AXX XX
a7 Jumlah Pos Luar binsa (35 s.d. 36) 0 oo
338
a9 SURPLUS/DEFISIT-L0O (32 + 37 XX XXX AXX Eee)

Contoh Format Laporan Arus Kas BLUD

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXX

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
METODE LANGSUNG
|Dalam Rupiah)
NG. URAIAN 20X1 20X0
1 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
2 | ARUS MASUK KAS
3 Pendapaian APBD XXX X%
4 Pendapatan Jusa Layanan Dari Mesyarakat X% 00K
Pendapatan Jasa Layunan Dari Pemerintah Daerah
5 Akuntasi/Pemerinzah Dacrah Pelaporan Xx% XXX
6 Pendapatan Hasll kerjasama XXX XXX
7 Pendapatan Hibhah XXX XXX
] Pendapatan Usaha Lainnya XXX X
9 Jumlah Arus Masuk Kas {3 s.d. B) X% X%
10
11 | ARUS KELUAR KAS
12 Pembayaran Pegawal XXX e
13 Pembayaran Jusa xxx X0
14 Pembayaraan Pemelibarsan XX XX
15 Pembayaran Langganan Daya Dan Jase X% XXX
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62

NO. URAIAN 20x1 20X0
16 Pembayarnn Perjnlonan Dinan X AXX
17 Pembayamn Bungs X%% XXX
18 Jumlah Arus Keluar Kas {12 sd. 17) XXX KX
19 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (9 - 18} XXX XXX
20
21 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
22 | ARUS MASUK KAS
23 Penjuulun Atas Tanah XXX XXX
24 Penjualan Atas Perulatan Dan Mesin e xxx
25 Penjualun Atas Gedung Dan Bangunan XXX XXX
26 Penjualan Atas Jalan, Irigast Dan Jaringan X% X
27 Penjualan Aset Tetap Lainnya XXX XXX
28 Penjualan Aset Lainnys Kx XXX
29 Penerimann Darl Divestas) XXX XXX
30 Penenimaan Penjualan Investas| Dalam Bentuk Seluritas AN XXX
3 Jumlah Arus Masuk Kas (23 s.d 30| X308 XXX
a2
33 | ARUS KELUAR KAS
34 Perolehan Tansh XXX XXX
35 Perolehan Peralatan Dan Mesin XXX XXX
a6 Peralehan Gedung Dan Bangunan XXX XXX
37 Perobehan Jalun, [rigasi Dan Jaringan XXX XXX
38 Penjualan Aser Tetap Lainnya XXX XXX
39 Penjualan Aset Lalnnya XXX XXX
40 Pengeluaran Dari Divestasi XXX XXX
41 Pengeluaran Penjualan Investasi Dalam Bennuk Sekuritas XXX XXX
92 Juminh Arus Keluar Kas (34 s.d, 41| X% XX

ARUS KAS BERSIH DAR] AXTIVITAS INVESTASI (31 -

43 12) xx% X%
44
45 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
46 | ARUS MASUK KAS
a7 Penerimaan Pinjaman pety XXX
as Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Luin X% XXX
49 Jumbah Arus Masuk Kas (47 s.d. 48) XXX
50
51 | ARUS KELUAR KAS
52 Pembayaran Fokok Pinjamnan xx X
53 Pembenan Pinjaman Kepada Pihak Lain 00 XX
54 Penyetoran Ke Kas Daerah AXX XXX
55 Jumlah Arus Keluar Kas (52 s.d 54) R X

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (49
56 . 5%) S e
57
58 | ARUS KAS DAR! AKTIVITAS TRANSITORIS
59 | ARUS MASUK KAS

60 Penerimaan Perhitungan Pihalk Ketiga (PFK) X XXX

3] Jumlah Arug Masuk Kas (60) XX xxa
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NO. URAIAN 20X1 20X0
63 | ARUS KELUAR KAS
64 Pengelusran Perhitungan Plhak Keuga (PFK) XX K
65 Jumlah Arus Keluar Kas (64) S i

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS . -
66 161 -65)
67

KENAIKAN/PENRUNAR KAS BLU (19 - 43 « 56 + = S

68 66)
6% SALDO AWAL KAS SETARA KAS BLU AXX XX
70 SALDO AKHIR KAS SETARA KAS BLU (68 = 69) Raopind R

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas BLUD

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXX
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X 1 DAN 20X0

NO, URAIAN 20X1 20X0

ERUITAS AWAL XXX XXX

2 | SURPLUS DEFISIT-10 XXX X%
DAMPAK KUMULUTIF PERUBAHAN

31 | KEBJIAKAN /KESALAHAN MENDASAR: XXX XXX

4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN XXX XXX

5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP XXX XXX

6 LAIN-LAIN XXX XXX

7 | EKUITAS AKHIR XXX XX
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BAB V
PERJANJIAN KONSESI JASA ATAU PEMBERI KONSESI

A. PENDAHULUAN
1, Definisi

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara

pemberi konsesi dan mitra dimana:

a) Mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan
jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka
waktu tertentu; dan

b) Mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa
pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak
dan kewajiban vang dapat dipaksakan kepada para pihak
dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian
vang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari
kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.
Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan
pemerintah pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak
penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.
Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak
dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi
jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya
dilakukan oleh pemberi konsesi,
Asct konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk
menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam
suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan
aset yang!
a) Disediakan oleh mitra:

i. Diabangun, dikembangkan, atau diperoleh dari ihak

lain; atau

ii. Merupakan assect yang dimiliki oleh mitra; atau
b} Disediakan oleh pemberi konsesi, yang:

i. Merupakan asset yang dimiliki pembeli konsesi; atau

ii. Merupakan peningkatan asset pemberi konsesi.

2. Pengakuan dan Pengukuran Aset Konsesi Jasa

Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra

dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan

scbagai aset konsesi jasa apabila:

a) Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa
publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa
jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya;
dan
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b) Pemberi  konsesi mengendalikan (yaitu  melalui
kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap
kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa
konsesi.

Standar ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam

perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (sclama

umur aset) jika persyaratan dalam terpenuhi. Pemberi konsesi
melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa
yvang diakui selama umur aset) sebesar nilai wajar, kecuali
atas aset yvang dimiliki pemberi konsesi sebagaimana diatur
dalam Komite Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor

16 - 301. Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi

kondisi persyaratan secbagaimana dimaksud (untuk selama

umur aset), pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang
dipartisipasikannya tersebut sebagai aset Kkonsesi jasa.

Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai

tercatat ascet. Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi,

perlakuan akuntansi atas aset Kkonsesi jasa mengikuti
ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang
mengatur Aset Tak Berwujud.

Perolehan awal komponen aset Konsesi jasa dalam suatu

perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang

sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra
dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat
terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset
scbagaimana dinyatakan dalam PSAP yang mengatur

Akuntansi Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Akuntansi

Aset Tak Berwujud., Sebagai contoh, suatu konstruksi

jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset

tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset
konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai
dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi
jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis
selama umur ckonomi teknis aset dimaksud, dan tidak
dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.

Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi

ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi

mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau

PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset

dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset,

Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban

Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa
sebagaimana dimaksud (selama umur aset), pemberi konsesi
juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui
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kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi
asetnya, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang
disediakan oleh mitra. Pengakuan kewajiban sebagaimana
dimaksud adalah awalnya diukur sebesar nilai yang sama
dengan nilai aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud,
disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas)
dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada
pemberi konsesi.

Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat
imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan
mitra, Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi
kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat
peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum
perjanjian yang relevan. Sebagai bentuk pertukaran atas aset
konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada
mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema
kombinasi dari:

a) Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan

(Financial liability 5 model);

b) Pemberian hak usaha kepada mitra (grant of a right to the
operator model), misalnya:

i. Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh
pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa;
atau

ii. Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset
selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan,
misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang
berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan
publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan
atau fasilitas komersial lainnya yang tidak
berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan
tol atau jasa layanan publik.

Skema Kewajiban Keuangan

Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban
tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain
kepada mitra schubungan pembangunan, pengembangan,
perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi
konsesi mengakui kewajiban sebagaimana dimaksud sebagai
kewajiban keuangan.

Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat
untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin
untuk membayar kepada mitra terhadap:
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a) Jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau

b) Kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra
dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah
tertentu atau yang dapat ditentukan, walaupun jika
pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian
dari mitra bahwa asct konsesi jasa tclah memenuhi
persyaratan kualitas atau kuantitas atau cfisiensi tertentu.

Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui berpedoman
pada standar akuntansi mengenai instrumen keuangan,
kecuali untuk hal yang telah diatur dan dipandu dalam
Pernyataan Standar ini.
Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra
dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi
pembayaran sebagai:
a) pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui
b) Bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
c)] Bagaian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan public
oleh mitra,
Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan sebagaimana
dimaksud dan bagian tagihan atas Kketersediaan jasa
pelayanan publik Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
PSAP Nomor 16 - 303 oleh mitra sesuai maksud perjanjian
konsesi jasa, diakui sebagai beban, Ketika komponen aset dan
komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur
dalam perjanjilan konsesi jasa dapat diidentifikasi secara
terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas
pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra dialokasikan
dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa
dan ketersediaan jasa pelayanan publik. Ketika komponen aset
dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat
diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa
pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi
kepada mitra ditentukan dengan estimasi.

Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra

Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan
kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset
keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan
pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan
aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk
memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset
konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa,
maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sesuai
dengan sebagai bagian tangguhan dari pendapatan vang
timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra.
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Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi
kewajiban (pendapatan tangguhan) sebagaimana dimaksud
ekonomi dari perjanjian konsesi jasa,

Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada
mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan
publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan
dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain
aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka
pertukaran dimaksud merupakan transaksi vang
menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan
kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi
tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran
dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan
yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai
kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi
dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban
pendapatan tangguhan. Dalam hal skema pemberian hak
usaha kepada mitra terdapat pembayaran dari pemberi
konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi
jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau
masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal
balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan
bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun
pengurang nilai kewajiban — pendapatan tangguhan. Atas hal
ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran
kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari
pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui
sebagai beban.

Membagi Perjanjian

Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa
pemberi Kkonsesi membayar atas biaya pembangunan,
perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian
melalui skema kewajiban keuangan sebagaimana dimaksud
scbagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra
scbagaimana dimaksud , maka atas jumlah keseluruhan
pengakuan kewajiban yang timbul scbagaimana dimaksud
diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema.
Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut
adalah sama dengan jumlah kewajiban yvang diukur. Pemberi
konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban,
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Kewajiban Lainnya, Komitmen, Kewajiban Kontinjensi, dan
Aset Kontinjensi

Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen,
kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari
perjanjian konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi
mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi.

Pendapatan Lainnya

Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya, selain dari
pendapatan, berpedoman pada standar akuntansi mengenai
pendapatan dari transaksi pertukaran.

Penyajain Dan Pengungkapan
Pemberi  konsesi menyajikan informasi sesual  dengan

pengaturan pada PSAP yang mengatur Penyajian Laporan

Keuangan. Seluruh aspek perjanjian konsensi jasa

dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang

memadai dalam catatan atas laporan keuangan, Pemberi jasa
mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan
perjanjian konsensi jasa pada setiap periode pelaporan:

a) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang
dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;

b) Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa
vang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu,
dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa
konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar
penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).

¢} Sifat dan tingkat {(misalnya kuantitas, jangka waktu, atau
nilai) dari:

i. Hak menggunakan assct yang ditentukan;

ii. Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa
publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian
konsesi jasa;

iii.  Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada
tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi
konsesi yang dircklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;

iv.  Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir
masa perjanjian konsesi jasa;

v. Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan

penghentian
operasi konsesi jasa;

vi. Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya
perbaikan besar komponen utama aset Kkonsesi jasa
(overhaul);
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vii. Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra
terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi
jasa guna memperoleh pendapatan; dan

d) Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada

periode laporan keuangan tahun berjalan.
Pengungkapan sebagaimana dimaksud merupakan
pengungkapan tambahan yang material sehubungan dengan
adanya perjanjian konsesi jasa. Pengungkapan atas perlakuan
akuntansi yang secara khusus diatur dalam PSAP.
Pengungkapan secara individual untuk setiap perjanjian
konsesi jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap
kelompok perjanjian konsesi jasa. Suatu kelompok perjanjian
konsesi jasa merupakan suatu penggabungan dari perjanjian
konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok serupa,
misalnya jasa pengelolaan jalan tol, telekomunikasi, atau jasa
pengolahan air.

Ketentuan Transisi

Terhadap perjanjian konsesi jasa yang telah berlangsung
sebelum berlakunya Pernyataan Standar ini, entitas
pemerintah menentukan dampak kumulatif atas penerapan
standar ini mulai periode yang paling memungkinkan dengan
mengacu pada PSAP yang mengatur Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan
Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Dihentikan.

4. Pengakuan dan Pengukuran Perolehan Awal Aset Konsesi Jasa
Penilaian apakah aset konsesi jasa diakui sesuai dengan untuk
selama umur aset. Dibuat berdasarkan semua fakta dan
keadaand ari perjanjian konsesi jasa.

Pengendalian atau pengaturan scbagaimana dimaksud
dilakukan dengan perjanjian mengikat, atau dengan cara
lainnya (seperti melalui regulator pihak ketiga yang mengatur
entitas lain yang beroperasi di industri atau sektor yang sama
dengan pemberi konsesi), dan termasuk keadaan dalam hal
pemberi konsesi membeli semua output maupun dalam hal
sebagian atau scluruh output dibeli oleh jasa pengguna lain,
Kemampuan untuk mengecualikan atau mengatur akses bagi
pihak lain atas manfaat suatu aset merupakan elemen penting
dari pengendalian yang membedakan sebuah aset milik entitas
dengan aset yang merupakan barang publik dimana semua
entitas memiliki akses dan memperoleh manfaat dari aset
dimaksud. Perjanjian mengikat menetapkan harga/tarif awal
yang akan dipungut olch mitra dan mengatur revisi harga/tarif
selama periode perjanjian konsesi jasa. Ketika perjanjian
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mengikat memberikan hak untuk mengontrol penggunaan aset
konsesi jasa kepada pemberi konsesi, aset dimaksud memenuhi
kondisi yang ditentukan mengenai pengendalian
sechubungandengan jasa publik yang harus disediakan oleh
mitra,

Untuk tujuan, pemberi konsesi tidak perlu sepenuhnya
mengendalikan harga/tarif; cukup bahwa harga/tarif dapat
diatur oleh pemberi konsesi, perjanjian mengikat, atau
regulator pihak ketiga yang mengatur entitas lain yang
beroperasi di industri atau sektor yang sama (misalnya, rumah
sakit, sekolah, atau universitas) dengan pemberi konsesi
(misalnya, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP
Nomor 16 - 308 dengan mekanisme pembatasan). Akan tetapi,
kondisi tersebut diterapkan pada substansi perjanjian. Untuk
hal nonsubstantif dari perjanjian yang mengikat, seperti
pembatasan harga/tarif yang hanya akan berlaku pada kondisi
yang kemungkinannya kecil, diabaikan. Sebaliknya, jika,
sebagai contoh, perjanjian dimaksudkan untuk memberikan
kebebasan kepada mitra untuk menetapkan harga/tarif, tetapi
setiap Kkelebihan keuntungan dikembalikan kepada pemberi
konsesi, maka hal tersebut menunjukkan penerimaan mitra
dibatasi dan pengujian pengendalian atas elemen harga/tarif
telah terpenuhi.

Pemerintah memiliki kekuatan untuk mengatur perilaku entitas
vang beroperasi di sektor ekonomi tertentu, baik secara
langsung, atau melalui unit/lembaga yang dibuat khusus.
Untuk tujuan, kekuasaan mengatur yang luas yang dijelaskan
di atas bukan merupakan pengendalian. Dalam Pernyataan
Standar ini, istilah "mengatur” dimaksudkan untuk diterapkan
hanya dalam konteks syarat dan ketentuan spesifik dari
perjanjian konsesi jasa. Sebagai contoh, regulator jasa jalan tol
dapat menentukan tarif yang berlaku untuk industri jalan tol
secara keseluruhan. Bergantung pada kerangka hukum dalam
yurisdiksi, tarif tersebut mungkin tersirat dalam perjanjian
mengikat yang mengatur perjanjian konsesi jasa yang
melibatkan penyediaan transportasi jalan tol, atau tarif
tersebut dapat secara khusus dirujuk di dalamnya. Akan tetapi,
dalam kedua kasus tersebut, pengendalian atas aset konsesi
jasa berasal dari kontrak, atau perjanjian mengikat serupa,
atau dari peraturan khusus yvang berlaku untuk jasa jalan tol,
dan bukan dari fakta bahwa pemberi konsesi adalah entitas
scktor publik (pemerintah) yang terkait dengan regulator jasa
jalan tol.
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Untuk tujuan, pengendalian oleh pemberi konsesi untuk setiap
kepentingan signifikan atas sisa asct (residual) membatasi
kemampuan praktis mitra untuk menjual atau menjaminkan
aset dan memberikan pemberi konsesi hak penggunaan yang
berkelanjutan selama periode perjanjian konsesi jasa.
Kepentingan residual dalam aset merupakan estimasi niiai Kini
atas aset seolah-olah sudah sampai akhir usia dan dalam
kondisi yang diharapkan pada akhir periode perjanjian konsesi
jasa.

Aset yang Tersedia dari Pemberi Konsesi
Perjanjian dapat mencakup aset yang berasal dari pemberi
konsesi:
a. Pemberi konsesi memberikan akses kepada mitra untuk
tujuan perjanjian konsesi jasa; atau
b. Pemberi konsesi memberikan akses kepada mitra untuk
mjuan menghasilkan pendapatan sebagai kompensasi
untuk penyediaan aset konsesi jasa.
Pernyataan Standar ini adalah untuk mengukur aset yang
diakui sesuai dengan (untuk selama umur aset) pada nilai
wajar pengukuran awal. Aset vang berasal dari pemberi konsesi
yvang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa berasal dari
reklasifikasi dan bukan berasal dari pengakuan sebagaimana
diatur dalam Pernyataan Standar ini. Hanya peningkatan aset
yvang berasal dari pemberi konsesi (misalnya, meningkatkan
kapasitas) yang diakui sebagai aset konsesi jasa sesuai dengan
selama umur aset.
Jika aset yang berasal dari pemberi konsesi tidak lagi
memenuhi persyaratan pengakuan scbagaimana diatur (atau
untuk selama umur aset), maka pemberi konsesi mengikuti
prinsip penghentian pengakuan dalam PSAP yang mengatur
Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud.
Sebagai contoh, jika aset yang tersedia dari pemberi konsesi
dialihkan kepada mitra secara permanen, maka aset tersebut
dihentikan pengakuannya. Jika aset dialihkan secara
sementara, makaKomite Standar Akuntansi Pemerintahan
PSAP Nomor 16 - 310 pemberi konsesi mempertimbangkan
substansi dari ketentuan perjanjian Kkonsesi jasa dalam
menentukan apakah aset tersebut harus dihentikan
pengakuannya. Dalam kasus tersebut, pemberi konsesi juga
mempertimbangkan apakah perjanjian tersebut merupakan
transaksi sewa atau transaksi jual dan sewa balik yang harus
dipertanggungjawabkan sesuai dengan PSAP yang mengatur
mengenai sewa.
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Ketika perjanjian konsesi jasa melibatkan peningkatan aset
vang tersedia dari pemberi konsesi sehingga manfaat ckonomi
di masa depan atau potensi jasa yang diberikan aset akan
meningkat, maka peningkatan tersebut dinilai  apakah
memenuhi persyaratan pengakuan (untuk selama umur aset).
Jika persyaratan tersebut dipenuhi, maka pemutakhiran diakui

dan diukur sesuai dengan Pernyataan Standar ini.

Aset Mitra yang Ada

Mitra dapat menyediakan aset untuk digunakan dalam
perjanjian konsesi jasa yang belum dibangun, dikembangkan,
atau diakuisisi. Jika perjanjian melibatkan aset mitra yang ada,
yang digunakan mitra untuk tujuan perjanjian konsesi jasa,
maka pemberi konsesi menentukan apakah aset mitra tersebut
memenuhi persyaratan (atau untuk sclama umur aset). Jika
persyaratan  pengakuan terpenuhi, maka pemberi konsesi
mengakui aset mitra tersebut sebagai aset konsesi jasa dan
mencatatnya sesuai dengan Pernyataan Standar ini.

Aset yang Dibangun atau Dikembangkan

Pada saat aset yang dibangun atau dikembangkan memenuhi

persyaratan (untuk selama umur aset), pemberi konsesi

mengakui dan mengukur aset tersebut sesuai dengan

Pernyataan Standar ini. PSAP yang mengatur Aset Tetap atau

PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud, menetapkan kriteria

kapan aset konsesi jasa diakui. PSAP yang mengatur Aset Tetap

dan PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud mensyaratkan
bahwa suatu aset diakw jika, dan hanya jika:

a. Besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan atau
potensi jasa yang terkait dengan aset tersebut akan mengalir
ke entitas; dan

b. Biaya atau nilai wajar aset dapat diukur secara andal.

Kriteria pada halaman atas merupakan, bersama dengan syarat
dan ketentuan khusus dari perjanjian mengikat, perlu
dipertimbangkan dalam menentukan apakah akan mengakui
aset konsesi jasa selama periode dimana aset terscbut
dibangun atau dikembangkan. Untuk aset tetap dan aset tak
berwujud, kriteria pengakuan mungkin dapat dipenuhi selama
periode konstruksi atau pengembangan, dan, jika demikian,
pemberi konsesi biasanya mengakui aset konsesi jasa selama
periode tersebut. Kriteria pengakuan pertama mensyaratkan
aliran manfaat ckonomi atau potensi jasa kepada pemberi
konsesi. Dari sudut pandang pemberi konsesi, tujuan utama
dari aset konsesi jasa adalah untuk memberikan potensi jasa
atas nama pemberi konsesi, Scrupa dengan aset yang dibangun
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atau  dikembangkan oleh  pemberi  konsesi untuk
penggunaannya sendiri, pemberi konsesi menilai, pada saat
biaya konstruksi atau pengembangan dikeluarkan, Komite
Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 16 - 311
ketentuan perjanjian mengikat untuk menentukan apakah
potensi jasa dari aset konsesi jasa mengalir kepada pember]
konsesi pada saat itu.



-165-

BAB VI

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DAERAH YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM
DAERAH

A. PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH YANG TIDAK MELALUI

REKENING KAS UMUM DAERAH

1. Definisi
Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara, menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi
keuangan daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang
akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan
pertanggungjawaban kecuangan daerah berupa laporan keuangan
yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Standar akuntansi pemerintahan tersebut telah diatur dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang selanjutnya ditindaklanjuti
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akural pada Pemerintah Daerah.

Salah satu asas umum pengelolaan keuangan daerah bahwa semua
penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan
dilakukan melalui RKUD yang dikelola oleh BUD. Jika terdapat
pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya penerimaan dan
pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD, pemerintah
mengakui pendapatan dan belanja daerah, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pihak-pihak terkait dalam sistem akuntansi dan pelaporan terhadap

belanja oleh SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD adalah:

a) Penanggungjawab Penggunaan Dana
Penanggungjawab penggunaan dana atas pendapatan yang
diterima dan digunakan langsung oleh SKPD/Unit SKPD yang
tidak melalui RKUD adalah Kepala SKPD/Unit SKPD yang
diberi251 tanggungjawab terhadap penggunaan dana yang
diterima dan digunakan langsung yang tidak melalui RKUD.
Penanggungjawab penggunaan dana mempunyai tugas:
a. Bertanggungjawab terhadap pendapatan dan belanja yang

tidak melalui RKUD,;
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b. Menyampaikan laporan pendapatan dan belanja kepada
kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran melalui PPK-
SKPD.
b) Bendahara SKPD/ Unit SKPD

a. Mencatat dan membukukan semua pendapatan dan belanja
ke dalam Buku Kas Umum (BKU);

b. Menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pendapatan
dan belanja.

c) PPK-SKPD

PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, mempunyai

tugas sebagai berikut:

a. Menyiapkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan
Belanja (SP3B) yang disampaikan oleh Kepala SKPD kepada
PPKD;

b. Mencatat transaksi/kejadian akuntansi atas pendapatan dan
belanja berdasarkan bukti yang telah disahkan oleh SKPKD;

c. Melakukan posting  jurnal-jurnal transaksi/kejadian
pendapatan dan belanja ke dalam buku besar masing-masing;

d. Menyusun laporan keuangan, yvang terdiri dari LRA, Neraca,
LO, LPE, dan CalLK.

d) Kepala SKPD

Kepala SKPD selaku pengguna anggaran mempunyai tugas

menandatangani dan menyampaikan Surat Permintaan

Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) atas pendapatan

dan belanja vang tidak melalui RKUD kepada SKPKD selaku

BUD.

e¢) BUD

PPKD selaku BUD melakukan pengesahan terhadap pendapatan

dan belanja yang diterima langsung oleh SKPD/Unit SKPD yang

tidak melalui RKUD berdasarkan SP3B yang diusulkan oleh

Kepala SKPD.

. Pengakuan

Pendapatan diakui ketika timbul realisasi pendapatan SKPD/Unit
SKPD yang tidak melalui RKUD. Pendapatan kas yang berasal dari
hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai
pengeluaran Pemerintah Daerah dengan syarat Pemerintah Daerah
wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai
pendapatan daerah,

Beban diakui  ketika sudah timbul kewajiban atas belanja
SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD. Belanja diakui
berdasarkan realisasi jenis belanja yang tercantum dalam SP2B
yang telah disahkan oleh BUD.Realisasi belanja modal diakui
berdasarkan penambahan nilai aset sebesar realisasi belanja modal
yang tertera dalam SP2B.
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3. Pengukuran

Pendapatan, beban dan belanja dacrah yang tidak melalui RKUD
diukur sesuai nilai yang tertera dalam pencatatan dan pengesahan
BUD atas pendapatan dan belanja di SP2B. Penerbitan SP2B
dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan pemerintah daerah
sebagail dasar untuk melakukan akuntansi dan pelaporan terhadap
pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD.,

. Pengunkapan

pengungkapan pada laporan keuangan atas pendapatan dan belanja

SKPD/Unit SKPD tidak melalui RKPD, disajikan dalam:

a. LRA, untuk menyajikan laporan pendapatan-LRA dan belanja;

b. Neraca, untuk menyajikan laporan yang berupa aset lancer, aset
tetap, dan aset lainnya;

¢, LO, untuk menyajikan laporan pendapatan-LO dan beban;

d. LPE, untuk menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO
pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung
menambah /mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir;

e. LPE, untuk menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO
pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung
menambah /mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir;

Jika pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD belum

ditetapkan dalam perda tentang APBD pada tahun anggaran

berkenaan, maka dalam rangka penyusunan laporan keuangan

SKPD, paling sedikit disajikan dalam Neraca, LO, dan

CaLK. Penyajian pada laporan keuangan atas pendapatan dan

belanja pemerintah daerah yang tidak melalui RKUD, disajikan

dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.

Jika pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD belum
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun
anggaran berkenaan, maka dalam rangka penyusunan laporan
keuangan pemerintah daerah, paling sedikit disajikan dalam
Neraca, LO, LAK, dan CaLK.

B. DANA KAPITAS! BAGI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
(FKTP) MILIK PEMERINTAH DAERAH

1.

Definisi
Dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nagional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah, adalah:
a. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah fasilitas
kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan
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yvang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi,
diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan
kesehatan lainnya;

b. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana
kapitasi yang diterima olech FKTP dari BPJS Keschatan;

c. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang
dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang
terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan
kesehatan yang diberikan;

d. Pembayaran Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan
melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui
sebagal pendapatan dan digunakan langsung untuk pelayanan
kesehatan peserta JKN pada FKTP;

e. SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/pengguna barang;

f. Puskesmas adalah Unit dari SKPD Dinas Kesehatan,

2. Pengakuan
Pendapatan diakui ketika timbul realisasi pendapatan yang telah

disahkan oleh BUD dalam SP2B. Belanja diakui ketika timbul
realisasi jenis belanja yang tercantum dalam SP2B yang telah
disahkan oleh BUD. Realisasi belanja modal diakui berdasarkan
penambahan nilai aset sebesar realisasi belanja modal yang tertera
dalam SP2B.

3. Pengukuran
Pendapatan, beban dan belanja FKTP diukur sesuai nilai yang
tertera dalam pencatatan dan pengesahan BUD atas pendapatan
dan belanja di SP2B.

4. Pengungkapan
Pengungkapan pada laporan keuangan atas pendapatan dan belanja
Dana Kapitasi FKTP disajikan dalam Neraca bagian Aset Lancar.

. DANA DESA

1. Definisi

Dalam PMK Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas
PMKNomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana
Desa dijelaskan scbagai dana yang bersumber dari APBN yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/
kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.
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2. Pengakuan
Pendapatan diakui ketika timbul realisasi pendapatan yang telah
disahkan oleh BUD dalam SP2B. Belanja diakui ketika timbul
realisasi jenis belanja yang tercantum dalam SP2B yang telah
disahkan oleh BUD. Realisasi belanja modal diakui berdasarkan
penambahan nilai aset sebesar realisasi belanja modal yang tertera
dalam SP2B.

3. Pengukuran
Pendapatan, beban dan belanja diukur sesuai nilai yvang tertera
dalam pencatatan dan pengesahan BUD atas pendapatan dan
belanja di SP2B.

4. Pengungkapan
Penyajian dan  pengungkapan pada laporan  keuangan
ataspendapatan Dana Desa disajikan dalam LRA bagian Pendapatan
Transfer dan belanja Dana Desa disajikan dalam LRA bagian
Belanja Transfer sub bagian Belanja Bantuan Keuangan.

D. DANA BOS
1. Definisi
Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) adalah program
Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi
nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan
khusus dan satuan pendidikan menengah yang bersumber dari
dana alokasi khusus nonfisik. Pengelolaan Dana BOS adalah
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran
Dana BOS, pelaksanaan Dana BOS, penatausahaan Dana BOS,
pelaporan Dana BOS, pertanggungjawaban Dana BOS dan
pengawasan Dana BOS.

Hibah berpedoman pada Kketentuan mengenai hibah yang

bersumber dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan. Hibah dianggarkan dalam belanja hibah Dana

BOS dan diuraikan dalam akun belanja, kelompok belanja tidak

langsung, jenis belanja hibah, obyek hibah Dana BOS untuk Satdik,

dan rincian objek hibah Dana BOS ke Satdik Obyek hibah Dana

BOS untuk Satdik diuraikan berdasarkan:

a. Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta pada Provinsi; dan

b. Satdikdas negeri dan Satdikdas swasta pada kabupaten.

¢, Penvaluran hibah Dana BOS ke Satdikmen swasta, Satdiksus
swasta, Satdikdas negeri dan Satdikdas swasta, tanpa menunggu
penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
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2. Pengakuan

Berdasarkan notifikasi, SKPKD selaku BUD provinsi memberikan
informasi penyaluran Dana BOS kepada SKPKD selaku BUD
kabupaten . Kepala Satdikdas Negeri melaporkan Penerimaan Dana
BOS yang diterima dari menteri yang menangani urusan di bidang
keuangan melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara kepada
SKPKD selaku BUD kabupaten . SKPKD selaku BUD kabupaten
berdasarkan informasi penerimaan Dana BOS menerbitkan Surat
Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H). Berdasarkan SP2H,
SKPKDkabupaten mengakui realisasi pendapatan.

SKPKD kabupaten selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan
Belanja (SPB) Hibah Dana BOS. Berdasarkan SPB Hibah Dana BOS,
SKPKD Kabupaten mengakui realisasi belanja hibah Dana BOS.

3. Pengukuran
Penerimaan Dana BOS diukur sesuai nilai yang tertera di Surat
Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H). Realisasi belanja hibah
Dana BOS diukur sesuai nilai yang tertera di Surat Pengesahan
Belanja (SPB) Hibah Dana BOS.

4. Pengungkapan
Penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan atas

pendapatan dan belanja Dana BOS disajikan dalam Neraca bagian
Aset Lancar.



Berikut ini adalah tabel masa manfaat terkait aset tetap:

-171-

BAB VIl

KEBIJAKAN MASA MANFAAT ASET TETAP

Masza Manfaat

Kode ks Urnian (Tahunan)
1.3 Aset Telap
132 Peralatan dan Mesin
1.3.201 Alat Besar
1.3.2.01.01 Alat Besar Darat
1.32.01.01.01 Tractor 10
1.3.2.01.01.02 Grander 10
1.3.2.01.01.03 Exavator 10
13.201.01.05 Hawler 10
1.32.01,01.06 Asphalt Equipment 10
1.52.01.01.07 Compacting Equipment 10
1.32.01.01.08 Aggregate And Concrete Equipment 10
132010100 Lodaer 10
1.320101.10 Alat Penganghat 10
1.3201.00 11 Mesin Proses 10
1.3201.01.12 Alat Besar Darat Lamnya 10
1,.3.201.02 Alal Besar Apung
1.3201.0201 Dirdgre 8
1.3.2.01.02.02 mngihmntor B
1.3.2.01.02.03 Amphibi Dredger B
1.32.01.02.04 Kapal Tarik &
1.3.2.01.02.05 Kapal Tarik -
1.3.2.01.02.06 Alat Besar Apung Lainnya 8
1.32.01.03 Alat Bantu
1.9.2.01.03.01 Alat Penarik ==
1.3.2.01.03.02 Feeder 2
1.3.2.01.03.03 Compressor 7
1.3.201.03.04 Electric Generating Set 7
1.32.01.0308 Pampa 7
1.3.2.01.03.06 Mesin Bor 7
1,.4.2.01.02,07 Unit Pemeliharaan Lapangan 7
1.3.2.01.03,08 Alat Pengolahan Air Kotor 7
1 32.01.03.09 Pembangkit Usp Air Panas ) Steam Generator 7
1.3.2.01.03.10 Air Port Maintenance Equipment, Alat Bantu Penesbangsan 7
132010312 Mesin Tatoo 7
1.3.201.03.13 Perlengkapan Kebakaran Hutan 7
1.3201.03.18 Peralatan Selum 7
132010315 Peralatan Sar Mountenering 7
1.3.201.05.16 “Peralatan Intelejens 7
13.2.01.03.17 Alat Bantu Lainnys 7
13202 Alut Angkutun
13.2.02.01 Alot Angkutan Darat Bermotor
1.3.202.01.01 Kendarann Dinss Bermotor Perorangan 7
1.3.202.01.02 Kendaraan Bermotor Penumpang 7
1.3.2.02.01.00 Kendarasn Bermotor Angkutun Barang 7
1.3.2.02.01.04 Kendaraan Bermotor Beroda Dua T
1.3.2.02.01.05 Kendaraan Bermotor Beroda Tigs 7
1.3.2.02.01.06 Kendaraan Bermotor Khusus 7z
1.3.2.02.01.07 Kendaraan Tempur 7
1.3.2.02.01.08 Alat Anghutan Kereta Rel 7
1.3.2.02.01.00 Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 7
1.3.2.02.02 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1.3.2.02.02.01 Kendarnon Tak Bermotor Anghutan Barany 2
1.3.2.02.02,02 Kenderaan Tak Bermotor Penumpang 2
13.2,02.02.03 Alat Anglutan Kerota Rel Tak Bermotor 2
1.3.2,02.02.04 Alat Angkutin Darat Tak Bemotor Lainnya 5
13.202.03 Alut Angkutan Apung Bermotor
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1.3.2.02.03.01 Alat Anglcutan Apung Bermotor Untuk Barang 10
13.2.02.03.02 Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang 10
1.82.0203.03 Alat Anglutan Apung Bermotor Khusus Q 10
1.3.2.02.03.04 Alat Anglostan Apung Bermaotor Militer 10
1.32.02.03.05 Alat Angeutan Apung Bermotor Lainnys 10
1.3.2.02.08 Alat Angikutan Apung Tak Bermotor

1.3.202.04.02 Alat Angkutan Apung Tax Bermotor Untuk Barang 3
1.3.2.02.04.03 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang 3
1.3.2.02.04.04 Alat Aq?utnn Apung Tak Bermotor Khusus 3
1.3.202.04.05 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya 3
1.3.2.02.05 Alat Angkutan Bermutor Udara

1.3.2.02.05.01 Kapal Terbang 20
1.3.2.02.05.02 Alat Angkutan Tax Bermotor Udara Lainnya 20
1.32.03 Alat Bengkel Dan Alat Ukur

1.3.2.03.01 Alat Bengkel Bermeain

1.3.2.03.01.01 Perknkas Konstruks: Logam Terpusung Pada Pondast 10
1.3.2.03.01.02 Perknkas Konstruke: Logam Yang Transportable (Berpindah) 10
1.3.2.03.01.03 Perkakas Benghe! Listrix 10
132030104 Perkakas Bengke! Service 10
1.1 2.03.01.05 Perknkus Pengangkat Bermesin 10
1.3.2.03.01.06 Perknkas Bengkel Kayu 10
1.3.2.0301.07 Perkakas Benghke! Khusus 10
132030108 Pernlatan Las 10
132030100 Perkakis Pabrik Es 10
1.3.2.03.01.10 Alat Bengkel Bermesin Lainnys 10
1.3:2.03.02 Alat Bengkel Tak Bermesin

1.3.2.03.02,01 Perkakis Bengkel Konstruks: Logam 5
1,3.2.03.02.02 Perkakas Benghel Listnk 5
1.4.2.03.02.03 Perkakas Bengkel Service 5
1.32.03.02.04 Perkakas Pengangkat B
1.3.2.03.02.05 Perkakas Standurd (Standard Tools; B
1.3.203.02.06 Perkakas Kivusus (Special Tools| 5
1.3.2.03.02.07 Perkakas Bengkel Kerja 5
1.3.2.03.02.08 Peralatan Tukang Besi 5
1.3.2,03.02.09 Peralatan Tukang Kayu 5
1.3.20302.10 Peralatan Tukang Kulit 5
1.0.2.03.02.11 Peralatan Ukur, Gip Dan Feeting s
1.3203.02.12 Peralatan Benghel Khuzus Pelodam 4
132030213 Alat Bengkel Tok Bermesin Lainnya 5
1.3.2.03.03 Alat Ukur

132030301 Alat Ukur Universal 5
132010302 Alat Ukur/ Test (ntelegensia 5
1320303.04 Alat Ukur/ Test Alat Kepribadian 5
1.3.203.03.04 Alnt Ukur/ Test Klitis Lain 5
13.2.0303.05 Alnt Kalibrasl 5
1.5.2.05.03.06 Oscilloscope 5
13.203.03.07 Universal Teater 5
1.3.2.03.03.08 Alat Ukur/ Pembanding 5
1.3.2.03.03.09 Alat Ukur Lain-Lain 5
1.3.2.03.03.10 Alat Timbangan/ Biara 5
1.3.2.03.03.11 Anuk Timbangan/Biara B
1.3203.03.12 Takaran Kering 5
1.3.2.03.03.13 Takiran Bahan Bangunan 5
1.3.2,03,03.14 Takaran Latnnya 5
1.3.2.03.0%,15 Alat Pengup Kendarman Bermotar 5
1.9.2.03.03.16 Specihic Set 5
1.3.2.03.03.17 Alat Pengukur Keadaun Alam =
132030318 Alat Pengukur Penglihatan 5
1.3.2.03.03,19 Alat Pengukur Ketepatan Dan Koreksi Waktu S
1.3.2.03.03.20 Alat Ukur Instrument Workahop 5
1.3.2.03.0321 Alat Ukur Lainnya 5
1.3.2.04 Alat Pertanian

1.3.204.01 Alat Pengplahan

1.3.2.04.01.01 Alat Pengplahan Tanah Dan Tanaman 4
1.3.204.01.02 Alat Pemeliharaan Tanaman, Ikan) Ternak 4
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1.3.2.04.01.03 Alat Panen F]
1.32.04.01.04 Alat Penyimpan Hasil Percobsan Pertanian 0
1.3.2.04.01.05 Alat Laboratorium Pertaninn Kl
132040106 Alat Prosesing Kl
1.3.2.04.01,07 Alat Pasco Panen 4
1.3.2.04.01.08 Alat Produksi Perikanan 1
132040100 Alat-Alat Petornikan 4
1.3.2.04.01.10 Alat Pengolahan Lainnya 4
1.3.2.05 Alat Kantor Dan Rumah Tanggs

13.2.05.01 Alat Kantor

132050101 Mesin Ketik 5
13.20501.02 Mesin Hitung/Mesin Jumlah 5
132050104 Alat Reproduks| [Penggandaan) 5
1.3.2.05.01.04 Alat Penyimpan Pefiengkapan Kantor 5
1.3.205.01.05 Alat Kantor Lainnya 5
1.3,2.05.02 Alat Rumah Tangga

1.3.2.05.02.01 Meubeluir 5
1.3.205.0202 Alat Pembersih 5
132050203 Alnt Pendingin 5
1.3.2.05.02.04 Alat Pengukur Waktu 5
1.3.2.05.02.05 Alat Dapur 5
1.3.0.05.02.06 Alat Rumah Tangga Lamnnya [Home Usel 5
1.3.2.05.02.07 Alnt Pemodun Kebakaran 5
1.3.2.0503 Mejo Dan Kurs: Kerga/Rapat Pejabat

1.3.2,05.03.01 Meja Kerja Pejabit 5
1.3.2.05.03.02 Mecja Rapat Pejabat 5
1.3.2.05.03.03 Kurs: Kerjo Pejabat 5
1.3.2.05.03.04 Kursl Rapal Pejabat 5
1.3.2.05.03.05 Kursl Hadap Depan Meja Keria Pelabat 5
1.3.2.05.03.06 Kurs: Tamu DI Ruangan Pejabat 5
1.3.2.05.03.07 Letnuri Dan Arsip Pejubat 5
1.3.2.06 Alat Studso, Komunikas: Dan Pemancar

1.3.2.06.01 Alat Studio

1.3.2.06.01.01 Peralatun Studio Audio 5
1.3.2.06.01.02 Pernlatan Studio Video Dan Fum 5
1.3.2.06.01.03 Peralatan Studio Gambar 5
1.3.2.06.01.04 Peralatan Cotak 5
1.9.2.06.01.05 Peralatan Studio Pemetaan /Peralatan Ukur Tanah 5
1.0.2.06.01.06 Alat Studio Lainnya 5
1.3.2.06.02 Alat Kotnunikusi

1.3.2.06.02.01 Alat Komunikasi Telephone 5
1.3.2.06.02,02 Alar Komunikasl Radio Ssb 5
1.3.2.06.02.03 Alat Romunikasi Radio Hf/ Fm 5
1.3.2.06.02.04 Alat Komunikasi Radio Vhi 5
1.3.2.06.02,05 Alat Komunikasi Radio Uhf 5
1.3.2.06.02.06 Alat Komunikasi Sosial 5
1.3.2.06 02,07 Alat-Alat Sandi B
1.3.2.06,02.08 Alat Korounikasi Khusus o
1.0.2.06.02.08 Alnt Komunikasi Digital Dan Konvenusonal s
1.3.2.06.02.10 Alat Komunikasi Satelit 5
13.2.06.02.11 Alt Komunikasi Lainnyu 5
1.3.2.06.03 Pernlatan Pemancar

1.3.2.06.03.01 Perulutan Peimnncear M{ Mw 10
1.3.206,0302 Peralatan Pemancar Hi/ Sw 10
132060308 Peralatan Pemancar VRI/ Fin 10
1.3.2.06.03.00 “Peralatan Pemancar UhS 10
1.3.2.06.03.05 Peralatan Pemancar Shi 10
1.3.2,06,03.06 Peralatan Antena Mi/Mw 10
1.3.2.06.03.07 Pernlatan Antens Hij/Sw 10
1.3.2.06.03,08 Peralatan Antena Vhi/Fm 10
1.9.2.06.03.00 Peralatan Antena Uhf 10
1.0.2.06.03,10 Peeralatan Antena Shi/Parabola 10
132060311 Peratatan Translator Vhi/Vhi 10
13.2060312 Peralatan Translator Uhf/Uhi 10
13.2060313 Peralatan Translator Vhi} Uhf 10
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1.3.2.06.03.14 Peralatan Translator Uhf/Vhf 10
132060315 Peralatan Microwave F P U 10
1.3.206.03.16 Pernlatan Micrownve Terestrial 10
132060317 Pernlatan Microwave Tvro 10
1320603148 Pernlatan Dummy Load 10
1.3,2060319 Switcher Antena 10
1.3,2.06.03 20 ‘Switcher /Menara Antens 10
1.3.206.03.21 Feeder 10
1.5.2.06,03.22 Humidity Control 10
1.5.2.06.03.23 Program Input Equipment 10
1.3.2.06.00 24 Peralatan Antena Penerima Vh{ 10
1.3.2.06.03.25 Peralatan Pemancar LU 10
1.3.2.006.03.20 Unit Petnancar MI+HI 10
1.3,2.00,03.27 Peralatan Antena Pemancar M« HI 10
1.3.2.00.03.28 Peralatan Penesima 10
1.5.2.06.03.29 Peralatan Pemancar Dan Penenma Lf 10
1.3.2.06.03.30 Peralatan Pemancar Dan Pencrima MI 10
1.3.2.06.03.31 Peralatan Pemancar Dan PFencnnma HP 10
1.3.2.06.03.32 Peralatan Femancar Dan Fenerima MI+HT 10
1.3.2.06.03.33 Peralatan Pemancar Dan Penenima Vhi 10
1.3.20603.34 Peralatan Pemancar Dan Penennma Uhl 10
1.3.2.0603.35 Perulatan Femancar Dan Penerimn Shi o
1.3.2.06.03.36 Peralatan Antens Pemancar Dan Penerima LI 10
1.3.2.06.03.37 Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Mf 10
1.3.2.06.03.38 Peralutan Antena Pemancar Dan Penerima Hi 10
1.3.2.06.03.39 Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Mfs Hf 10
1.3.2060340 Peralatan Antena Pemmancar Dan Penerima Vhi 10
1.32060341 Peralatan Antens Pemancar Dan Penerima Uhf 10
1.32.0603.42 Peralatan Antena Pemancar Dan Penerimashf 10
1.32.06 0343 Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelite Resolusi Rendah 10
1.320603 44 Peralatan Peneritmn Cuaca Citra Satelite Resalusi Tingg 10
1.3.206.03.45 Peralatan Penerima Dan Pengirim Gambar Ke Permukaan 10
1.3.20603 46 Peralatan Perlengkapan Racio 10
1.3.2.00.03.47 Sumber Tenagh 10
132060348 Peralatan Permancar Lainnya 10
1.3.2.06.04 Peralatan Komunikasi Navigasi

1.3.206.04.01 Peralatan Komunikas: Navigas: Instrumen Landing System 10
1.3.2.06.04.02 Yery High Frequence Omni Range {Vor) 10
1.3.206.04.03 Distance Measunng Equipment (Dme) 10
1.3.2.06.04.04 Radar 10
1.3.2.06.04.05 Alat Pangatur Telekomunikasi 10
1.3.2.06.04.06 Peralatan Komunikas: Untuk Dokumentasi 10
1.3.206.04.07 Peralutan Komunikus: Navigas: Lainnys 10
1.3.207 Alat Xedokteran Dan Keselatan

1.3.207.01 At Kedokteran

1.3.207.01.01 Alut Kedokteran Umum 5
1.3.207.01.02 Alat Kedokteran Gig 5
1.3.207.01.03 Alul Kedokteran Keluarga Berencana s
1.3.207.01.04 Alst Kedokieran Bedah 5
1.3207,0105 Aliat Keschatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan 5
1.3.207.01.06 Alat Kedokteran THT [3
1.3.2.07.01.07 Alat Kedokteran Mata 5
1.3.2.07.01.08 Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 5
1.3.2.07.01.09 Alat Kedolteran Kamar Jenasah/Mortuary ]
1.3.2.07.01.10 Alat Kedokteran Anak 5
1.3.2.07.01.11 Alat Kedokteran Poliklinik s
1.3.2.07.01.12 Alat Keschatan Rehabilitasl Modis 5
1.3.2.07.01.13 Alat Kedokteran Neurologl {Syaraf) 5
1.3207.01,14 Alar Kedokteran Jantung 5
13.2.07 01,15 Alat Kedokteran Radsodmagnostic 5
13.2.07.01.16 Alat Kedokteran Patalogi Anatomy 5
132070117 Alat Kedokteran Transfusi Darah =
132070118 Alat Kedokteran Radioterwpy 5
1.9207.01.19 Alat Kedoktoran Nuklir -
1.3.207.0120 Alat Kedokteran Kulit Dan Kelamin 5
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}.3.20701 Alar Kedokteran Gawat Darurat 5
1.3.2.07 0122 Alnt Kedokternn Jiwn 5
1.3.2.070123 Alat Kedokteran Bedah Orthopedi 5
132070124 Al Kedokicran [ C U 5
13207.0125 Alat Kedokteran Bedah Jantung 5
1.3.207.01.26 Alat XKodokteran Traditional Medicine 5
1.9.2.07.01.27 Alat Kedokteran Anaesthess 5
1.3.2.07.01 28 Alat Kedokteran Lainnya 5
1.3.2.07.02 Alat Kesehutan Umum
1.3.2.07.02.01 Alat Keachatan Matm Laut 5
132070202 Alat Keachatan Matra Udara =
1.3.2.07.0208 Alat Kesehatan Kepolisian B
1.3207.02.04 Alat Kesehatan Olah Ragn 5
1.3.207.0205 Alat Kesehatan Umum Lainnya 5
1.2.208 Alat Laboratorium
1.3.208.01 Unit Alat Laboratorium
132080101 Alat Laboratarium Kimia Asr Teknik Penyehatan 8
1.3.208.01 02 Alat Laboratorium Micro Biologi Teknik Penyehatan ]
1320801 03 Alat Laboratorium Hidrokimia [}
1.3.20801.04 Alat Laboratorium Model Hidrolika -
1.2.2080105 Ala! Laborstorium Batuan/Geologi [
1.3.206.01 06 Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruks) )
1.3,208.01 07 Alat Laboratorium Aspal, Cat Dan Kimia £
1.3,208.01.08 Alat Laborastarium Mekanika Tanah Dan Batuan -
1.3.2.0801 .09 Alat Laborstorium Cocok Tanam 8
1.3.208.01.10 Alat Laberatorium Logam, Mesin Dan Lintrik 8
1.3.20801.11 Alat Laboratorium Umum 3
1.320801.12 Alat Laboratorium Microbiologi [
1.3.2.08.01.1a Alat Laboratorium Kimia B
1.320801.14 Alat Laboratorium Patolog: ]
1.5.2.08.01.15 Alat Laborstorium Immunalogs B
1.32.08.01.16 Alar Laboratorium Hematologl B
1.3.2080117 Alat Laboratorium Film .
1.3.2,08.01.18 Alat Laboratorium Makanan 5
1.3,2.08.01.19 Alat Laboratornium Farmasi )
1.3.2.08.01.20 Alat Laboratorium Fisika )
1,3.2.08.01.21 Alat Laboratorium Hidrodinamiks )
1.3.208.01.22 Alat Laboratorfum Klimatologl [l
1.320801.23 Alat Laboratorium Proses Peleburan "
1.3.208.01.24 Alat Laboratorium Pasir 8
1.3.2.08.01.25 Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan -
1.3.20801.26 Alat Laboratorium Pembuatan Pola B
1.3.2.08.01.27 Alat Laborutorium Metnlography ]
1.3.20801.28 Alat Laboratorium Proses Pengelasan 8
13.208051.29 Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan R
1.3.2.0801.30 Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam ]
1.3.20801.31 Alat Laboratorium Metrologe |
1.3.2,08.01.32 Alat Laboratorium Pelapisan Logam 3
1.320801.33 Alut Laboentorium Proses Pengolahan Panas L)
1.3.208.01.34 Alat Laboratorium Proses Teknologl Teksti) 8
1.3.2080135 Alat Laboratarium Uji Tekstil [}
1.3,2.08.01.36 Alat Laboratorium Proses Teknologi Keram:k 8
1.3.208.01.37 Alat Laboratorium Proses Teknologl Kulit, Karet Dan Plastik B
1.3.208.01.38 Alnt Laboratorium Upi Kulit, Karet Dan Plastk -
1.5.2080139 Alust Laboratorium Ul Keramik )
1.3.2.08,01.40 Alut Laboratorium Froses Teknologl Selulosa B
1.3.2.08.01 42 Alat Laboratorium Pertanian B
1.3.2.08.01.43 Alat Laboratorium Elcktronika Dan Dayn 8
1.3.20801 44 Laboratorium Energi Surya 8
1.3.2.08.01 45 Alat Loboratorum Oceanograll 8
132080146 Alat Laboratorium Lingkungan Perairan &
1.3.2.08.01.47 Alat Labaratorium Baolog Perniran &
1.3.2.0801.48 Alat Laboratorium Bologi ]
1.3.2.0801.49 Alat Laboratorium Geofisiki -
1.3.2.0801.5 Alat Labaratorium Tambang 8
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1.3.2.08,01 51 Alat Laburatorium Proses/ Teknik Kinia 8
1.3.208.01.52 Alat Labaratoriumn Proses Industrl )
1.3,2,08.01.5) Alat Laboratorium Keschatan Kerja 8
1.320801.54 Laboratorium Kearsipan B
1.3.2.08.01.55 Laboratorium Hematologs Dan Urinalisis 3
1.3,208.01.56 Alat Laboraterium Lain [
1.3.208.01.57 Alat Laboratorium Hermodinamika Motor Dan Sistemn Propulasi 8
1.2.2.08.01.58 Alat Laborntorium Pendidikan ]
1.3.2.08.01.59 Alat Laboratorium Teknologl Proses Enxym [
1.3.2.08.01.60 Alat Laboratorium Teknik Pantal 8
1.3.2.08.01.61 Alat Lahoratorium Sumber Daya Dan Energi A
1.3.2.08.01.62 Alat Laboratorsam Populas: n
1.3.2.08.01.63 Alat Pengukur Gelombang )
1.32.0802 Unit Alat Laboratorium Kimin Nukiir
1.3.2.080201 Analytical Instrument 15
1.3.2,08.02,02 Instrument Probe/ Sensor 15
1.3.2.08.02.04 General Labatatory Tool 53
1.3.2.080204 Glassware Plastic/ Utensils 15
1.3.2.08.02.05 Laboratory Salety Equipment 15
1.3.2.08.02.06 Unit Alat Laboretorium Kimia Nuklir Lainnys 15
1.3.2.08.03 Alat Peraga Prakick Sekolah
1.3.2.08.03.01 Alat Peraga Prakiek Sekolah Bidang Scudi ; Bahasa Indonesia 10
1.3.2.08.05.02 Alat Peruga Prakick Sekolah Bidang Studi : Matematika 10
1.3.2.08 03.03 Alat Peraga Prakick Sekolah Bidang Studi : Ipa Dasar 10
1.3.2.08.03.04 Alut Peragn Praktck Sekolah Bidang Studi : Ipa Lanjutan 10
1.3.2.08.03.05 Alat Peragn Prakick Scxolah Bidang Studi : Ipe Lanjutan 10
1.2.2.08.03.06 Alat Peraga Prakick Sckalah Bidang Studi : Ipa Menengah 10
1.3.2.04.03.07 Alat Peragn Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Atas 10
1.3.2.08 03.08 Alut Peragn Prakiek Sekolah Bidang Studi : Ips 10
1.3.20803.10 Alut Perags Pruktek Sekolah Bidang Studi : Keterampilan 10
1.3.208.03.11 Alat Peruga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian 10
1.9.20803.12 Alut Peragn Praktek Sekolah Bidang Stedi : Otah Raga 10
1.3.2.080313 Alat Peragn Praktek Sekolah Bidang Studi : Pkn 10
1.3.208.03.14 Alat Peragn Kejuruan — 5 10
Aat Peragn Luar Blasa (Tana Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa,
1.3.204.03.15 i Rong) 10
132080316 Alat Peragn Paud [/ Tk 10
132080317 Alat Peragn Prakiek Sekowah Lainnya 10
13,20804 Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektrontka
1.3.2.08.04 01 Radintion Detector 15
1.3.2.08.04 02 Modulur Counting And Scientific Electronse 15
1.3.208.0503 Assembly /Counting System 15
1,3.2.08.04 .04 Recorder Display 15
1.5.2.08.04.08 System/ Power Supply 15
1.3.2.08.04.06 Measuring/ Texting Device 15
1.3.2.08.04.07 Opto Electronics 15
1.3.2.08,04.08 Accelerntor 15
1.3.2.08.04.09 Reacior Expenmental System 15
1.3.2.08.04,10 Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika Lainnya 15
1.3.2.08.08 Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkingan
1.3.2.0805.01 Alat Ukur Fisika Xeschntan 10
1.3.2.08.05.02 Alat Keschatan Kerja 10
1.3.2.08.05.03 Protekal Lingkungan )
1.3.2,08.05.04 Metcoralogical Equipment 10
1.3.208.0505 Sumber Radiasi 10
1.3.2.08.05.06 Alat Proteksi Radiaai/ Proteks: Lingkungan Lainnyn 10
Radiation Application And Non Destructive Testing Laborutory
1.3.2.08.06
Lainnya
1.3.2.08.06.01 Radiation Application Equipment 10
1.3.2.08.06.02 Non Destructive Teat (Nd1) Device 10
1.2.208.06.03 Feralatan Hidrologl 10
A SRS OO0 Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory 5
Lainnya
1.3.2.08.07 Alat Laboratonum Lingkungan Hidup
1.3.2.0807.01 Alat Laboratonum Kwalitas Air Dan Tanah 7
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1.3.2.08.07 02 Alat Laboratorium Kwalitas Udara 7
1.4.2,08.07 .03 Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran 7
1.4.2.0807.04 Laboratorium Lingkungan .
1.3.2,08.07.09 Alat Laboratoriuem Penunjany 7
1,3.2.08.07,0% Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnys 7
1,3.2.08.08 Peratatan Laboratorium Hydrodinamics
1.3.2.08.08.01 Tawing Carrage 15
1.3.2.08.08.02 Wave Generator And Absorber 15
1.3.2.08.08.03 Data Accquisition And Analyzing System 15
1.3.2.08.08.04 Cavitation Tunncl 3
1.3.2.08.08 05 Overhead Cranes 15
1.3.2.08.08.06 Peradoton Umum 15
1.3.2.08.08.07 Pemesinun - Model Ship Workshop is
1.3.2.08.08.08 Pemesinan : Propelier Model Workshop 15
1.3.2.06.08 09 Pemesinan | Mechanical Workshop 5
1.3.2.08.08.10 Pemesinan : Precision Mechunical Workshop 15
1320808 11 Pomesinnn . Ship Madel Prepamation Shop 15
1,3.208.0812 Perulatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya 15
1.3.2,08.00 Alnt Laboratorium Standarsasi Kalibrasi Dan Instrumentasi
1.3.2.08.09.01 Alat Laboratorium Kalibrazl Electromedik Dan Hiomedik X
1.32.08.09,02 Alat Laboratorium Swandard Dan Kalibrator A
1.3.2.080003 Alat Laboratonium Cahaya, Optik Dan Akustik 8
1.3 208 00.04 Alat Laboratorium Listrik Dan Mekanik &
1.3.2.08.00.05 Alat Laboratorium Tekansn Dan Subu [
1.120809.06 Alat Laboratorium Standarisast Kalibrasi Dan Instrumentas: Lain B
132080907 Alat Labaratorum Notias 8
1.3.2.08.09.08 Alat Laboratonum Elektronika Dan Telekomunilasi Pelayaran 8
142080000 Alat Labaratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayscan 1
1.3.2.08.08.10 Alat Laboratorum Ujl Perangkat ]
1.3.2.08.00.11 Aht Luboratopum Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi 8
Lainnya
1.3.2.00 Alst Persenjataan
1.3.209.01 Senjata Apl
1.3.209.01.01 Senjata Genggam 10
13.209.01.02 Senjats Pinggang 10
1.8.209,01.03 Senjats Bahu/Senjuta Laras Panjang 10
1.3.209.01.04 Senapan Mesin 10
1.32.0901.05 Mortir 10
1.3,2.09.01 06 Ant Lapis Baju 10
1.3.2.09.01.07 Artileri Medan (Armed) 10
1.5.209.01.08 Artileri Pertalianan Udara (Arhanud) 10
1.3209.01.09 Kavaleri 10
132090110 Senjata Lain-Lain 10
1,3.20902 Persenmtann Non Senjata Api
1.3.20902.01 Alat Kesinunun 3
1.3.2.09.02.02 Non Senjuta Api 3
132090203 Alat Penjinak Bahan Peledak (Aljihandak) 3
1.3.2.09.02.04 Alat Nuklir, Biologi Dan Kimis 3
1.3.2.09.02.05 Persenjatann Non Senjota Api Ladnnys 3
1.3.2.09.03 Senjota Sinar
1.3.2.09.03.01 Laser 5
1.3.2.09.03.02 Senjata Sinar Lunnys 5
1.3.2.09.04 Alat Khusus Kepolisinn
1.3.2.09.04.01 Alnt Khusus Kepolisian -
1.3.209.05.02 Alst Dalmas /Alat Dakhura a
1.3.2.09,04.03 Alat Wanteror (Perlawanan Teror] 4
1.3.2.00.04.04 Peralatun Deteksi Intel 3
1.3.2.09.04.05 Alsus Lantas 3
1.3.2.09.04.06 Alsus Reserse A
1.3.200.04.07 Alsus Fotografi Kepolisian +
13209.04.08 Alsus Daktsloskopi K
1.3.2.09.04,09 Instrumen Analisss Luboratorium Forensik 4
1.3.2.06.04.10 Alnt Khusus Kepolisian Lainnys 4
1.3.2.10 Komiputer
1.3.2.10.01 Komputer Unit
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1.9.2.10.01.01 Komputer Jaringan 4
1.9.2.10.01.02 Peraonal Komputer ]
1.2.2.10.01.04 Komputer Unit Lainnya 4
1.3.2.10.02 Peralatan Komputer
1.8.2.10,02.01 Peralatan Ma:nframe A
142100202 Fernlutan Mini Komputer 4
1.3,2.10.02.03 Feralatan Personal Komputer ]
1.3.210,02.04 Peralatan Jaringan 1
1.3,2.10,02.05 Peralatan Komputer Lainnya ]
1.32.11 Alat Eksplorasi
1.32.11.01 Alat Eksplorasi Tofograf
1.32.11.01.01 Optik = ~ 5
1.3.2.11.0102 Alat Exaplorssi 5
1.3.2.11.01.03 Alat Exsploras| Topografi Lainnya 5
1.3.2.11,02 Alat Exsplorast Geofisika
1.3.2.11.02.01 Mekanik 10
1.3.2.11,02.02 Elektronik/Electric 10
1.3.2.11.02.03 Manual 10
1.3.2.11.02.04 Alat Eksplorss: Geofisika Luinnys 10
1.3.2.12 Alat Pengeboran
1.3.2.1201 Alat Pengeboran Mesin
1.3.2.12.01.01 Bor Mesin Tumbuk 0
1.3.2.12.01.02 Bor Mesm Putar 10
1.3.2,1201.03 Alat Pengeboran Mesin Lainnys 10
1021202 Alat Pengeboran Non Meain
1.3.2.12.02.01 Bangka 10
1.3.2.1202.02 Pantck 10
1.3.2.1202.03 Putar 0
1.32.1202.04 Peralatan Bantu 10
1.32120205 Alat Pengeboran Non Mesin Lannys 0
1.3:2.13 Alat Produkal, Pengolahan Dan Pemurmian
1.3.2.1301 Sumur
13.2.1308.01 Peralatan Sumur Minyak 10
1.0.2.1301.02 Sumur Pemboran 10
1.3.21301.03 Sumur Lainnya 10
1321302 Produks
13.2.13.02.01 Rig 10
1392130202 Produks! Lainmnya 10
1.3.2.13.03 Pengolahan Dan Pemurmnian
1.9.2.13.03.01 Alat Pengolahan Minysk 15
1.3.2.13.03.02 Alat Pengolahan Air 15
1.3,2.13.03.038 Alut Pengolahan Steam 15
1.3.2.13.03.04 Alat Pengolahan Wax 15
1.3.2.13.03 05 Pengplahan Dan Pemurnian Lainnys 15
1.3.214 Alat Bantu Eksplornsi
1.3.2.14.01 Alat Bantu Eksplornsi
1.3.2.14.01.00 Mekanik 10
1.3.2.14.01.02 Ecktric 10
1.3.2.14.01.03 Alat Bantu Rkplorssi Lainnya 0
1.32.14.02 Alat Bantu Produksi
1.3.2.14.02.01 Test Unit 10
132140202 Alat Bantu Produks: Lamnnya 10
1.3.2.15 Alat Kesclamatan Kerja
1.3.2.15.01 Alat Deteksi
1.3.2.15.01,01 Radias: 5
1.3.2.1501.02 Susra B
1.3.2.15.01.03 Alat Detekst Lainnya 5
1.3.2.15.02 Alat Pelindung
1.3.2.150201 Baju Pengaman 5
1.3.2.15.02.02 Masker s
1.3.2.15.0203 Topi Kerga 5
132150204 Sabuk Peagaman 5
1.3.2.15.02.05 Sepatu Lapangan S
1.3.2.15.02.06 Alat Pelindung Lainnyn 5
1.3215.038 Alat SAR
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1.3.2.15.03.01 Alat Penolong 2
1.3,2.15.03.02 Alat Pendulcung Pencarian 2
1.2.2.15.03.03 Alat Kerjs Bawah Air 2
1.3.2.15.03.04 Alat Sar Lainnyn 2
1.2.2.15.04 Alal Kesja Penerbangan
13.2.1504.01 Peralatan Fasilitas Komumkasi Penerbangan 10

| 1.3.2,15.03.02 Pernlatan Fasilitas Navigasi Dan Pengamatan Penerbangan 10
1.3.2.15.04 03 Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan 10
1,3.2.15.04.04 Peralatan Fasilitas Bantu Pelavanan Dan Pengamanan Bandar 10

Udara
1.3.2.15.04 05 Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udarn 10
1.3.2.15.04.06 Alat Ukur Peralatan Faslektrik 10
1.3.2.15.04.07 Alnt Kerja Penerbamgan Lainnys 10
1.3.2.16 Alat Peraga
1421601 Alat Peraga Pelatiban Dan Percontohan
1.32.1601.01 Alat Peragn Pelatiban 10
1.3.2.1601.01 Alal Peraga Percontohan 10
142160101 Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya 10
1.32.17 Peralatan Proses/ Produkst
1.3.2.17.01 Unit Peralatan Proses/Produls:
1.3.2.17.01,01 Liquid-Liguid Contractor Equipment 8
1.4.2.17.01.02 Solid-Solid Mixing Equipment ]
1.2.217.01.03 Solid-Solid Screening Equipment 8
1.3.2.17.01.04 Solid-Solid Classifior a
1.3.217.01.05 Solid-Liqusd Mixing Equipment ]
1.2.2.17.01.06 “Solid Liquid Crystallization Equipment F]

(1 3217.01.07 lon Exchange Absoriion Equipment )
1.3.2.17.01.08 Lesching Equlpment A
1.3217.01.00 Gravity Sedimeniation Equipment 2
132170110 Solid Liquid Filtering Equipment [
1.32.17.01.11 Centrifuge For Solid Liguid -
132170112 Gas-Solid Drylng Equipment [}
1.32.1701.13 Gas - Sold Fludised Bed Equipment 8
1321701.14 Gas - Solid Separation Equipment 3
1.3.2.17.01.15 Gas - Liguid Distilation Equipment 3
1.32.17.01.16 Isotope Separation Equipment B
132170117 Transpor: And Storage Equipment For Liguid B
1.32,17.01.18 Solid Material Handling Equipmment 5
1.32.17.01.19 Size Reduction Size Balargement Equipment [
1,32.17.01.20 Heat Generating Equipment 8
1.3.2.17.01.21 Heat Transfer Equipment B8
132170122 Mechanical Proces 8
13.2.17.01.23 Unit Peralatan Proses/Produks: Lainnys ]
13218 Rambu - Ramnbu
13.21801 Rambu- Rambu Laig Lintas Darat
1.3.2.1801.01 Rambu Bersuar 7
13.21801.02 “Rambu Tidak Bersunt 5
1.3.2.18.01.03 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 5
1.3.218.02 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
1.3.2.18.02.01 Runway/ Threshoid Light 5
1.8.2 18.02.02 Visual Approach Skape Indicator (Vasi) =
1.32.18.02.03 Approuch Light 3
1.32.16.02.04 Runway Identification Light (Reils| 3
1.3.2.18.02.05 Sigral [3
1.3.2.18.02,06 Ficad Lights 5
1.32.18.02.07 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya 5
12219 Peralatan Olah Rags
13.2.19.01 Peralatan Olah Rega
1.3.219.01.01 Perubutan Olah Raga Atietik 3
1.3.2.19.01.02 Peralatan Permainan 3
1.3.2.19.01.03 Peralatan Senam 3
1.3.2.19.01.04 Paralatan Oluh Raga Air 3
1.3.2.19.01.05 Pernlatan Olah Raga Udara 3
1.3.2.19.01.06 Peralatan Olah Raga Lannya i
133 Gedung dan Bangunan
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1.3.3.01 OGedung Bangunan
1.3.2.01.01 Bangunan Gedung'l'cm;:-t Kerja
1.3.3.01.01.01 Bangunan Gedung Kantar 50
1..301.01.02 Bangunan Gudang 50
1.3.3.0101.03 Bangunan Gedung Untuk Bengkel/ Hanggar 50
133010104 Bangunan Gedung [nstalnst 50
1.3.3.01.01.05 Bangunan Gedung Laboratorium S0
1.3.3.01.01.06 Bangunan Kesehatan 50
1.3.3.01.01.07 Bangunan Oceanarium/Observatorium 50
1.3.3.01.01.08 Bangunan Gedung Tempat [tadah 50
13.301.01.09 Bangunan Gedung Tempat Pertemnuan 50
143010110 Bangunan Gedung Tempa: Pendidikan 50
133010111 Bangunan Gedung Tempat Ob Rag 50
13301.01.12 Bangunun Gedung Fertokoan/Koperast /Pasar 50
1.3.3.01,01.13 Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 50
1.3.301.01.14 Bangunan Gedung Garasi, Pool 50
1.3.3.01.01.15 Bangunan Gedung Pemotong Hewan 50
1.3.3.01.01.16 Brnngumn Gedung l'upu-uknnn 50
1.3.301.01.17 Bw;unnn Oed\mg Mustum 50
1.3301.01.18 Bangunan Gedung Terminal /Pelabuhan/Bandara 50
1.3.3.01,01.19 Bangunan Peagujian Kelallan 50
1.3.3.01,01.20 Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan 50
1.3.3.01.01.21 Bangunan Rumah Tahanan 50
1.3301.01.22 Bangunan Gedung Krematorium 50
1.33.01.0123 Bangunun Pesmbakurun Bangkod Hewan 50
1.3.3.05.01.24 Bangunan Terbuka 50
1,3.301.0135 E-n;mm Praampung Sckam 50
133010126 Bngunan Tbmpn Pelelangan tean (Tpa) 50
1330100127 Bangunan Industn 50
1.3301.01.28 Bangunan Petemakan/Peckunan 30
133010129 &ngunan Gedung 'Ibmpnt Kerja Lainnya 50
1.3.3.01.01.30 Bangunan Peralstan Geafinika 50
1.3.301,01.31 Bangunan Fasilitas Unnum 50
1334010142 “Hangunan Parkir 50
1.3.301.01.233 Bangunan Gedung Pabrik 50
1.330101.34 Bangunan Stasiun Bus 50
1.3301.0135 Taman 50
1.3.3.01.01.36 HBangunan Gedung Tempat Kerja Lainnyn 30
1.3.301.02 Hangunan Gedung Tempat Tinggal
1.4.401.02.01 Rumah Negara Golongan | 50
1.3.3.01.02.02 Rumah Negara Golongan (I 50
1.3.3.01.02.03 Rumah Negaru Golongan I 30
1.3.3.01.02.04 Mess /Wisma /Bungalow / Tempat Peristirahatan 50
1.3.3.01.02,05 Asrama 50
1.33.01.02.06 Hotel 50
1.3.3.01.02.07 Motel 50
1.3.3.01.0208 Flat/ Rumal Susan 50
1.0.9.01.02.09 Rumah Negara Dalamn Proses Penggolongan 50
1.3.3.01.02.10 Panti Asuhan D 50
1.33.01.02.11 Appartemen 50
133010212 Rurmah Tidak Bersusun 50
1.3.3.01.02.13 Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 50
1.3.3.02 Monumen = e
1.3.3.02.01 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti
133020101 Candi 50
1.3.402.01.02 Tugu 50
1.3.3.02,01.03 Bangunan Peninggalun 50
1.3.3.02.01.04 Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti Luinnya 30
1.33.03 Bangunan Menara
1.3.3.03.01 Bangunan Menara Perambunan
1.2.3.03.01.01 “Bangunan Menara Perambusn Penerabgan Pantal 40
1.3.3.03.01.02 Bangunan Permmbuan Penerangan Pantal 40
1.3.3.03.01.03 Bangunan Menara Telekomunikas) 40
13.3.03.01.04 Bangunan Menara Pengawas 40

{13303 Tugu Titik Kontrol/Pasti
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1.3.3,04.01 ‘l\!u/Tnndl Butas
1.3.3,04.01.01 ‘l\qu/'i‘nmh Batas Administras: 50
1.3.3.04.01.02 ‘N;ul:l'udn_m Kontrol Geodest 50
1.3.2.04.01.00 Pilar/Tugu/Tanda Lalnoya 50
1.3.3.04.01.04 Pagar 50
1.33.0401.05 Tugu/Tanda Batas Lainnyn 50
i34 Jalan, Jaringan Dan rgast
1.34.01 Jalan Dan Jembatan
1.340101 Jalan
1.34.01.01.01 Jalan Nesional 10
1.3401.01.02 Jalan Provinsi 10
134010103 Jalan Kabupaten 10
134010104 Jalan Kota 10
1.34.0101.05 Jalan Desa 10
134010106 Jalan Tol 10
134.01.01.07 Landasan Pocu Pesawal Terbang 10
134010108 Jalun Khusis 10
19.4.01,01.08 Jalan Lamnnya 10
1.34.01.02 Jembatan
134010201 Jembatan Pada Jalan Nasional ~ 50
1.3,4.01,02.02 Jembatan Pada Jalan Fropinsi 50
1.3.4.01,02.03 Jembatan Pada Jalan Kabupaten 50
1.3.4.01,02.04 Jembatan Pada Jalan Xota 50
1.3.4.01.0205 Jembatan Pada Jalan Desn 50
1.34.01.02.06 Jembatan Pada Jadan Tol 50
13.4.01.0207 Jembatan Pada Jalan Kereta Apl 50
1.3.4.01.02.08 Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawal Terbang 50
1.3401.02.00 Jembatan Pada Jalan Khusus 50
134010210 Jembutan Fenyeberangan 50
1.3401.02.11 Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal 50
1.3,4.01.02.12 Jembatan Pengukur 50
1.3.4.01.02.13 Jembatan Lunnya 50
1.3.4.02 Bangunan Air
1.3.4.0201 Bangunan Air Lrigss| 50
1.3.4,02.01.01 Bangunan Waduk Irigasi 50
1.3.4.02.01.02 Bmguuan Pengumbilan Irigan. 50
1.3.4.02.01.03 Bangmun Pembawa lngul 50
1.3.4.02.01.04 Bangunan Pembuang Irignai 50
1.3.4.0201.05 Bangunan Pcmm-n Irigas 50
1.3.4.02.01.06 Bangunan Pelengkap Irigasi 50
1.3.4.02,01.07 Bangunan Sawah [rigasi 50
1.3.4.0201.08 Ban.uncn Alx lri]ml Lainnya 50
1.3.4,02.02 Bmgnn Waduk Paum Surut
£.3.4.02.02.01 Dangunan Pengambilan Pasang Surut 50
134020202 Bangunun Pembawa Pusang Surut 50
1.3.4.02.02.03 Saluran Pembuang Pasang Surut 50
1.3.4.0202.04 Bangunan Pengaman Pusang Surat 50
1.3.4.02.02,05 Bangunan Pelenghap Pasang Surt 50
1.3.4.02.02.06 Bangunan Sawah Pasang Sunst 80
1.3.4.02.02.07 Bangunun Pengatran Pasang Surut Lainny 50
1.3.4.0203 Enn@.mm Pengembangan Rawa Dan Polder
1.3.4.02.03.01 Bangunan Waduk Pengembangan Rawn 25
1.34.02,05.02 Bangunan Peagambilan Pengembangan Rawa 25
134020303 Bmwnan Pembaws ann:mbmw l&vm 25
1.3.4.02.03.04 Blngum Pembuang Pengcmb-npn Rawa 25
1.3.4.02.03.05 Bangunan Pengaman Pengembangan Raws 25
1.3.4.02.03.06 Bangunan Pelengkap Pengembangan Rewa 25
1.3.4.02.03.07 Bangunan Sawah Pengembangan Rawa 25
1.34.0203.08 Bangunan Pengembungan Rawa Dan Polder Luinnya a5
1.3.4.0204 Bangunan Pengaman Sungail/ Pantai & Penunggulangsn Bencana

Alam
1.3.4.0204.01 Bangunan Pengaman Sungal/Pantal & Penanggulangan Bencang 10

Alamn
1.3.4.02.04 02 Bangunun Pengambilan Pengaman Sungal/Pantai 10
1.3.4.02.04.03 Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantas 10
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1.3.4.02.04.04 Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 10
1.3.4.02.0405 gan;mm Pengaman Pengimanan Sungai/Panta: 10
1,3.4,02.04.06 &Emnu Pelengkap Pengaman Sungui 10
1.3.4.02.04.07 Bangunan Pengaman Sungal/Pantal & Penanggulongan Bencana 10
1340205 Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah
134020501 Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air 30
134020502 Bangunan Pengambilan Pengem bungan Sumber Alr 30
[ T335020503 Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Alr 30
1.3.4 020504 Bangunan Pcmhuang Penpmhnnpn Sumber Air 30
1.3,4.02.05.05 Bnug\m-n Pengaman Peng:mbnngm Sumber A 30
1.3,4 02.05.00 l!ungmnn Pelengkap Pengembangan Sumber Alr 30
1.3.4.02 0507 Bangunan Sawah Irgasi Air Tanah 30
1.3.4.02.05.08 Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Alr Tanah Lainnya 30
1.3.4.02.06 Bangunan Air Bersih/Air Baku
1.5.4,02.06.01 Bangunan Waduk Air Bersih/ Alr Baku 20
1.3.4.02.06.02 ‘Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku T3}
1.3.4.02.06.03 Bangunan Pembuang Air Bersit/ Alr Baku a0
1.3.4.02.00.04 Bangunan Pelengkap Alr Bersih/Alr Baku 40
1.3.4.02.06.05 Bangunan Air Beraih/ Alr Baku Luinnya 40
1.9.4.02.07 m Alr Kotor
1.3.4.02.07.01 Bangunan Pembawa Air Kotor 40
1.3.4.02.07.02 Bangunan Waduk Air Kotor 40
1.3.4.0207.03 Bangunan Pembuang Alr Kotor 40
1.3.4.02.07.04 Bangunan Pengaman Alr Kator 40
1.04.0207.05 “Bangunan Pelengkap Air Kotor 40
1.3.4.0207.06 Bangunan Air Kotor Lainnyn a0
1.3.4.03 Instalani
1.3.4.0301 Inatalasi Air Bersih | Alr Baku
1.3.4.03.01.01 Instalasi Air Permulaan 30
1.3.4.03.01.02 Instalnsi Air Sumber |/ Mats Air 30
1.3.4.03.01.03 Instalssi Air Tanah Dalam 30
1.3.403.01.04 Insstalasl Alr Tanah Dangal 30
1.34030105 Instalanl Alr Bersih [ Alr Baku Lainnya 30
1.34.03.02 Instrlast Alr Kotor
1.3.4.030201 Instaloni Air Buangan Domestik 30
1.3.4.03 0202 Instalasi Air Buangan Industri 30
134030203 Instalos: Air Buangsn Pertansan 30
1.3.4030204 Instalast Alr Kotor Lainnya 30
1340303 Instalas: Pengolahan Sampah
1.2.4.03.03.01 lnluhn Fengolahan Sampah Organik 10
1.3.4 03.03.02 5 Pengolahan Sampah Non Organik 10
1.3.4.03.03.03 Banpnan Penampung Sarmpah 10
1.3.4.03.03.04 Instalasi Pengolahan Sampah Lalnnya 10
1.3.4.03.04 Instaiasi Pengolahan Bahan Bangunan
1.3.40303.01 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan 10
1.3.4 03,03.02 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis )
1.3.4.03.03.03 Instalasi Pengolahan Balwn Bangunen Terapan 10
1.3.4.03.03.09 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lalnnya 10
1.3.4.03,05 Instalas) Pembangkit Listrik
1.3.4.03.05.01 Instalasi Pernbangkit Listrik Tenaga Air (Plta) 30
1.3.4.03.05.02 Inatalasi Pernbongkit Listrik Tenaga Diesel [Plid) a0
1.3.4.03.05.03 Instalssi Penbangkit Listrik Tenags Mikro Hidro (Ptm) 40
1.34.0305.04 Instalasi Pembongkit Listrik Tenagn Angin (Pitan) 40
1.34.03.05.05 Instalasi Perbangkit Listrk Tenaga Uap (Pitu) 40
1.3.4.03.0506 Inatalast Pembangiit Listrik Tenaga Nuldir (Pitn) a0
1.3.4.00.05.07 Instalani Pembangict Listrik Tenagn Gas (Pitg) a0
1.3.4.03.05.08 Instalani Pembangict Listrik Tenags Panas Bumi [Fitp) %0
1.3.4.03.05,09 [nstalssi Pembongt Listrik Tenaga Surya (Phs) 30
1.3.4.0305.10 Inutalasi Pombongit Listrik Tenaga Biogas (Pitb) 40
134030511 Instalass Pembangkit Listnk Lainnyn 30
1.3.403.06 Instalass Gardu Listrik
1.3.4.03,06.01 Instalasi Gardu Listrik Induk 40
1.3.4.03.06.02 Instalasi Gardu Listrik Distribusi 40
1.3.4.03.06.03 Instalasi Pusat Pengatur Listrik 20
1.3.4.03.06.04 Instalasi Gardu Listrik Lainnys 40




~183-

1.3.4.03.07 Instalasi Pertahanan

1.34.03.07.01 Instalasi Pertahanan D3 Darnt 30
“1.34.0307.02 Instalasi Pertahanan Lainnys 30

1.34.0308 Instalas) Gas

1.34,03.08.01 Instalasi Gardu Gas 30

1.94.03.08.02 Instalnsi Pengolahan Gas 30

1.3.4.03.08.03 Instalast Gas Lainnya 30

1.3.4.03.09 lmw”i‘ Fengaman

1.3.4,03.09.01 Instalasi Pengaman Penangkal Petir 30

1.3.4.03.09.02 Instalas: Reaktor Nuklir 0

1.3.4.03.00,03 Instalsst Fengolaban Limbah Radio Aktf 30

1.3.4.03.09.04 Instalast Fenguman Lalnnya 3

13409 Jaringan

1.3.4.04.01 Jaringen A Minum

134040101 Jaringan Fembawa 30

134.04.0102 Jaringan Induk Distribust 30

1 3.4.04.01 08 Jaringan Cabang Distribusi 30

1.3.4.04.01.04 Jaringan Sembungan Ke Rumash a0

1.5.4.04.0105 Jaringan Alr Minum Lainnys 30

1.3,4.04,02 Jaringan Listrik

1.3.4.04.02.01 Jaringan Transmisi 40

1.3.4.04.02.02 Jaringan Distnbusi 10

1.3.4.04.02.03 Juringan Listrix Lainnys 40

1.3.4.04,03 Jaringan Telepon

1.3.4.04.03.01 Juringan Telepon Diatas Tanuh 20

1.3.4.04.02.02 Jaringan Telepon Dibawnh Tanah 20

1.3.4.04.03.03 Jaringan Teiepon Didalam Air 20

1.3.4.04,03.04 Janngan Dengan Media Udara 20

1.3.4.04.03.08 Jaringan Telepon Lainnya 20

1.3.4.04,04 Janngan Gas

1.3.4.04.04.01 Jaringan Pipa Gas Transmisi 30

1.3.4,04.04,02 Jutingan Pipa Distribusd 30

1.3.4.04.04.03 Jaringan Pipa Dinas 30

1.3.9.04 04,04 Jaringan Bbm 30

1.3.4.04.00.08 Jaringan Gas Lainnyn 30

135 Aset Tetap Lain

13501 Bahan Perpustakann

1.3.5.01.01 Bahan Prrpustakaan Tercetak

1350101010 Buku Umum 0
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BAB VIII
KEBIJAKAN PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP
Presentas:
Peayusutan)
13 Asel Tetap
1.32 Peralatan dan Mesin
1.3.2.01 Alat Besar
1.3201.01 Alat Bewar Darat Owerhaul >0 s/ d 30%
308 3/d 45%
245% s/d 65%
1.3201.02 Alat Besar Apung P >0% 3/ 30%
»30% s /d 459,
>45% s/d 65%
1.32.01.03 Alat Hantu Overhanl 0% 8/ 4 30%
>30% s/d 45%
»45% s/d 65%
1.3.2.02 Alat Angkutan
1.32.02.01 aspand BN 0% u.d. 25%
»25% 5.4 50%
»50% s d TS
>75% =.d.100%
1320202 :’:; mﬁ’:‘ Darat it 0% 5.4. 25%
»25% a.d S50%
50 s.d TH%
>75% 5.d.100%
1.3.2.00.03 g':m‘“" e i IR % 8.4, 25%
*25% n.d 50
>500 s.d 7%
>75% 5.4 100%
1.3.2.0204 mma wrsazcal I : 0% s.d. 25%
>25% ud 50%
>50% 5.4 75%
»TE% ad 100%
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Alat Angkutan
1.3.2.02.05 Berthotar Udara Ouoerhad »Of 4. 25% 3
»>25% =.d 508 ®
>50% s.d T8% 9
»75% 8.d.100% 12
Alat Hengicel Dan Alnt
1.3.2.03 Ul
Alat Bengikel
1.3.203.0] Be X Overhaul =0% s.d, 25% '
*>25% a.d 50% 2
>50% nd 75% 3
>TH% 5.d. 100% 5
Alat Bengkel Tok
1.3203.02 i sin Cuerhaul >0% s.d. 25% 1
»25% 5.4 50 2
>500% s.d T5% 3
>7T5% s.¢0. 100% s
1.3.2.03.03 Alat Ukur Overhaul >0 8., 25% 1
>25% s.d 507 2
>50% a.d 79% 2
»75% .4, 100% 3
1.3.204 Alat Pertansan
1.3.2.04.01 Alat Pengolahan Overhaul 0% n.d. 200 1
»>21% 3.4 0%, 2
>51% s.d 755% 3
Alat Kantor Dan
1.3.205 R h T
1320501 Alat Kantor Ot *»25% s.d. 50% 2
>50% s.d 75% 3
>7 5% =.d. 100% s
1.3.2.05.02 Alat Rumah Tangga Obarhicnat =05 8.d. 25% 1
>25% s.d S0 2
#5000 8.4 TE% B
S75% wd 100% 5
Meja Dan Kursi
1.3.2.0503 Kerja/Rapat Pejabat q
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1.3.2.10.02 Peralatan Kompater
Alar Studio,
1,3.2.06 Komunikasi Dan
Pemancar
1.3.2.06.01 Alat Studio OW"' ol »060 s.d. 25%
>25% 5.d 50
>500% u.d 75%
>75% n.d.100%
1.3.206.02 Alat Komunikas! Overhaul >0 ad, 25%
>25% u.d 509
>S50 5.d 75%
>TE% s.d. 100%
1.3.2.06.03 Peralatan Pemancar Ovetosd >0 a.d. 25%
>25% s.d 50%
»S000 =4 T5%
>75% 5.d.100%
Poradatan Komuniikasi
1.3.206.04 Novigass Coichaiol »0 w.d. 25,
>25% u.d 50%
>50% u.d 75%
*>75% 5.4, 100%
Alat Kedokteran Dan
1.3.207 Kesel
1320701 Alat Kedokteran Overhaul Y AT
>25% .4 S0%
2506 5.d T3%
>75% 8.d.100%
1.3.2.67.02 Alat Keschatan Overhaul > s.d. 25%
Umurm
>25% s.d 500
S50% s.d 75%
>75% 5.4, 100%
1.3.2.08 Alnt Laboratorium
Unit Alat >0% s.d. 25%
1.3.2.08.01 Lal Overfsaul
#25% 3.d S0%
*50% u.d T5%
>75% u.d. 1 00%
Unit Alat
1.9.2.08.02 Lahoratorium Kimia Overhaul 0% 8,d. 29%

Nulclir
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»A5% 5.d 50%
»S0%H s.d 75%
>79% 3.d.100%
Alnt Peragn Prakick 200 ad. 25%
1.3.2.08.03 Sekolal Overhaul "
>25% ud 50%
»*50% s.d T5%
»75% =.d 10004
Alat Laboratorium
1.3208.04 Fisikn Overhaul *0% 8.4, 25%
Nuklir/Elektronika
»25% a.d 50%
»50% s.d 75%
>75% 5.d.100%
Alat Proteksi
1.3.2.08.05 Radiasi/ Proteksi Overhaul 0044 3%
Lingkungan
>25% s.d 50M%
=200 s.d TSN
>15% 8.d,100%
Radiation Application
And Non Destructive »0% 8.d. 25%
1.3.2.08.06 Teatisng Ouerhast
" m, R
>25% s.d 5006
»500% s.d 75%
>75% 5.4, 100%:
Alat Laboratorium 0% s.d. 25%
1.3.20807 Lingd Hidup Overhaul
>25% s.d 50%
>50% 8.0 75%
>T5% 8.4.100%
Pernlutan
1.3.2.08.08 Labaratoriim Overkaul 0% 3.d. 25%
Hydrodinamica
>25% s.d 50%
»S50% s.d TH%
>T5% ad 100%
Alat Laboratorium
1.3.2.08.09 Standarisasi Kalibrasi | Ouerhaul 0% 4.0. 2%
Dan Instrumentas:
*25% s.d 50
>S50 s.d 75%
»T5% ., LOUK
1.3.3 CGedung dan
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1.3300 Gedung Bangunan
1.3.301.01 Bangunan Gedung R s »0% a.d. 25% 5
Tempat Kerja
>25% s.d 50% 10
>50% s.d 75% 15
>78% s.d 100% 50
Bangunan Gedung g (M s.d. 30%
1330102 Tempat Tinggal Renovasi 5
230 s.d 45% 10
>45% 5.4 65% 15
13302 Monumen
Candi/Tugu >0% 8/d 30%
1.3.3.02.01 Renovas: 5
Peringstan /Prasust
230% sd 45% 10
>45% s /d 65% 15
1.3.3.03 Bangunan Mennra
1.3.3.03.01 Bangunan Mennrs 3 *0% = d. 30%
p | 5 Renovasi 5
>30% u.d 45% 10
>45% s.d 65% 1%
Tugu Titik
§:9-304 Kontrol/ Pasti
1.3.3.04.01 Tugu/Tanda Batas Renowas( SON8.030% 5
2J0% &.d 45% 10
»a5% 5.d 65% 15
Jakan, Jaringan Dan
1.34 Irigasi
13401 Jalan Dan Jembatin
13.4.01.01 Jalan Renovasi 0% 8.0. 30% 2
*3086 8.d 6IP6 3
>60% s.d 1005, 10
1.3.4.01.02 Jembatan Renovasi *Phad 0% 5
»30°% 8.4 45% 10
1.34.02 Bangunan Alr
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1.3.4.0201 Bangunan Airlrignsi |  Renovasi 00 a/d.- 3% 2
’m l!d l“ s
>10% s/d 20% 10
Bangunan Waduk 2065 w/d 5%
1340202 b Saarut Renomast 2
23% a/d 1O% 5
>10% 5,/d 20% 10
Bangunan
1.3.402.08. Pengembangan Rawa |  Renovasi >0% s/d 3% 1
Dan Polder
*»5% =/d 109% 3
S10% s/d 20%: s
Bangunan Pengaman
1.3.4.02.04 s"""‘, /I "'l i Renovasi >0% a/d % 1
Bencana Alam
~5% s/d 10% »
> 10% s /d 200 3
Bangunan
Pengembangan 0% s/d 5%
1.3.4 0205 Sumber Alr Dan Alr Renowvast 1
Tanah
»5% s/d 10% 2
> 10°% o/d 2006 3
Bangunun Air : =0 wed, %
1.3.402 .06 Bersih/Air Baku Renovasi 5
>3 s.d 45% 10
»45% s.d 65% 15
1.3.4.02,07 Bangunan Air Kotor Renovas: >0% 8.d.30% 5
»30°%% s 45% 10
>45% s.d 65% 15
1.34.03 Instulasi
Instalasi Air Bersih | . »0F% 9.d. 30%
04, 2
1.34.03.01 Air Baku Renouvest
307 o.d 45% 7
*>45% s.d 65%

10
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1.3.4.03.02 tnstalasé Alr Kotor Renovesi *0% 54 30% 3
S0 x4 A5% ;
»45% a.d 65% 10
Instalasi Pengolahan >0 8.d. 30%
1.3.4.03.03 Renovas( 1
Sampah
*JON s.d 45% 3
>A5% a.d 65% 5
Instalasi Pengolahan : =% nd, 30%
1
1.34.00.04 Bahan B S Renovasi
*309% s 45% 3
>4 5% nd 65% 5
1.3.4.03.05 m@a Pembangkit Re ; »05% a.d. 30% 5
Listrik
>30% u.d 45% 10
»45% 2 65% 15
Instalas! Gardu >0 s.d. 30%
1.3.4.03.006 Listrik Renovas( 5
>30% =.d 45% 10
»45% sd 65% 15
1.3.4.0307 {nstalasi Pertahanan |  Renovast HNER-S0% i
»30% sd 45’6 3
>45% s.d 65% 5
1.3.4.03.08 Instalass Gas Renovas % 8.4, 30% 5
>30% s $5% 10
=45% nd 65% 15
1.3.4.03.09 Instalasi Pengaman Renovasi >0% 5.4, 30% 1
>30% s.d 45% \
>45% s.d 65% 3
1.3.4.04 Janngan
1.3.4.04.01 Jaringan Air Minum Overhiaul 20%:md. 30% 2
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>30% s.d 45%

>45% =.d 65% 10

1,3.4.04 .02 Jaringan Listrik Overhaul >0% a.d. 30%

»305% s.d 45% 10

>45% ad 65%

1.3.4.04.03 Jaringan Telepon Ouerhaul TON L%

>30% o.d 45%

>4 5% a.d 65%

1.3.4.04.04 Jaringan Gas Overhaut PIkAL U 2

2300 s.d 45%

459 s 65% 10

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut
dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang
memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan
penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap
vang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset
yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode
diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban
penyusutan dalam laporan operasional.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan metode yang sistematis
sesual dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus
dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service
potential) yang akan mengalir ke pemerintah.
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